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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan permasalahan vital yang kinjadietren tuntutan
masyarakat seiring dengan meningkatnya kualitasphiguality of lif§. Hak atas
pelayanan kesehatan merupakan hak asasi setiapsisnaRada dasarnya setiap
manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secaranekidpat dikatakan bahwa
pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupamusi (L.P Sinambela,
1992:198) terutama pelayanan dalam bidang keseh&anulai pada saat
manusia masih berada dalam kandungan sampai dibufikdi liang lahat,
pelayanan kesehatan mutlak diperlukan. Pelayanasehkéan masyarakat
merupakan salah satu bentuk pelayanan publik, dinp@hayanan publik selalu
dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh sesepatau sekelompok orang
maupun instansi tertentu untuk memberikan bantuam kemudahan kepada
masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertenamud berbeda dengan
perspektif diatas, pelayanan publik yang ada sekatasisa dikatakan hanya
sekedar konsep tanpa adanya tindak lanjut berupagi@atan kinerja pelayanan
publik yang sesuai dengan apa yang diharapkan. &alsgt dalam hal ini sebagai
pengguna jasa pelayanan, seharusnya menjadi pamakdiutamakan tetap dalam
realisasinya iklim pelayanan yang terjadi tidakeseginya dapat diharapkan lagi.

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanablikp yang

berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan teuteberingkali tidak sesuali



dengan harapan karena secara empiris pelayanaik pablg terjadi selama ini

masih bercirikan : berbelit-belit, mahal, dan maddan. Kecenderungan seperti
itu terjadi karena masyarakat masih diposisikaragebpihak yang ‘melayani’

bukan yang dilayani. Oleh karena itu, pada dasamijmtuhkan reformasi

pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendadulbelayan’ dengan

yang ‘dilayani’ ke pengertian yang sesungguhnyday@@an yang seharusnya
ditujukan untuk masyarakat umum kadang dibalik méinpelayanan masyarakat
terhadap negara, meskipun negara berdiri sesungg@talah untuk kepentingan
masyarakat yang mendirikannya. Artinya, birokratsusgyguhnya haruslah
memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat.

Pelayanan publik khususnya bidang kesehatan mesjaéiebijakan yang
semakin strategis karena perbaikan pelayanan publikndonesia cenderung
masih berjalan ditempat. Di sisi lain buruknya pelgan ini sering menjadi
variabel yang dominan mempengaruhi kehidupan ekgnpaiitik, sosial dan
budaya. Disamping hal tersebut tuntutan perubatemgs ditujukan kepada
aparatur pemerintah, menyangkut pelayanan yangikiiioekepada masyarakat.
Rendahnya mutu pelayanan publik yang diberikan @lparatur menjadi citra
buruk pemerintah ditengah masyarakat, sehinggahéeludan kekecewaan
terhadap tidak layaknya aparatur dalam memberiledaypnan selalu menjadi
fokus atau isu yang berkembang. Berdasarkan fenmntensebut maka perlu
adanya persamaan persepsi dan pemahaman dalanktpaligasian kewenangan

wajib bidang kesehatan di daerah.



Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah NoTlab2in 2004,
telah menetapkan bidang kesehatan merupakan sdiakesvenangan wajib yang
harus dilaksanakan oleh daerah. Hal ini merupalawyudan otonomi, yang
pada intinya merupakan pemberian hak dan kewenadgarah dalam wujud
tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalamb®rikan pelayanan
kesehatan yang sesuai dengan harapan masyarakdt Rémerintah Pusat
bertanggung jawab secara nasional atas keberhasilang kesehatan, sedangkan
pelaksanaan operasional diserahkan kepada penmedatrah dan masyarakat.
Sehingga Pemerintah Pusat dalam era otonomi inih lddanyak bersifat
menetapkan kebijakan makro, standarisasi, supgrvignitoring evaluasi,
pengawasan dan pemberdayaan, untuk mengoptimalldayapan bidang
kesehatan sesuai dengan kondisi daerah.

Untuk mewujudkan usaha pemerataan pelayanan kesehatpada
masyarakat di Indonesia, pihak yang diserahi tisgdmgai penanggung jawab
pelayanan kesehatan masyarakat adalah Dinas Kasehedtapi pelaksana
pelayanan kesehatan sendiri dilaksanakan oleh Ru®akit Umum dan
Puskesmas terkait. Pelayanan publik berawal ddrutkéan yang timbul pada
masing-masing individu. Adanya kebutuhan ini mepdgrtimbulnya harapan
dari masyarakat akan pelayanan yang diterimanyaagarat birokrasi pelayanan.
Harapan masyarakat ini juga dipengaruhi pengalamssa lalu sewaktu
masyarakat berhubungan dengan aparat. Harapan naestyani menginginkan
adanya akses pelayanan yang berkualitas sepdlitaagang memadai, kejelasan

informasi, kesederhanaan prosedur, dan lain-laiendihgat jasa adalah sesuatu



yang tidak berwujud maka masyarakat tidak mungkalilmat tampilan secara
fisik pada saat membeli jasa.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H dan Undang-gnddm 23
Tahun 1992, menetapkan bahwa kesehatan adalaluhd&niental setiap warga.
Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakathak memperoleh
perlindungan terhadap kesehatannya dan negaranggurag jawab mengatur
agar masyarakat terpenuhi hak hidup sehat bagiudekdya termasuk bagi
masyarakat miskin. Dibanyak negara berkembang aeéay publik di bidang
kesehatan, tim medis di sektor publik memiliki anglang cukup besar dari
kegagalan mereka dalam memberikan pelayanan kaselyaing berkualitas.
Menurut Jean Macq (2001:17) dalam hal ini merekeakg produktif, tidak
adanya motivasi, tidak efisien, kurang ramah darderming korupsi. Pelaksana
pelayanan publik dalam bidang kesehatan seringrjeetibbawah standar keadaan
yang telah ditentukan, dimana hampir kualitasnydakii memadai, kurang
professional dan tidak ekonomis.

Kenyataan yang terjadi, derajat kesehatan masyanakskin masih
rendah, masyarakat miskin biasanya rentan terhpdapakit dan mudah terjadi
penularan penyakit karena berbagai kondisi seplntiangnya kebersihan
lingkungan dan perumahan yang saling berhimpitagrilgku hidup bersih
masyarakat yang belum membudaya, pengetahuan #grhkdsehatan dan
pendidikan yang umumnya masih rendah. Hal ini seneajadi di negara

berkembang lainnya tentang kenyataan bahwa masyaragkin sering diserang



berbagai macam penyakit, gizi buruk serta kompiikasla bayi yang baru lahir
yang disebabkan karena mereka miskin.

Derajat kesehatan masyarakat miskin yang masih alentkrsebut
diakibatkan karena sulitnya akses terhadap pelaykesehatan. Kesulitan akses
pelayanan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor defidak adanya kemampuan
secara ekonomi dikarenakan biaya kesehatan yan@lmBbBningkatan biaya
kesehatan yang diakibatkan oleh berbagai faktoerigperubahan pola penyakit,
perkembangan teknologi kesehatan dan kedokterda, ggmbiayaan kesehatan
berbasis pembayaraut of pocketkondisi geografis yang sulit untuk menjangkau
sarana kesehatan (Depkes RI, 2008:1). Derajat &a&sehyang rendah
berpengaruh terhadap rendahnya produktivitas k@@ pada akhirnya menjadi
beban masyarakat dan pemerintah.

Untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pekay kesehatan
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Da34b. 1Pelayanan
kesehatan berdasarkan UU No. 23 Tahun 1992 tenkasghatan adalah
pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehataraisdsngan kompetensinya
dan kewenangan yang dapat berupa pelayanan promogifentif, diagnosik,
konsultatif, kuratif atau rehabilitif.

Untuk mengatasi hal tersebut berbagai upaya telddikutan oleh
pemerintah untuk menjamin akses penduduk miskirhatiEap pelayanan
kesehatan. Sejak tahun 1998 Pemerintah melaksabaka&napa upaya pelayanan
kesehatan penduduk miskin. Dimulai dengan pengegavarProgram Jaring

Pengaman Sosial (JPS-BK) tahun 1998-2001, Programmp@k Pengurangan



Subsidi Energi (PDPSE) tahun 2001 dan Program Kosgse Pengurang Subsidi
Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) tahun 2002-2004. Padel tahun 2005,
melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1241/Menkl/2004 menetapkan
Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan MasyaragkinMJPKMM) melalui
pihak ketiga, dengan menunjuk PT. Askes (Pers&agaran awal mengacu pada
data BPS 2004 adalah sebesar 36.146.700 jiwa (Bdpke005:1).

Tahun 2005 adalah masa transisi pelaksanaan (JPKMM)dalam
pelaksanaannya ditemukan masalah dilapangan, neautkarena perbedaan
jumlah masyarakat miskin yang dikelola oleh PT. éskdengan jumlah
masyarakat miskin yang terdata di setiap daeratsddah terlayani pada program
PKPS BBM 2004 lalu. Masalah lain yaitu keterbatasiama yang diperoleh
Puskesmas terutama untuk menggerakkan kegiataat@egluar gedung dan
pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) lainteyenasuk revitalisasi
posyandu, program imunisasi dan operasional puskesian jaringannya. Pemda
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan anggaran umielakukan program
Puskesmas, namun dalam kenyataan di lapangan uraukumgng mencukupi.
Memahami permasalahan tersebut, Pemerintah dan m&RIlui dana APBN
untuk program PKPS BBM bidang kesehatan, Pemeritgéédh menyepakati
untuk melaksanakan program layanan kesehatan ypmgid oleh pemerintah di
Puskesmas dan layanan Rawat Inap kelas Il Rumidhdaeluruh Indonesia.

Sejak awal agenda 100 hari Pemerintah Kabinet kslarBersatu jilid 1,
telah berupaya untuk mengatasi hambatan dan kengmkebut melalui

pelaksanaan kebijakan Program Jaminan Pemelihdfaarhatan Masyarakat



Miskin. Program ini diselenggarakan oleh Departenteesehatan melalui
penugasan kepada - PT. Askes (Persero) berdasarkan Nginor
1241/Menkes/SK/X1/2004, tentang penugasan PT. Ask@srsero) dalam
pengelolaan program pemeliharaan kesehatan bagiana&at miskin. Program
ini telah berjalan memasuki tahun ke empat darhtenyak hasil yang dicapai
terbukti dengan terjadinya kenaikan yang luar baesapemanfaatan program ini
dari tahun ke tahun oleh masyarakat miskin dan Hetak telah meningkatkan
jumlah masyarakat yang dijamin maupun pendanaanhigmun disamping
keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapagraplb permasalahan yang perlu
dibenahi, antara lain: kepesertaan yang belum gsuptran fungsi ganda sebagai
pengelola, verifikator dan sekaligus sebagai pembatas pelayanan kesehatan,
verifikasi belum berjalan dengan optimal, kendadach kecepatan pembayaran,
kurangnya pengendalian biaya, penyelenggara tidalanggung resiko.

Atas dasar pertimbangan untuk pengendalian bialsygrean kesehatan,
peningkatan mutu, transparansi dan akuntabilitatakukan perubahan
pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakskirvipada tahun 2008.
Perubahan mekanisme yang mendasar adalah adanjsapamperan pembayar
dengan verifikator melalui penyaluran dana langsiegPemberi Pelayanan
Kesehatan (PPK) dari Kas Negara, penggunaan takiétpJaminan Kesehatan
Masyarakat di RS, penempatan pelaksana verifikassetiap Rumah Sakit,
pembentukan Tim Pengelola dan Tim Koordinasi dykat Pusat, Propinsi, dan
Kabupaten/Kota serta penugasan PT. Askes (Persgatgm manajemen

kepesertaan. Untuk menghindari kesalahpahaman dpkmaminan terhadap



masyarakat miskin yang meliputi sangat miskin, miskan mendekati miskin,
program ini berganti nama menjadi Jaminan Kesehdi@syarakat yang
selanjutnya disebut JAMKESMAS dengan tidak adalpean jumlah sasaran.

Disinilah letak pentingnya pelayanan dalam bidargsekatan yang
mengkhususkan bagi masyarakat miskin yang juga akenmenerima jasa
pelayanan kesehatan. Pada hakekatnya, pelayansmakas terhadap masyarakat
miskin menjadi tanggung jawab dan dilaksanakanapeasoleh Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Propinsi/Kabuofpaita berkewajiban
memberikan kontribusi, sehingga menghasilkan pekaysgang optimal. Melalui
sebuah program Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Madyayang merupakan
program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatag ga khususkan bagi
masyarakat miskin dan tidak mampu. Program inileliggarakan secara nasional
agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudietayanan kesehatan
menyeluruh bagi masyarakat miskin. Tujuan umum eklemggaraan Jamkesmas,
meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatead#gr seluruh masyarakat
miskin dan tidak mampu, yang mendapat pelayanaghie¢sn di Puskesmas, serta
jaringannya dan juga di Rumah Sakit.

Pelaksanaan dari pelayanan kesehatan melalui pmogramkesmas
dimana sasarannya terdapat di daerah maka dibutwddanya peran Pemerintah
Daerah, yaitu sebagai tugas pembantuan yang memgsiaksanaan program-
program nasional yang sasarannya di daerah, sehotgjgm hal ini pelaksanaan
pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin initdapgalan sebagaimana

mestinya. Tugas pembantuan diartikan sebagai pdmbpanyelenggaraan



kepentingan-kepentingan dari pusat atau daeralaldagmg tingkatannya lebih

atas oleh perangkat daerah yang lebih bawah. Surkbeangan tugas

pembantuan berasal dari APBN, wewenang adminisrasioleh perangkat

daerah otonom, wewenang politik oleh pusat. Disida konsekuensi bahwa

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan sebagiama ddPBD untuk tugas

pembantuancpst sharing. Peran Pemerintah Daerah dalam program ini dapat

berupa (Nurcholis dalam LAN, 2008:24) :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Memfasilitasi penetapan nama, alamat, tempat daggtd lahir, dan status
keluarga masyarakat miskin dengan Keputusan Bufpaliota sesuai
dengan kuota yang telah ditetapkan.

Memfasilitasi penetapan nama gelandangan, anakntar|] pengemis yang
tidak memiliki identitas sebagai peserta Jamkesmmetalui Keputusan
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial yang adawildiyah kota
Banyuwangi.

Memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan kepada rakalyayang
memiliki identitas diri berupa KTP/KK/Surat Ketegan Berdomisili.
Melaksanakan pemberian pelayanan sesuai pedomais teng ditetapkan
bagi peserta Jamkesmas.

Penyediaan dana pendamping melalui APBD.

Menggunakan tenaga verifikator yang ada di PPK @@emPelayanan
Kesehatan).

Membentuk Tim Pengelola dan Tim Koordinasi Jamkesma
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Salah satu pelaksana program Jamkesmas ini ségatti disebutkan di
atas adalah RSU dan Puskesmas. Puskesmas addlahusiiaorganisasi yang
bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan yangebédiagarda terdepan dan
mempunyai misi sebagai pusat pengembangan pelay&eaehatan, yang
melaksanakan pembinaan dan pelayanan kesehatama se@myeluruh dan
terpadu untuk masyarakat di suatu wilayah tertgang telah ditentukan secara

mandiri dalam menentukan kegiatan pelayanan.(wwselkatan-

masyarakat.coijn

Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan gtaigqya berada
paling dekat di tengah-tengah masyarakat dan muadahgkau dibandingkan
dengan unit pelaksana kesehatan lainnya (Rumal Sakista maupun Negeri).
Fungsi Puskesmas adalah mengembangkan pelayareratas yang menyeluruh
seiring dengan misinya. Pelayanan kesehatan tdrbebws bersifat menyeluruh
atau yang disebut dengd@omprehensive Health Care Servigang meliputi
aspek promotive, preventif, curative, dan rehabilitatiPrioritas yang harus
dikembangkan oleh Puskesmas harus diarahkan kelkopetayanan kesehatan
dasar asic health care servicegang lebih mengedepankan upaya promosi dan

pencegahamlblic health servicejwww.wordpress.coin

Seiring dengan semangat otonomi daerah, maka Rnakedituntut untuk
mandiri dalam menentukan kegiatan pelayanannya yalan dilaksanakan.
Tetapi pembiayaannya tetap didukung oleh Pemeringdbagai organisasi
pelayanan mandiri, kewenangan vyang dimiliki Puskesnjuga meliputi

:kewenangan merencanakan kegiatan sesuai dengaalamakesehatan di
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wilayahnya, kewenangan menetukan kegiatan yangagrkpublic goodsatau

private goodsserta kewenangan menentukan target kegiatan sésualisi

geografi Puskesmas. Jumlah kegiatan pokok Puskesiisasahkan pada tiap
Puskesmas sesuai kebutuhan masyarakat dan kemarspodrer daya yang
dimiliki, namun Puskesmas tetap melaksanakan kagipelayanan dasar yang
menjadi kesepakatan nasional. Jadi disini perarkeéButas bisa jadi sangat
penting sebagai ujung tombak dalam mewujudkan lke¢aehnasional secara

komprehensif (www.kesehatan-masyarakat.)om

Puskesmas Sobo merupakan pusat pengembangan, pamboan
pelayanan kesehatan yang sekaligus pos terdepam gembagunan kesehatan
masyarakat di 7 (tujuh) kelurahan kecamatan Banggirdengan luas 18,18 Km
Pemberian pelayanan kesehatan tersebut, destgadart Quality Assuranceari
WHO, pembiayaan gratis (dijamin oleh Pemerintah rBfae Kabupaten
Banyuwangi) dengan tenaga yang profesional

Puskesmas Sobo terletak di kawasan yang padat ghadsehingga
Puskesmas ini selalu ramai dikunjungi oleh pasetiag harinya. Sebagai salah
satu pelaksana program Jamkesmas tahun 2008, satiapnya masyarakat
miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan melldoikesmas terus
bertambah. Berikut data pasien Jamkesmas dari 2008 sampai dengan akhir
tahun 2011 : Tahun 2008 peserta Jamkesmas seb8riyék jiwa, Tahun 2009
sebanyak 10.332 jiwa, Tahun 2010 sebanyak 11.%24 jrahun 2011 sebanyak

13.260 jiwa.
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Untuk sarana dan prasarana, Puskesmas ini jugah sademiliki
laboratorium sendiri yang cukup lengkap, fasilitesu seperti Radiologi yang
dapat dipergunakan sejak tahun 2009. Pelayanarh&tese terus diupayakan
untuk ditingkatkan dengan melalui aturan dan prosegsuai Juknis (Petunjuk
Teknis) salah satunya untuk lama pelayanan dalaktuweang seharusnya sudah
sesuai aturan tersebut jarang bisa dilaksanakarenKaantrian terlalu panjang
maka untuk melakukan pelayanan sesuai batas wadak bisa dilakukan,
seringkali masyarakat yang bersangkutan mendestak pelayanan dipercepat
namun petugasnya masih kurang sehingga pelayanag dgiderikan kurang
maksimal.

Beberapa masalah selama pelaksanaan JamkesmthdarR008 sampai
tahun 2012 ini yaitu tentang SDM (Sumber Daya Ma)udimana jumlah tenaga
medis yang masih kurang mencukupi untuk pelayanasehatan pada
masyarakat, sehingga membuat pelayanan kurang meks$elain itu masalah
rujukan; masyarakat sering tidak mengerti alur adstriasi pada sistem rujukan
kesehatan dari Puskesmas ke Rumah Sakit Umum BamgivPasien seringkali
sudah dibawa ke Rumah Sakit terlebih dahulu barminta surat rujukan dari
Puskesmas. Padahal alurnya harus melalui Puskedaimdu baru ke Rumah
Sakit.

Dari pemaparan diatas maka diharapkan dengan adanggram
Jamkesmas dapat meningkatkan kualitas pelayanankjarsus bagi masyarakat
miskin. Maka penulis tertarik untuk mengangkat jugaenelitian “Upaya

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan MasyarakatMiskin Melalui
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JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat) Studi PadaPuskesmas

Sobo Kabupaten Banyuwangi)”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka sammasalah yang
akan menjadi kajian dalam penelitian ini adalah :
1) Bagaimanakah pelaksanaan pelayanan kesehatan kisies Sobo pada
masyarakat miskin melalui Jamkesmas?
2) Bagaimanakah peningkatan kualitas pelayanan keselkafuskesmas Sobo
pada masyarakat miskin melalui Jamkesmas?
3) Apa saja kendala yang dihadapi dalam upaya menikakakualitas

pelayanan kesehatan di Puskesmas Sobo melalui Sarage

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka tujuapetaislisan ini adalah :

1) Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan kesehadannpasyarakat miskin
di Puskesmas Sobo melalui Jamkesmas.

2) Untuk mengetahui peningkatan kualitas pelayanarHaan di Puskesmas
Sobo pada masyarakat miskin melalui Jamkesmas.

3) Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapihmdapaya meningkatkan

kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Sobtundalsnkesmas.
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D. Kontribusi Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

a. Sebagai upaya untuk mengembangkan teori pelayamalik mlalam

hal ini pelayanan kesehatan.

Memberikan kontribusi bagi pengembangan teori @alap publik
pada khususnya terkait dengan konsep pelayanahdtase
Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkaitadekgalitas
hidup masyarakat miskin dengan adanya program aedey

kesehatan yang dikhususkan bagi masyarakat miskin.

2. Kegunaan Praktis

Bagi Instansi :

a. Sebagai sarana untuk mengetahui tingkat kemampeamerhtah

b.

Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan sebagading Sectoserta
Puskesmas Sobo khususnya sebagai unit pelaksaphakas bagi
masyarakat miskin.

Sebagai sarana untuk mengukur tingkat keberhasitrhadap
penyelenggara program pelaksana kesehatan bagarakat miskin

melalui tingkat kualitas pelayanan kesehatan yagls ada.

Bagi Akademisi :

a. Sebagai sarana untuk pengembangan penelitian .selgmn|
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E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah merupakan isi daelf@m secara singkat.

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitiseadedah sebagai berikut:

BAB |

BAB Il

BAB Il

BAB IV

: Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang dan perumusan
masalah  yang berkaitan dengan judul penelitigonan
dan manfaat penelitian yang bisa diperoleh dariil has

penelitian.

: Tinjauan Pustaka

Bab ini terdiri dari teori-teori yang digunakan loleeneliti

guna mendukung analisa yang dilakukan dalam pemelit
Teori-teori  tersebut meliputi Pemerintahan Daerah,
Pelayanan Publik, Pelayanan Kesehatan, Puskesmas,

Program Jamkesmas dan Masyarakat Miskin.

: Metode Penelitian

Menjelaskan tentang metode-metode yang digunakan
dalam penelitian ini secara berturut-turut dibahas
mengenai metode penelitian, jenis penelitian, surdat,

analisa data dan keabsahan data.

' Hasil dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari hasil penelitian yangama

menguraikan tentang gambaran umum obyek penelitian



BAB V

16

serta analisa dan interpretasi dari data yang tifadroleh

sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian

: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari analisa data yanghte
dilakukan, dan saran yang akan diberikan oleh penel

terhadap hasil penelitiannya.
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BAB I

KAJIAN PUSTAKA

A. Pemerintahan Daerah
1. Konsep Pemerintahan Daerah
Dasar hukum dari adanya Pemerintah Daerah di Irsi@nerdapat dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Td#b (UUD 1945).
Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “Negara tiiasaRepublik Indonesia
dibagi atas daerah-daerah provinsi dan Daerah iigiowi dibagi atas Kabupaten
dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, data ktu mempunyai Pemerintah
Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.”
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ngnta
Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (2) menyatakamalah
Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusareriRth oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi tdaas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnggatlesistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagammdimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indofiegian 1945.
Secara lebih spesifik dalam pasal 1 ayat (3) UU3Rd ahun 2004 yang
dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah GubeBupati/Walikota dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Réxhdbaerah.
Ruang lingkup Pemerintah Daerah dalam UU No 32 m&04 pasal 3
ayat (1) adalah :

a. Pemerintah Daerah provinsi yang terdiri atas Partadri Daerah
provinsi dan DPRD provinsi,
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Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri &asnerintah
Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota. Radd 2
dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah sebagaimanslichgada ayat
1 terdiri atas Kepala Daerah dan Perangkat Daerah.

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Pemerintaraldbasempunyai

kewenangan untuk urusan wajib sesuai dengan UU2NdaBun 2004 pasal 14,

meliputi :

TOSI AT TSTQTOQ0T

. Perencanaan dan pengendalian pembangunan,
. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang,

Penyelenggaraan ketertiban umum dan kesejahterasyanakat,

. Penyediaan sarana dan prasarana umum,
. Penanganan bidang kesehatan,

Penyelenggaraan pendidikan,

. Penanggulangan masalah sosial,
. Penanganan bidang ketenagakerjaan,

Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil daemgah,
Pengendalian lingkungan hidup,

Pelayanan pertanahan,

Pelayanan kependudukan dan catatan sipil,

.Pelayanan administrasi umum Pemerintahan,

. Pelayanan administrasi penanaman modal,

. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan

. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peratyarundang-

undangan.

Kesehatan merupakan urusan wajib bagi Pemerintdbmerah maka

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelayhaidamg kesehatan melalui

instansi terkait dengan kesehatan yaitu Dinas Kaaeldi daerah serta UPT (Unit

Pelaksana Teknis) yaitu Puskesmas serta jaringannya

2. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Secara garis besar, asas-asas penyelenggaraaririfamer Daerah dapat

dibedakan sebagai berikut :
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a. Desentralisasi
Desentralisasi berasal dari Bahasa Latin, ydéwyang berarti lepas
dancentrunyang artinya pusddecentrumberarti melepas dari pusat.
Dengan demikian, maka desentralisasi tidak puttssekali dengan
pusat, tetapi hanya menjauh dari pusat. Deserdsali@dalah
penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintahd&egpaerah
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemlegimtaendiri.
Desentralisasi dapat juga diartikan sebagai pehgarasebagian
kewenangan politik dan administrasi pada jenjangamisasi yang
lebih rendah. Dapat disimpulkan bahwa desentralissdalah
penyerahan wewenang politik dan administrasi daricak hierarki
organisasi (Pemerintah Pusat) kepada jenjang dhoayga(Nurcholis
dalam LAN, 2008:15).
b. Dekonsentrasi

Asas yang selanjutnya yaitu Dekonsentrasi, menyrendapat
Rodinelli dalam LAN (2008:21), dekonsentrasi mekgrasalah satu
tipe desentralisasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahva@wenang
secara spesifik melalui pembuatan keputusan, kemargan fungsi
manajemen secara administratif kepada tingkatary yamerbeda di
bawah kewenangan yurisdiksi Pemerintah Pusat. Datafmuah
sistem administrasi wilayah, meskipun Pemerintdtetja pada suatu
yurisdiksi lokal, yang mungkin sifatnya semi otonomtaupun

mendapat delegasi, namun pegawai administrasi abhlaersebut
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tetap merupakan Pegawai Kementrian Pusat dan betgga dalam
kontrol Pemerintah Pusat. Sementara bentuk wilsg@iministrasi
adalah bentuk dekonsentrasi, dimana Pemerintah avalp
Pemerintah Pusat adalah wakil dari Pemerintah Pusasanya
pemimpinnya di tunjuk dan bertanggung jawab terha@amerintah
Pusat, dan Kepala Daerah melakukan tugas menurahtdte
Presiden.

c. Tugas Pembantuan
Desentralisasi juga dapat berupa tugas pembantuasepewind Di
Belanda, tugas pembantuan diartikan sebagai pembant
penyelenggaraan kepentingan-kepentingan dari patsat daerah-
daerah yang tingkatannya lebih atas oleh perardgeriah yang lebih
bawah. Sumber keuangan tugas pembantuan berasaAEBN,
wewenang administrasinya oleh perangkat daeratootpwewenang

politik oleh pusat (Nurcholis dalam LAN 2008:24).

B. Pelayanan Publik
1. Pengertian Kualitas Pelayanan Publik
Kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbetdan bervariasi mulai
dari yang konvensional hingga yang lebih strateDisfinisi konvensional dari
kualitas biasanya menggambarkan karakteristik lamgsdari suatu produk.

Sedangkan dalam definisi strategis, dinyatakan bakualitas adalah segala
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sesuatu yang dapat memenuhi keinginan atau kebupdianggan (heeting the
needs of costumgr

Berdasarkan pengertian kualitas, baik secara k@mesl maupun yang
lebih 'strategis oleh Gaspersz dalam Sampara Luki2@00:17), dikemukakan
bahwa pada dasarnya kualitas mengacu pada pengpdi@k “Kualitas terdiri
atas sejumlah Kkeistimewaan produk, baik keistimewg&mngsung, maupun
keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pegam dan memberikan
kepuasan atas penggunaan produk. Kualitas tetdsiseegala sesuatu yang bebas
dari kekurangan atau kerusakan”.

Pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegigtamg dilakukan oleh
Pemerintah terhadap sejumlah manusia yang mensktiap kegiatan yang
menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesataanmdnawarkan kepuasan
meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu prodidara fisik. Pelayanan publik
juga dapat diartikan sebagai pemberian layanatag@ei) keperluan orang atau
masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisa sesuai dengan
aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Berdasarkan UU RI No. 25 Tahun 2009 Tentang Peydublik Bab |
Ketentuan Umum Pasal 1 dijelaskan bahwa “Pelay&habiik adalah kegiatan
atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhanufelru pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiagawegara dan penduduk
atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administyatify disediakan oleh

penyelenggara pelayanan publik”.
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Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dgaaadalah memuaskan
masyarakat. Menurut Sinambela (2005:6) untuk meaickgpuasan itu dituntut
kualitas pelayanan prima yang tercermin dari :

1) Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbukadah dan
dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkamlidadiakan
secara memadai serta mudah dimengerti.

2) Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipergamgjawabkan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3) Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengandikbndan
kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengap tet
berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

4) Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorgegan serta
masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan pudsikgan
memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan na&sya

5) Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakuakskriminasi
dilihat dari aspek manapun khususnya suku, rasnaggolongan,
status sosial, dll.

6) Keseimbangan hak dan kewajiban, vyaitu pelayanan g yan
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi pdgerima
pelayanan publik.

Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa pelayaoblik adalah
pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat @elgelenggara negara.
Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentuasaengan tujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hayakategara dalam hal ini
pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kétart masyarakat.
Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secadwidual akan tetapi
berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkdn noésyarakat, misalnya
saja kebutuhan akan kesehatan.

2. Standar Pelayanan
Untuk mendapatkan pelayanan sebaik mungkin makerldkan suatu

standar pelayanan dalam pelayanan publik dan dikagdikan sebagai jaminan
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adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standhrals pelayanan merupakan
ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayauoblik yang wajib
ditaati baik oleh pemberi layanan maupun peneragarian.

Standar pelayanan menurut Rowland yang dikutip Az4/896:39) yaitu
“Standar pelayanan adalah spesifikasi dari funigai tujuan yang harus dipenuhi
oleh suatu sarana pelayanan agar pemakai jasaapataydapat memperoleh
keuntungan yang maksimal dari pelayanan yang diggbrakan”.

Berdasarkan UU RI No. 25 Tahun 2009 Pasal 21, Kompostandar
pelayanan sekurang-kurangnya meliputi :

1) Dasar hukum;

2) Persyaratan;

3) Sistem, mekanisme, dan prosedur;

4) Jangka waktu penyelesaian;

5) Biaya/tarif;

6) Produk pelayanan;

7) Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;

8) Kompetensi pelaksana;

9) Pengawasan internal;

10)Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;

11)Jumlah pelaksana;

12)Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian peayan
dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;

13)Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalatukbe
komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dambdan risiko
keragu-raguan; dan

14)Evaluasi kinerja pelaksana.

Sedangkan standar pelayanan yang diberlakukan dzittang kesehatan
seperti yang dikutip dari Darmayanthi (2008:17)lakdaebagai berikut :

1. Standar Pelayanan Minimal. Menunjuk pada keadaamnmal yang
harus dipenuhi untuk dapat menjamin terselenggargrelayanan
medis yang berkualitas. Terdiri dari:

a) Standar Masukan.
» Tenaga pelaksana, baik kualitas maupun kuantitas.
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e Sarana, jenis, jumlah, spesifikasi sarana yangedesbaik
medis maupun non medis.
» Dana, jumlah dan alokasi penggunaan.
b) Standar Lingkungan.
» Garis besar kebijakan yang dipakai sebagai pedoateim
sarana pelayanan dalam menyelenggarakan kegiatannya
e Struktur dan pola organisasi yang diterapkan olahara
pelayanan.
» Sistem yang dianut oleh sarana pelayanan.
c) Standar Proses (Standar Tindakan).
» Tindakan medis nfedical prodecure yang diselenggarakan
oleh sarana pelayanan.
» Tindakan non medis.

Standar Penampilan Minimal. Menunjuk pada penampklayanan

medis yang masih dapat diterima. Standar ini mangeca unsur

keluaran gtandart of outpytatau standar penampilan yang terdiri

dari :

a) Penampilan aspek medis yaitu yang menyangkut kapyasessien
terhadap pelayanan medis.

b) Penampilan aspek non medis.

3. Dimensi Kualitas Pelayanan

Untuk mengukur kualitas pelayanan yang dirasakan gang diterima

pelanggan maka beberapa ahli dalam penelitianny@gumakan beberapa faktor

atau dimensi kualitas pelayanan sebagai variabel afat ukurnya sebagaimana

yang dikemukakan oleh Zeithaml, Berry dan Parasaraet.al dalam Tjiptono

(1996:27) dalam mengevaluasi pelayanan yang beisifangibles. Pelanggan

umumnya menggunakan beberapa atribut sebagai beriku

1)
2)

3)

4)

Bukti Langsung - Tangiablg, yakni - meliputi fasilitas - fisik,
perlengkapan petugas dan sarana komunikasi.

Keandalan Reliablg, yakni kemampuan memberikan pelayanan
yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan

Daya Tanggap Responsibility, yakni keinginan dari para staff
karyawan untuk membentuk para pelanggan dan mekaberi
pelayanan dengan tanggap.

Jaminan (Assurance), yakni mencakup pengetahuanarkeuan,
kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dinoli&h para staff
serta bebas dari bahaya, resiko maupun keragusragua
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5) Empati, meliputi kemudahan dalam melaksanakan hgdoun
komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahahutuhan
pelanggan.

Sedangkan menurut Fitzsimmons dan Fitzsimmons daBdiman

(www.pikiran-rakyat.copn berpendapat terdapat 5 (lima) indikator pelayanan

publik, yaitu :

1) Reliability, yang ditandai pemberian pelayanan yang tepat dan
benar.

2) Tangibles yang ditandai dengan penyediaan SDM dan sumber
daya lainnya yang memadai.

3) Responsivenesyang ditandai dengan adanya keinginan untuk
melayani konsumen dengan cepat.

4) Assurance yang ditandai tingkat perhatian terhadap etika da
moral dalam memberikan pelayanan.

5) Empat] yang ditandai tingkat kemauan untuk mengetahui
keinginan dan kebutuhan konsumen.

Sedangkan Kotler dalam terjemahan Hendra TeguhDdenmy Antonius

Rusli (1996:559) menyebutkan 5 (lima) determinaalikas pelayanan, yaitu :

1) Kehandalan, yaitu kemampuan untuk memberikan jemag y
dijanjikan tepat pada waktunya.

2) Responsif, yaitu kemampuan untuk membantu pelangizan
memberikan jasa dengan cepat.

3) Keyakinan, yaitu kemampuan untuk menimbulkan kepgxan
pada diri pelanggan melalui perilaku ramah danmsopa

4) Empati, yaitu kepedulian atau kemampuan untuk meidre
perhatian pribadi kepada pelanggan.

5) Berwujud, mengacu pada fasilitas fisik yaitu kemaarp dalam
penyediaan peralatan, personil, dan media komunigasg
dibutuhkan pelanggan.

Dimensi karakteristik juga harus diperhatikan dalamalitas pelayanan,
menurut Gaspersz dalam Darmayanthi (2008:33), das&puluh) dimensi
karakteristik atau atribut yang harus diperhatiklatam perbaikan kualitas jasa

pelayanan, yaitu :
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2)

3)

4)
5)

6)

7
8)

9)
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Kepastian Waktu Pelayanan, kepastian waktu yangraikan
berkaitan dengan waktu proses atau penyelesaiargirjpean,
penyerahan, pemberian jaminan atau garansi dan nggagi
keluhan.

Akurasi Pelayanan, berkaitan dengan realibilitaslayanan,
bebas dari kesalahan-kesalahan.

Kesopanan dan Keramahan dalam Memberikan Pelayanan,
personil yang ada di garis depan yang berinterésgsung
dengan pelanggan eksternal harus dapat memberé@nhan
pribadi yang menyenangkan, yang tercermin melataiampilan
bahasa tubuh dan bahasa tutur yang sopan dan rameah,
lincah dan gesit.

Tanggung jawab, dalam penerimaan pesan atau peaanint
penanganan keluhan pelanggan eksternal.

Kelengkapan, mencakup lingkup pelayanan, keteraedsarana
pendukung dan pelayanan komplementer.

Kemudahan dalam Mendapatkan Pelayanan, kemudahan in
berkaitan dengan banyaknya outlet, petugas yangyaal dan
fasilitas pendukung.

Variasi Model Pelayanan, berkaitan dengan inovastuku
memberikan pola-pola baru pelayanan atau futunstiryanan.
Pelayanan Pribadi, Dberkaitan dengan kemampuan dalam
memberikan dan menanggapi kebutuhan yang khas.
Kenyamanan dalam Memperoleh Pelayanan, berkaitagade
ruang tunggu atau tempat pelayanan, kemudahansé&diaan
dana atau informasi dan petunjuk-petunjuk.

10)Atribut Pendukung Pelayanan Lainnya, dapat berupang

tunggu yang nyaman (terdapat AC, bahan bacaan,misik)
dan kebersihan lingkungan yang terjaga.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bdhveditas pelayanan
yang akan meningkatkan kepuasan masyarakat tidbkntek secara tiba-tiba
tetapi memiliki ukuran yang dinamakan dimensi dalamlitas pelayanan yang
dimaksudkan untuk mengetahui kualitas pelayanarg ydberikan serta untuk

mengevaluasi dan memperbaiki kualitas pelayanag gidoerikan.
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C. Pelayanan Kesehatan
1. Pengertian Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan adalah salah satu pelayanan yamg merupakan
kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sebelomrang dengan landasan
faktor material melalui sistem, prosedur dan metedientu dalam rangka usaha
memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan hakiyenir, 2001:16).
Sedangkan menurut Lovey dan Loomba sebagaimana diatip oleh Azrul,
yang dimaksud dengan “Pelayanan kesehatan adalahp sapaya yang
diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalarfu suganisasi untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan perseorakgiampok, keluarga, dan
ataupun masyarakat’(Azwar, 1996:34).

Dan berbagai pendapat mengenai pengertian pelayeesehatan dapat
dipahami bahwa bentuk dan jenis pelayanan kesehatang dapat
diselenggarakan banyak macamnya. Namun jika disedekan, secara umum
dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam sebagaimang gijabarkan oleh
Hodget dan Cescio yang dikutip oleh Azwar (1996:84ijtu :

1) Pelayanan Kedokterammgdical servicg Pelayanan kesehatan yang
termasuk dalam kelompok pelayanan kedokteran dhtadéngan
cara-cara pengorganisasian yang dapat bersifatrisésmlo prectisg
atau secara bersama-sama dalam suatu organrsstguion) tujuan
utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan memulikkaehatan
serta sasarannya terutama untuk persoalan keluarga.

2) Pelayanan Kesehatan Masyarakaiblic health servide Pelayanan
kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanaeh&tan
masyarakat, ditandai dengan cara-cara pengorgamsagang
umumnya secara bersama-sama dalam satu organisgsan
utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatata

mencegah penyakit dan sasarannya terutama untakngek dan
masyarakat.
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Perbedaan lebih lanjut dari kedua bentuk pelaydemehatan tersebut
dapat dilihat melalui rincian yang diungkapkan oledavel dan Clark yang
dikutip oleh Azwar (1996:37), sebagai berikut :

1) Pelayanan Kedokteran

a) Tenaga pelaksananya, terutama adalah para dokter.

b) Perhatian utamanya pada penyembuhan penyakit.

c) Sasaran utamanya adalah perseorangan atau keluarga.

d) Kurang memperhatikan efisiensi.

e) Tidak boleh menarik perhatian karena bertentangagah etika
kedokteran.

f) Menjalankan fungsi-fungsi perseorangan dan teriki@ngan
Undang-Undang.

g) Penghasilan diperoleh dari imbal jasa.

h) Bertanggung jawab hanya pada penderita.

1) Tidak dapat memonopoli upaya kesehatan dan bahlardapat
persaingan.

J) Masalah administrasi sangat sederhana.

2) Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

a) Tenaga utamanya, terutama ahli kesehatan masyarakat

b) Perhatian utamanya pada pencegahan penyakit.

c) Sasaran utamanya adalah masyarakat secara kes@luruh

d) Selalu berupaya mencari cara yang efisien.

e) Dapat menarik perhatian masyarakat, misalnya depgapuluhan
kesehatan.

f) Menjalankan fungsi dengan mengkoordinir masyarakatuk
mendapatkan dukungan Undang-Undang.

g) Penghasilan berupa gaji dari Pemerintah.

h) Bertanggung jawab pada seluruh masyarakat.

1) Dapat memonopoli usaha kesehatan.

]) Menghindari berbagai persoalan kepemimpinan.

Dari adanya beragam pelayanan kesehatan dengaktekastsk yang
berbeda pula akan mengakibatkan perbedaan dalanben&an kualitas atau
kelayakan dalam pelayanan kesehatan pada masyasstahgga masyarakat
dimungkinkan untuk melakukan pilihan dalam mengskselayanan kesehatan.
Maka untuk menjangkau dan memperoleh pelayanarh&tse yang berkualitas

perlu adanya standardisasi atau ukuran-ukuran &ledenyyang dapat diterima oleh
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masyarakat. Pelayanan kesehatan yang terbaik mekmwmar (1996:38-39) harus

memenuhi beberapa persyaratan pokok sebagai berikut

1) Ketersediaan dan berkesinambungan, pelayanan kasetexsebut
harus tersedia di masyarakat serta bersifat berwediungan, artinya
semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkdm noéesyarakat
tidak sulit ditemukan serta keberadaannya dalamyanakat adalah
pada setiap saat yang dibutuhkan.

2) Dapat diterima dengan wajar, pelayanan kesehataat dderima oleh
masyarakat serta bersifat wajar, artinya pelaydemehatan tersebut
tidak bertentangan dengan keyakinan dan kepercagaayarakat.

3) Mudah dicapai, pelayanan kesehatan mudah dicapandang dari
sudut lokasi. Dengan demikian untuk mewujudkan yazeian
kesehatan yang baik, maka peraturan distribusinaakesehatan
menjadi penting.

4) Mudah dijangkau, pelayanan kesehatan yang mudahang#iau
dipandang dari sudut biaya. Untuk dapat mewujuddeadaan seperti
itu harus dapat diupayakan biaya pelayanan kesehatag sesuai
dengan kemampuan ekonomi masyarakat.

5) Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah yang no&kanj pada
tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yangeuwijggrakan,
yang satu pihak dapat memuaskan para pemakaigtsgapan dan di
pihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuaiadekgde etik
standar yang telah ditetapkan.

Dari berbagai penjelasan diatas dapat dilihat balpsda dasarnya
pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan dengarapaila ada partisipasi dari
masyarakat, sehingga mampu mencapai derajat kaseyaig setinggi-tingginya.

Muninjaya (1999:44) berpendapat bahwa :

“Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kesehd&amerintah
(Depkes) telah menetapkan indikator keberhasilataypean sektor
kesehatan. Aspek ini secara spesifik diuraikan ndaBKN (Sistem
Kesehatan Nasional), yang meliputi :

1) Derajat kesehatan, lama hidup, kematian, cacahkikas, status gizi,
tingkat pendidikan kesehatan, tersedianya air Herkebersihan
lingkungan, jamban dan upaya kepenuhsesakan.
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2) Upaya kesehatan. Terdiri dari tenaga, peralatasilitées, biaya,
kebijakan, informasi kesehatan, organisasi darakagi

3) Demografi.

4) Perilaku penduduk terhadap kesehatan.

5) Pengadaan sumber daya.

6) Pemanfaatan sumber daya.

7) Kesepakatan kebijakan.

8) Potensi organisasi kemasyarakatan (peran sektordaperti sektor
pendidikan, perekonomian, dll).

9) Lingkungan.

2. Mutu Pelayanan Kesehatan

Terdapat dua macam bentuk pelayanan kesehatan wyemgpunyai
beberapa persamaan pokok, seperti diungkapkan AA986:34) adalah bahwa
“Satu dari persamaan yang dimaksud yang dipandasrgpunyai peranan yang
amat penting adalah yang menyangkut mutu kesehatan”

Mutu pelayanan kesehatan dapat dipahami melaldu spenelitian dari
berbagai pihak yang melakukan penelitian sepeiteiRalan Prevost yang dikutip
oleh Azwar (1996:35) menunjukkan adanya perbedaamlgian tentang mutu
pelayanan kesehatan, disebutkan bahwa :

1) Bagi Pemakai Jasa Pelayanan Kesehatan, mutu pataleh terkait
pada dimensi ketanggapan petugas memenuhi kebutpbsien,
kelancaran komunikasi petugas dengan pasien, pEThaterta
keramahan petugas dalam melayani pasien, dan a&sembuhan
penyakit yang sedang diderita.

2) Bagi Penyelenggara Pelayanan Kesehatan, mutu pelay&ebih
terkait pada dimensi kesesuaian pelayanan dengkerpleangan ilmu
dan teknologi mutakhir dan atau pelayanan sesuajatekebutuhan
pasien.

3) Bagi Penyandang Dana Pelayanan Kesehatan, mutyapata lebih
terkait pada dimensi efisiensi pemakaian sumbera,d&ewajaran

pembiayaan, dan atau kemampuan pelayanan mengwangiian
penyandang dana.

Dalam membicarakan masalah mutu pelayanan keselag@n mudah

dipahami, bahwa hakekat dasar yang dimaksud talakaldalah untuk memenuhi
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kebutuhan dari tuntutan para pemakai jasa pelay&keaehatan. Maka dapat
diambil suatu kesimpulan dari pengertian mutu peiay kesehatan menurut
Azwar (1996:38), yaitu :
“Mutu pelayanan kesehatan adalah yang menunjuk piagkat
kesempurnaan - pelayanan kesehatan, yang di satuk pizgpat
menimbulkan kepuasan setiap pasien sesuai denggkati kepuasan

rata-rata penduduk, serta di pihak lain tata caay@lenggaraannya
sesuai dengan kode etik dan standar pelayanantgiahgditetapkan”.

Dari pengertian mutu pelayanan diatas dapat dirkerusbatasan
pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayaes@hdan yang dapat
memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatgnsgsuai dengan kode
etik dan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

3. Kepuasan Dalam Pelayanan Kesehatan

Pada perkembangan selanjutnya, ketika diketahpemnemhi atau tidaknya
kebutuhan dan tuntutan para pemakai jasa pelayteniait dengan muncul atau
tidaknya rasa puas terhadap pelayanan, akhirngpaksti bahwa pembicaraan
tentang mutu pelayanan kesehatan sebaiknya dikadkagan aspek kepuasan
tersebut karena dipengaruhi oleh kesempurnaan pegraerpelayanan kesehatan
yang diselenggarakan. Moenir (1996:41) berpendagiata :

“Sebagai pihak pemakai jasa pelayanan, mereka ingamperoleh
pelayanan yang terbaik dan memuaskan, maka peramujpélayanan
yang di idamkan adalah adanya kemudahan dalam pesagu
kepentingan dengan pelayanan yang cepat dan meeipgrelayanan
yang wajar tanpa ada keluhan atau gerutuan daakpemberi layanan,

mendapat perlakuan yang sama, pelayanan yang giajar pelayanan
yang terus terang’.
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Sementara itu Azwar (1996:41-42) berpendapat :

“Sedangkan kepuasan pasien atas penyelenggara@makas dapat
diukur dengan penerapan semua persyaratan pelaykesehatan,
diantaranya adalah tersedia di masyarakat, sesrmjad kebutuhan
masalah medis yang dihadapi, bersedia setiap wd&pat diterima oleh
pemakai jasa pelayanan, lokasi pelayanan yang diagan daerah
pemukiman, biaya murah dan kemampuan dalam menydmbu
penyakit”.

Dimensi kepuasan pasien sangatlah bervariasi, meMgenir (1996:39-
42) secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (duagmmgaitu :

1) Kepuasan yang mengacu pada penerapan kode etilasizglayanan.

a) Hubungan dokter dengan pasiedogtor-patient relationship
sangatlah diharapkan oleh setiap dokter agar dgpabersedia
memberikan perhatian yang cukup kepada pasienngarsse
pribadi, menampung dan mendengarkan keluhan, mehjaan
memberikan keterangan dengan jelas tentang seghlgiahg
ingin diketahui oleh pasien.

b) Kenyamanan pelayanamnienitie3. Kenyamanan disini, tidak
menyangkut fasilitas yang disediakan, tapi yangeeting lagi
menyangkut sikap dan tindakan para pelaksana ketika
menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

c) Kebebasan melakukan pilihanchpicg. Suatu pelayanan
kesehatan disebut bermutu apabila pasien diberebdasdan
untuk memilih serta menentukan pelayanan kesehatan.

d) Pengetahuan dan kompetensi tekmssigntific knowledge and
technical skil). Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan
kompetensi teknis tersebut maka makin tinggi pulatum
pelayanan kesehatan.

e) Efektifitas pelayananeffectivenegs Makin efektif pelayanan
kesehatan, maka makin tinggi pula mutunya.

f) Keamanan tindakans#éfety. Untuk dapat terselenggaranya
pelayanan kesehatan yang bermutu, aspek keamardakdn
ini harus diperhatikan.

2) Kepuasan yang mengacu pada penerapan semua pensyara
pelayanan.

a) Ketersediaan pelayananavgilable, pelayanan kesehatan
tersebut tersedia di masyarakat.

b) Kewajaran pelayananagpropritd, pelayanan yang diberikan
bersifat wajar dalam arti sesuai dengan kebutuhadisnyang
dihadapi.

c) Kesinambungan pelayanaco(tinug, pelayanan dapat tersedia
setiap waktu dan ataupun pada setiap kebutuhan.
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d) Penerimaan pelayanaacCeptablg pelayanan kesehatan dapat
diterima oleh pemakai jasa pelayanan.

e) Ketercapaian pelayanaradcesiblg, pelayanan dapat dicapai
oleh pemakai jasa pelayanan.

f) Keterjangkauan pelayanan affordablg, biaya pelayanan
kesehatan dapat dijangkau oleh pemakai jasa pelayan

g) Efisiensi ~ pelayanan efficien),  pelayanan  kesehatan
diselenggarakan secara efisien.

h) Efektifitas pelayanan effectivity, pelayanan kesehatan
diselenggarakan secara efektif.

Dengan memperhatikan dimensi-dimensi mengenai lsgpuapasien
terhadap mutu pelayanan yang didapatkan maka ddisahpulkan bahwa
penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus dengerapikan kode etik dan
standar pelayanan serta penerapan semua persypsamanan sehingga akan
tercapai pelayanan kesehatan yang mampu membekéqamasan kepada para

pengguna jasa pelayanan kesehatan.

D. Puskesmas
1. Pengertian Puskesmas
Puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat adatiap selayah
kecamatan di Indonesia, merupakan suatu lembagaeh&es dibawah
pengawasan Dinas Kesehatan yang memberikan pefaijasahatan dasar secara
langsung kepada masyarakat. Pengertian Puskesnraguné&lanny (2005:37)
adalah :
“Puskesmas adalah suatu kesatuan fungsional yamgped@n pusat
pengembangan kesehatan masyarakat yang juga meméiaa serta
masyarakat, disamping memberikan pelayanan secaryeturuh dan
terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dddamuk kegiatan

pokok. Dengan kata lain mempunyai wewenang dargtargyjawab atas
pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilaygdmkar.
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Menurut pendapat lain yang terdapat dalam www.laseh

masyarakat.cordijelaskan bahwa :

Puskesmas adalah suatu unit organisasi yang bkrgedam bidang
pelayanan kesehatan yang berada di garda terdepamempunyai misi
sebagai pusat pengembangan pelayanan kesehatgnmgaksanakan
pembinaan dan pelayanan kesehatan secara menyelaruhierpadu
untuk masyarakat di suatu wilayah kerja tertentngytelah ditentukan
secara mandiri dalam menentukan kegiatan pelayar@nun tidak
mencakup aspek pembiayaan.

Sedangkan dalam www.wordpress.cdisebutkan bahwa Puskesmas adalah :

Unit fungsional pelayanan kesehatan terdepan sehsmia pelaksana
teknis Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten yangks&hakan upaya
penyuluhan, pencegahan dan penanganan kasus-kasyakip di
wilayah kerjanya, secara terpadu dan terkoordinasi.

Puskesmas beperan menyelenggarakan sebagian dgas tteknis
operasional Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan pakam unit pelaksana
tingkat pertama serta ujung tombak pembangunanhké&se di Indonesia.
Puskesmas bertanggung jawab hanya untuk sebagiaga upembangunan
kesehatan yang dibebankan oleh Dinas KesehatanptniKota sesuai dengan
kamampuannya.

Jadi, Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dikasehatan
Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarapembangunan
kesehatan di wilayah kerjanya.

Secara Nasional standar wilayah kerja Puskesmdahasiatu Kecamatan.

Jika ada lebih dari satu Puskesmas pada satu Kemantenggung jawab wilayah

kerja dibagi antar Puskesmas dengan memperhaté@nian konsep wilayah.
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Wilayah kerja Puskesmas yaitu meliputi satu Kecamattau sebagian
dari Kecamatan. Faktor kepadatan penduduk, luasltakeadaan geografis, dan
keadaan infrastruktur lainnya merupakan bahanmbeangan dalam menentukan
wilayah kerja Puskesmas yang ditetapkan oleh BujsatiKepala Kantor Wilayah
Departemen Kesehatan Propinsi. Sasaran penduduk dilayani oleh sebuah
Puskesmas rata-rata adalah 30.000 penduduk dalemp Beskesmas.

Untuk perluasan jangkauan pelayanan kesehatan Pasleesmas perlu
ditunjang dengan unit pelayanan yang lebih sederlyamg disebut Puskesmas
Pembantu dan Puskesmas Keliling. Khusus untuk ketsar dengan jumlah
penduduk satu juta lebih, wilayah kerja Puskesm@asabya meliputi satu
Kelurahan. Puskesmas di Ibu Kota Kecamatan dengalalp penduduk 150.000
jiwa atau lebih, merupakan Puskesmas dengan sebBtskesmas Pembina”
yang berfungsi sebagai pusat rujukan bagi Puskedfehsrahan dan juga
mempunyai fungsi koordinasi.

Puskesmas juga memiliki  fungsi-fungsi, menurut  Ham

(www.freewebtown.comfungsi Puskesmas adalah sebagai berikut :

1) Sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakatilajiatw
kerjanya.

2) Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjaglam rangka
meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat.

3) Memberikan pelayanan kesehatan secara menyelurnhtedpadu
kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Proses dalam melaksanakan fungsinya, dilaksanaagad cara :

1) Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk makkeaa
kegiatan dalam rangka menolong dirinya sendiri.

2) Memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang e
mengadili dan menggunakan sumber daya yang adeassfeitif dan
efisien.
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3) Memberikan bantuan yang bersifat bimbingan teknetemn dan
rujukan medis maupun rujukan kesehatan kepada maksyadengan
ketentuan bantuan tersebut tidak menimbulkan katoggan.

4) Memberikan pelayanan kesehatan langsung kepadaaraéay.

5) Bekerjasama dengan sektor-sektor yang bersangkutalam
melaksanakan program Puskesmas.

Sedangkan dalam_www.kesehatan-masyarakat.cisebutkan bahwa

fungsi Puskesmas adalah sebagai berikut :

1) Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan.

a) Berupaya menggerakkan lintas sektor dan dunia usiavdayah
kerjanya agar menyelenggarakan pembangunan yangwasan
kesehatan.

b) Aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari
penyelenggaraan setiap program pembangunan di alilay
kerjanya.

c) Mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencepahgakit
tanpa mengabaikan penyembuhan dan pemulihan.

2) Pusat pemberdayaan masyarakat. Berupaya agar pgaiargerutama
pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat :

a) Memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan melagani
sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat.

b) Berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingareHaan
termasuk pembiayaan.

c) lkut menetapkan, menyelenggarakan, dan memantakgagiaan
program kesehatan.

3) Pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Mengalakgn
pelayanan kesehatan tingkat pertama secara meulyetarpadu dan
berkesinambungan :

a) Pelayanan kesehatan perorangan.

b) Pelayanan kesehatan masyarakat.

2. Program Pokok Puskesmas
Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan ugagahatan

perorangan dan masyarakat, yang menurut Maulanam8r (www.google.cojn

terdiri dari :

1) Upaya Kesehatan Waijib.
Adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan komitmasional,
regional dan global serta yang mempunyai daya tirigiggi untuk
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meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upayahanus
diselenggarakan oleh setiap Puskesmas yang adanddindsia,
meliputi :
a) Upaya promosi kesehatan.
b) Upaya kesehatan lingkungan.
c) Upaya kesehatan ibu dan anak serta KB.
d) Upaya perbaikan gizi masyarakat.
e) Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
f) Upaya pengobatan.
2) Upaya Kesehatan Pengembangan.
Adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan permasaledsehatan
yang ditemukan di masyarakat serta yang disesuatk@mgan
kemampuan Puskesmas, meliputi :
a) Upaya kesehatan sekolah.
b) Upaya kesehatan olahraga.
c) Upaya kesehatan masyarakat.
d) Upaya kesehatan kerja.
e) Upaya kesehatan gigi dan mulut.
f) Upaya kesehatan jiwa.
g) Upaya kesehatan mata.
h) Upaya kesehatan usia lanjut.
i) Upaya pembinaan pengobatan tradisional.

Subsistem upaya kesehatan adalah tatanan yang mmgugh berbagai
Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya KesehR&orangan (UKP)
secara terpadu dan saling mendukung guna menjaercapainya derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tuglaai upaya kesehatan yang
saling mendukung ini adalah terselenggaranya up@&gghatan yang tercapai
(accessible terjangkau dfforrdablg, dan bermutu quality) untuk menjamin
terselenggaranya pembangunan kesehatan guna matkimgk kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya.

Puskesmas mempunyai peran yang sangat vital seibbagtisi pelaksana
teknis, dituntut memiliki kemampuan manajerial daawasan jauh kedepan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehataranPeersebut ditunjukkan

dalam bentuk ikut serta menentukan kebijakan damelhlui sistem perencanaan
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yang matang. Tata laksana kegiatan yang tersuginseata sistem evaluasi dan
pemantauan yang akurat. Rangkaian manajerial did@snanfaat dalam
penentuan skala prioritas daerah dan sebagai b@&sasuaian dalam menentukan
RAPBD yang berorientasi kepada kepentingan masgarakdapun kedepan,
Puskesmas juga dituntut berperan dalam pemanféaitanlogi informasi terkait
upaya peningkatan pelayanan kesehatan secara Kwenpriedan terpadu.

Dalam penyelenggaraan Puskesmas menurut MaulandaanAds.

(www.google.corndikenal 4 (empat) asaz, diantaranya adalah :

1) Asaz pertanggungjawaban Puskesmas.
2) Asaz pemberdayaan masyarakat.
3) Asaz keterpaduan (lintas sektor dan lintas program)
4) Asaz rujukan.
Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggunbjatea kasus
penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggasakara timbal
balik, baik secara vertikal dalam arti satu stygyanan kesehatan
ke strata pelayanan kesehatan yang lainnya mawgmoamnashorisontal
dalam arti dari strata pelayanan kesehatan yang.sam
a) Rujukan Upaya Kesehatan Perorangan.
Cakupannya adalah kasus penyakit, dibedakan mehjadicam :
* Rujukan khusus keperluan diagnostik, pengobatan dan
tindakan medik.
* Rujukan bahan pemeriksaan untuk pemeriksaan |advinat
yang lengkap.
* Rujukan ilmu pengetahuan dengan mendatangkan teaega
berkompeten.
b) Rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat.
Cakupannya adalah masalah kesehatan masyarakagsti sep
pencemaran lingkungan atau bencana alam.
* Rujukan tingkat sarana dan logistik.
* Rujukan tenaga.
* Rujukan operasional menyerahkan sepenuhnya kewanang
kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Semua kegiatan pokok yang dilaksanakan di Puskesiikambangkan

berdasarkan program pokok pelayanan kesehatan slagarti yang dianjurkan
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oleh badan kesehatan dunia (WHO). Dari semua kegipbkok tersebut harus
lebih - diprioritaskan untuk dikembangkan sesuai dengnasalah kesehatan
masyarakat yang potensial berkembang di wilayajakga. Pelaksanaan kegiatan
umum Puskesmas diserahkan kepada keluarga sebagan snasyarakat terkecil,
sedangkan pelaksanaan kegiatan pokok Puskesmagkaituuntuk kepentingan
kesehatan keluarga sebagai bagian dari masyaralkan dvilayah kerjanya.
3. Pelayanan Kesehatan Menyeluruh Puskesmas

Pelayanan kesehatan yang diberikan di Puskesmadahagalayanan
kesehatan yang ditujukan pada penduduk dan tidedekan atas jenis kelamin
dan golongan umur sejak pembuahan dalam kandungempas tutup usia.
Pelayanan kesehatan tersebut menurut Nanny (2005&Buti pelayanan :

1) Kuratif (pengobatan).

2) Preventif (upaya pencegahan).

3) Promotif (peningkatan kesehatan).
4) Rehabilitatif (pemulihan kesehatan).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mgr{@sehatan
disebutkan bahwa :

1) Curative (Pengobatan) adalah suatu kegiatan dan/atau &arang
kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuydeyakit,
pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengamdglenyakit,
atau pengendalian kecacatan agar kualitas penddapat terjaga
seoptimal mungkin.

2) Preventif (Upaya Pencegahan) adalah suatu kegiatan pencegahan
terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

3) Promotive (Peningkatan Kesehatan) adalah suatu kegiatantdan/a
serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yangriemlgutamakan
kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

4) Rehabilitatif (Pemulihan Kesehatan) adalah kegiatan dan/atau
serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekasepen#edalam
masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebaggosam masyarakat
yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimuagkin
sesuai dengan kemampuannya.
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Pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Puskebaras bersifat
menyeluruh atau yang disebut dengamprehensive Health Care Servigang
meliputi aspekpromotive, preventif, curative dan rehabilitatiPrioritas yang
dikembangkan oleh Puskesmas harus diarahkan patizkhmelayanan kesehatan
dasar basic health care servicegang lebih mengedepankan upaya promosi dan
pencegahanp(blic health service Sesuai dengan reformasi kesehatagalth
reform) fungsi Puskesmas yang tadinya lebih berorief@gada upayaurative
danrehabilitatif kini telah bergeser kepada upgy@ventifdanpromotivetanpa

mengabaikan upayaurativedanrehabilitatif.

4. Upaya Puskesmas dalam Meningkatkan Kualitas Pelayam

Kesehatan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata “upaya” atawahais dapat
diartikan sebagai berikut : “Kegiatan bekerja mehwuatu hal, berbuat sesuatu
untuk mencapai maksud, mengurus (menyelenggarakengerjakan)” (S.
Wojowasito, 1995:329). Selanjutnya dalam Kamus kepgBahasa Indonesia
Modern, kata “upaya” dapat berarti “Kegiatan meapkan tenaga pikiran atau
badan untuk mencapai suatu maksud, pekerjaan, giarbudaya upaya, ikhtiar
untuk mencapai suatu maksud, pekerjaan untuk meiiggya sesuatu” (Muh. Ali,
1997:602).

Berdasarkan dua pengertian “upaya’ atau “usaha ydipakai dalam
penulisan ini adalah istilah “upaya” dalam Kamusgleap Bahasa Indonesia
Modern dimana istilah tersebut lebih menekankanapselgala kegiatan yang

mengerahkan tenaga dan pikiran atau suatu badambdtg®) yang
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menyelenggarakan suatu kegiatan untuk mencapai smaksud (tujuan) biasanya
dilaksanakan atas dasar perencanaan dan kerjasanga baik dan harmoni.
Sedangkan pengertian “meningkatkan” diartikan sabagenaikkan (derajat,
taraf) mempertinggi, memperhebat, dalam kaitannyangdn pengertian
meningkatkan disini yaitu suatu tindakan yang méacmenilai hal-hal yang
selalu dilaksanakan atau dijalankan di masa lalu klamudian dikembangkan
cara-cara yang dapat memberikan hasil yang lebkhdaai sebelumnya. Dengan
demikian pengertian “upaya meningkatkan kualitaaituy cara-cara atau daya
upaya yang digunakan untuk menaikkan atau mempegrtkualitas.

Program upaya kesehatan masyarakat untuk meniragkgiemerataan,
dan kualitas pelayanan kesehatan melalui Puskedaragaringannya meliputi
Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling dan bid#esdi Kegiatan pokok yang
dilaksanakan dalam program tersebut menurut Azingyalikutip = dari

“Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan” (wwwglgpoomn) adalah :

1) Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas teyafeya serta
Rumah Sakit.

2) Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dasargma
Puskesmas dan jaringannya.

3) Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatanu&rotsd generik
esensial.

4) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mengakuoposi
kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga basenparbaikan
gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakitular, dan
pengobatan dasar.

5) Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan uptiskesmas,
jaringannya dan Rumabh Sakit.

6) Pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat yargadie di
Puskesmas.

7) Penyediaan peralatan gigi, peralatan USG dan panakesehatan
lainnya disetiap Puskesmas Rawat Inap dan Puskd3ioss
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Dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pagl@$uas menurut

dr. Suparyanto, M.Kes_(dinkesjombang@yahoo.c@®08) digunakan slogan

“IDAMAN” yang mencakup empat aspek, yaitu “Indaharai, Aman dan
Nyaman”. Puskesmas idaman adalah Puskesmas demfmyaman kesehatan
bermutu yang memenuhi atau melebihi harapan petanggerta memberi
pelayanan yang sesuai dendaiandart Operating Procedur€SOP) pelayanan
kesehatan dengan meningkatkan mutu pelayanan kasetiaPuskemas secara

terus menerus dengan Manajemen Kualitas TerpBatal Quality Management

Upaya yang dilakukan dalam kegiatan meningkatkaalitas pelayanan
kesehatan Puskesmas melalui peningkatan kualitas pgaerataan fasilitas
kesehatan dasar serta peningkatan kualitas dantitasanenaga kesehatan

diantaranya adalah :

1) Tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan teseha
profesional sesuai dengan pendidikannya, ungguhnaaprestasi,
serta sopan dan santun dalam memberikan pelayanan.

2) Tenaga kesehatan berpenampilan rapi dan bersihbsukhuntuk
dokter dan dokter gigi memakai jasa dokter padd saslayani
pasien.

3) Obat yang diberikan kepada pasien adalah obatigdyexblister.

4) Pelanggan diperlakukan secara ramah dan sopandsgigan penuh
simpati dibantu sepenuhnya sesuai dengan apa kapeyla datang
ke Puskesmas.

5) Tenaga kesehatan cepat dan tanggap dalam mereshdrark dan
keinginan pelanggan.

6) Semua pegawai Puskesmas mempunyai komitmen, etda d
semangat/motivasi yang tinggi untuk melaksanakdaaypaan prima
di Puskesmas.

7) Tempat pelayanan di Puskesmas ditata rapi danhbelsn ber-AC,
sehingga memberi kenyamanan pada pasien dan tdesghatan
yang melayaninya.

8) Ruang tunggu pasien ditata rapi dan bersih seléagkapi sarana
hiburan yang sesuai dengan harapan pasien.
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9) Kamar mandi dan WC dibuat bersih, tidak berbaualdup air, serta
dibersihkan setiap hari.

10)Lingkungan Puskesmas dibuat taman yang membuadrsuasri dan
segar.

11)Supervisi dilaksanakan setiap tiga bulan sekali d@imdaklanjuti
dengan pertemuan pemecahan masalah di Dinas Kasehat

12)Survey kepuasan pelanggan dilaksanakan setiapbtiten sekali
serta ditindaklanjuti dengan perbaikan pelayanaelkatan.

13)Manajemen Puskesmas Idaman berpedoman pada SK $/ehké.
128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusasehatan
Masyarakat.

E. Program Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat)

Jamkesmas (Jaminan kesehatan masyarakat) adalgmamrdoantuan
sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyaraksitimndan tidak mampu.
Program ini diselenggarakan secara nasional agg@ditesubsidi silang dalam
rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang meokelbagi masyarakat
miskin.

Pada hakekatnya pelayanan kesehatan terhadap alayamiskin
menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersania Pdenerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah. Pemerintah Propinsi/Kabupatea/Kderkewajiban
memberikan kontribusi sehingga menghasilkan pekayaang optimal.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakah miekgacu pada
prinsip-prinsip :

a. Dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untnitsenata

peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin.
b. Menyeluruh (komprehensif) sesuai dengan standayaein medik
yang‘cost effectivadan rasional.

Pelayanan terstruktur, berjenjang dengan probabitan ekuitas.
Transparan dan akuntabel (Depkes RI, 2008:13).

Qo
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Pelaksanaan program Jamkesmas (Jaminan Kesehatayarkiaat)
berdasarkan pada peraturan dan perundang-undaelgages berikut (Depkes R,

2009:7) :

1. UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap oranigaehidup sejahtera
lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapgklingan yang baik dan
sehat serta berhak memperoleh pelayanan keseh&®asal 34
mengamanatkan ayat (1) bahwa fakir miskin dan amalc terlantar
dipelihara olen negara, sedangkan ayat (3) bahwagarae
bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayd@sehatan dan
fasilitas umum yang layak.

Undang-Undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangaarseg

Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendahbiegara.

Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemerik3aagelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara.

. Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kiedan.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerint2harah.

Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbarigeumangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

9. Undang-Undang No 41 Tahun 2008 tentang Anggaramdpatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.

10. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996 tentang adtagehatan.

11.Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang RgambdJrusan
Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daeratpirfai, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

12.Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang @agnPerangkat
Daerah.

13.Peraturan Presiden No 9 Tahun 2005 tentang Keduaddkagas, Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian NedRepublik
Indonesia sebagaimana telah diubah dengan PeraRussiden No 94
Tahun 2006.

14. Peraturan Menteri Kesehatan No 1575/Menkes/Pel@RB2 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatangaehana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan No
1279/Menkes/Per/XI1/2007.

LR e

© N

Peserta program Jamkesmas (Jaminan Kesehatan klestyandalah
setiap orang miskin dan tidak mampu selanjutnyaldispeserta Jamkesmas, data
peserta bersumber dari Badan Pusat Statistik (BRf)y dijadikan dasar

penetapan jumlah sasaran peserta secara Nasi@malMznteri Kesehatan RI.
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Berdasarkan kuota Kabupaten/Kota, Bupati dan Wtlikelah menetapkan
peserta di wilayahnya pada tahun 2008 (nomor, ndamaalamat peserta) dan

telah menjadi data kepesertaan Jamkesmas Nasio&l tahun 2009.

Terhadap SK Bupati/Walikota tentang penetapan tses&amkesmas
(Jaminan Kesehatan Masyarakat) yang diterbitkanuia008 dilakukan
updating data kepesertaan secara berkala terkagademutasi peserta yang
meninggal, pindah alamat, perubahan status ekortwayi, yang baru lahir dari
keluarga peserta Jamkesmas dan anggota keluargamgp belum terdaftar.
Updating data harus mengacu pada data BPS yangditarbitkan oleh BPS

Tahun 2008.

Setiap peserta Jamkesmas mempunyai hak untuk negkdampelayanan
kesehatan dasar meliputi : pelayanan kesehatant ralea tingkat pertama
(RJTP) dan rawat inap tingkat pertama (RITP), metay kesehatan rawat jalan
tingkat lanjutan (RJTL) dan rawat inap tingkat laap (RITL), dan pelayanan
gawat darurat. Manfaat jaminan yang diberikan keppdserta dalam bentuk
pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh (keimepsif) berdasarkan
kebutuhan medik sesuai dengan standar pelayanaik,niedkan berupa uang
tunai. Pelayanan kesehatan dalam program ini mekenapelayanan terstruktur

dan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan.
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F. Masyarakat Miskin
1. Pengertian Masyarakat Miskin

Masyarakat miskin memiliki beberapa pengertian, ungn Sayogyo
(2002:87) menyatakan masyarakat miskin adalah suaasyarakat yang
berpenghasilan rendah, dimana mempunyai pendidi&adah, sehingga dalam
bekerja termasuk pegawai rendah dan juga dalam mdmkebutuhan hidupnya
masih belum tercukupi dan dalam tingkat hidup teuka pra-sejahtera.
Sedangkan menurut Poerwadarminto (1991:42), mdsatanaiskin diartikan
sebagai perihal miskin, kemelaratan, kepapaan. nDalkaitannya yang
dimaksudkan tersebut adalah tidak berharta beedaa &urang.

Selanjutnya menurut Kartasasmita (1997:75) kemaskitapat dilihat dari
dua pengertian yaitu kemiskinan absoluth dan kemaskrelatif, yang dijelaskan
sebagai berikut :

a. Kemiskinan absoluth adalah kondisi kemiskinan ygsrguruk, yang
diukur dari tingkat kemampuan keluarga untuk megdi&ebutuhan
yang paling minimal untuk dapat hidup sesuai dengartabat hidup
dan martabat kemanusiaan.

b. Kemiskinan relatif adalah perbandingan suatu ga@ongendapatan
dan golongan lainnya.

2. Kriteria Masyarakat Miskin

Masyarakat miskin dalam hal ini adalah masyarakahgy sangat

mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan thaikintuk makan, minum,

pendidikan, dan bahkan kesehatan. Kebanyakan Keseln@asyarakat miskin
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juga rendah, hal ini dikarenakan kondisi keuangangymereka miliki sangat

minim, dimana biaya hidup di jaman ini juga sangethal. Masyarakat miskin

dalam hal ini memiliki beberapa kriteria, antana Igayogya, 2002:97) :

1.

2.

Dari segi ekonomi, kondisi keuangan sangat sedikit.

Tingkat pendidikan rendah.

Kurang sadarnya mengenai pentingnya nilai kesehatan
Pendapatan tiap bulan tidak seimbang dengan peargalu
Tingkat kehidupan sehari-hari dibawah standar keyad yang

selayaknya.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

Pengertian metode penelitian menurut Koentjaraain¢t990:7) adalah
cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi saskana yang bersangkutan.
Pada hakikatnya penelitian adalah suatu cara ydakulan dalam hal mencari
kebenaran melalui metode ilmiah yang bertujuan kintmeramalkan dan
mengontrol serta menjelaskan gejala-gejala yangnmiati guna mendapatkan

kebenaran yang kita inginkan.

A. Jenis Penelitian
Berdasarkan pemikiran bahwa pelaksanaan Pelayanduik Pdalam

bidang kesehatan untuk masyarakat miskin besertpekaspek yang
melingkupinya perlu dikaji lagi secara akurat damntat, maka penelitian ini
bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai @elakse pelayanan
kesehatan yang mendasar dalam rangka peningkatditekpelayanan kesehatan
dalam hubungannya dengan pelayanan publik. Dararkajtama tersebut akan
diuraikan lebih rinci upaya peningkatan kualitasapanan kesehatan yang
berhubungan dengan waktu, biaya, proses dan pnogm@isarana, sampai pada
mekanisme pengaduan/keluhan pelanggan. Sehinggard@an di atas penelitian
ini termasuk jenis penelitian deskriptif-kualitaybng diartikan sebagai upaya
untuk memberikan suatu uraian deskriptif atau mandgarkan mengenai

kolektifitas dengan syarat bahwa representasingasharjamin.



49

Pendekatan kualitatif mempunyai kelebihan, yaiturakgka gagasan
penulis harus siap untuk terus diorganisir. Berbagmervasi dan wawancara
yang masuk dalam kategori atau pola-pola pengamaianulis sering
mengembangkan berbagai pola. Kerangka berfikirsdisusecara induktif yang
dimulai dari pokok-pokok fenomena yang berupa fdkda atau data yang
didapat melalui proses prariset. Kemudian mengdaan asumsi-asumsi
teoritik dan literatur yang dipakai untuk membabasbagai temuan dari gejala

tersebut.

B. Fokus Penelitian
Menurut Alwasillah (2002:87), calon peneliti setiadj terjebak oleh
ambisi yang berlebihan. Untuk menghindarinya digexh adanya fokus sebagai
upaya pembatasan atau delimitagelimitatio) dari penelitian. Fokus muncul
setelah peneliti membaca literatur secara ekstea$iingga mengetahui bagian
mana yang belum banyak diteliti. Untuk itu penetiencoba memberi fokus pada
penelitian ini, yaitu :
1. Pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas Sat® p
masyarakat miskin melalui Jamkesmas meliputi :
a. Jenis pelayanan kesehatan yang dilayani melalukdsmmas di
Puskesmas Sobo.
b. Prosedur pelayanan kesehatan melalui Jamkesmasskiesmas

Sobo.
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c. Cakupan masyarakat miskin yang mendapat pelayassehktan
di Puskesmas Sobo.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di PuslkeSwmbo pada
masyarakat miskin dilihat dari 5 indikator :
a. Tangibles,
b. Reliability,
c. Responsiveness,
d. Assurance,
e. Emphaty
3. Kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatantsgbelayanan
kesehatan di Puskesmas Sobo melalui Jamkesmas :
a. Faktor Internal.

b. Faktor Eksternal.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat, keadaan atatstipea dimana
peneliti akan menangkap keadaan yang sebenarnyaolgek yang hendak
diteliti untuk mendapatkan data serta informasi gyadiperlukan. Maka
berdasarkan fokus penelitian di atas, lokasi pgaelini dilakukan di Kabupaten
Banyuwangi sedangkan situs penelitian tepatnyaudk&smas Sobo, Kecamatan
Banyuwangi yang beralamat di JI. Laksda Adi Suchbto 137.

Dipilihnya Puskesmas Sobo sebagai situs penelk@ena Puskesmas

Sobo merupakan salah satu Puskesmas di KabupatsmBangi yang melayani



51

masyarakat miskin melalui program Jamkesmas yangbaahi 7 kelurahan
kecamatan Banyuwangi, serta memenuhi persyaralagapan kesehatan dasar
sampai rawat inap dan rawat jalan untuk melayarsyarakat miskin melalui
program Jamkesmas. Serta letak dari Puskesmas $obtengah-tengah

masyarakat yang mudah dijangkau.

D. Sumber Dan Jenis Data
Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini megkut sumber-
sumber penyedia informasi yang dapat mendukungnrési tentang hal-hal yang
menjadi pusat perhatian peneliti. Yang dimaksudgdansumber data adalah
subyek dan darimana data diperoleh, adapun sunabepdnelitian ini adalah :
1. Data Primer
Sumber data primer adalah data yang diperoleh &éaagsung dari
kelompok sasaran baik yang dilakukan wawancara oraup
observasi. Sumber data primer didapatkan langsangsdmbernya
(subyek penelitian) yang langsung berhubungan depgaeliti dan
mampu memberikan informasi. Adapun yang menjada gatmer
dalam penelitian, yaitu :
(a) Informan
a. Kepala Puskesmas Sobo Kabupaten Banyuwangi.
b. Pegawai unit-unit pelayanan di Puskesmas Sobo Kdeap

Banyuwangi.
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c. Beberapa masyarakat penerima program Jamkesmas di
Puskesmas Sobo Kabupaten Banyuwangi.
(b) Peristiwa
a. Kondisi di Lapangan
2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperolebrasedak
langsung dan memberikan informasi tambahan bagelperSumber
data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dakudnen-dokumen,
catatan-catatan, makalah serta arsip yang berkdé@agan penelitian
ini. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peagliti di peroleh
dari:

a. Dokumen dari Puskesmas Sobo Kabupaten Banyuwangi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang sapeating dalam
penelitian ilmiah, karena data yang dihasilkan diarapkan dapat digunakan
untuk menjawab sekaligus memecahkan masalah yaagQdeh sebab itu, data
tersebut harus valid dan akurat. Adapun metodeepglan data penelitian ini
antara lain :

a. Interview (wawancara)
Teknik pengumpulan data melalui tanya jawab atawamaara

secara langsung dengan narasumber untuk memperdtaimasi
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yang berhubungan dengan permasalahan yang diavigkapeneliti.

Wawancara akan dilakukan dengan pihak terkaityadan :

1. Kepala Puskesmas Sobo yaitu dr. Liastutik

2. Pegawai unit-unit pelayanan di Puskesmas Sobo \Bétpak
Hanipan selaku wakil Kepala Puskesmas Sobo dankBBgea
Juni Harson & Bapak Joko Ismawan selaku petugaet.lok

3. Beberapa masyarakat penerima program Jamkesmas
Puskesmas Sobo yaitu Ibu Nurwahidah, Ibu Khusnuitikiah,
Ilbu Titik, Ibu Sudarmi, Ibu Faika, Ibu Rohayati, @2 Momon,
dan Bapak Busri serta pasien umum Puskesmas Sabdygak

Widagdo, Bapak Sabar, Ibu Fatonah, dan Ibu Eka Sari

. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan cara mencatat dan menikafaaata-
data yang ada di instansi yang berkaitan dengaelipan, yang
berupa dokumen atau catatan-catatan. Dokumeniaseiapa foto-
foto Puskesmas Sobo Banyuwangi dan juga dokumeurdek

Puskesmas Sobo Banyuwangi.

.. Observasi

Observasi yaitu kegiatan pengamatan dan pencaatama langsung
terhadap obyek penelitian guna memperoleh data wkigal dari

sumber data.

di
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F. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian merupakan alat yang diperganakli dalam
menggali data dimana penelitian tersebut dilakukBeneliti menggunakan
instrumen penelitian berupa :
1. Peneliti Sendiri
Melalui panca indera, peneliti melakukan pengamagemcatatan,
wawancara, dan sebagainya dalam rangka mendapgadkaagai data
yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yaaltidi
2. Pedoman Wawancara
Pedoman wawancara terdiri dari pertanyaan yang pakan
kerangka dasar yang digunakan oleh peneliti unt@ngungkap
permasalahan yang akan diteliti sesuai dengan fo&nslitian.
3. Catatan Lapangan
Instrumen ini digunakan oleh peneliti untuk mentcataasil
wawancara, pengamatan di lapangan, meliputi diatmenulis.
4. Data Penunjang
Berupa dokumen-dokumen yang ada di tempat pemehtiaupun di
tempat lain, yang berisi data pendukung dan dapahdkan sebagai
sumber data penelitian. Dalam penelitian ini, pé@nelenggunakan
peralatan tulis-menulis dan = foto copy dokumentasntuki

mendapatkan data yang dibutuhkan.
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G. Metode Analisis Data

Proses analisis merupakan usaha untuk menemuk&m yaavaban atas

pertanyaan yang diperoleh dari hasil penelitianlabapenelitian ini data yang

dieroleh akan dianalisis dan' di interpretasikanmatia data analisis yang

digunakan adalah analisis kualitatif.

Menurut Miles dan Huberman dalam Rohidi (1992 20§-bahwa analisis

data terdiri dari tiga bagian meliputi :

1.

Reduksi data

Yaitu laporan lapangan dalam bentuk uraian yang dik@duksikan, dipilih
hal-hal yang pokok, dan fokus pada hal yang pergarta membuang yang
tidak diperlukan. Reduksi data berlangsung secamasimenerus selama
proses penelitian berlangsung.

Penyajian data

Yaitu memudahkan bagi peneliti untuk melihat garabateseluruhan atau
bagian tertentu dari penelitian, sehingga disajikiatam bentuk uraian
naratif.

Penarikan Kesimpulan

Yaitu peneliti berusaha meggambarkan dari data ydkgmpulkan dan

dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifaesésma.
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Pengumpulan
Data

Penyajian Data

Penarikan Kesimpulan-
Kesimpulan/Verifikasi

Sumber : Miles dan Huberman dalam Rohidi (1992): 20

Gambar 1. Komponen-Komponen Analisis Data Model Ineraktif

H. Keabsahan Data

Agar suatu penelitian dapat dipertanggung jawabkabenarannya
diperlukan pengecekan keabsahan temuan atau keabsdhta. Untuk
menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pesaamnk Pelaksanaan
pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriterianterteAda beberapa kriteria
yang digunakan peneliti untuk keabsahan data yaitu:
1. Derajat kepercayaaweredibility)

Apakah proses dan hasil penelitian dapat diteritaa dipercaya. Cara
memperoleh tingkat kepercayaan hasil penelitiai,ya

a. Memperpanjang masa pengamatan, memungkinkan penargk

derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, mengdprmasi
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responden dan untuk membangun kepercayaan dirilifpesendiri.
Peneliti menggunakan masa pengamatan selama 1, boddinini
dilakukan untuk mencari informasi sebanyak-banyakmyengenai
pelayanan Jamkesmas oleh Puskesmas Sobo Kabu@atemeangi.

b. Pengamatan yang terus menerus untuk menemukanirgiri#nsur-
unsur dan situasi yang sangat relevan dengan pensatau isu yang
sedang diteliti, serta memusatkan diri pada haltbedebut secara
rinci.

c. Peer debriefing(membicarakannya dengan orang lain), mengekspos
hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleanddentuk diskusi
analitik dengan rekan-rekan sejawat. Peneliti nmekudiikan hasil
penelitian kepada staf Puskesmas Sobo Kabupateyu®angi, hal
ini dilakukan untuk mengetahui data apa yang bisanibahkan guna
mendukung hasil penelitian. Selain itu, peneligjgunendiskusikannya
dengan rekan sejawat guna memperoleh masukan @ebailan hasil
penelitian.

2. KetergantunganQ(ependability

Yaitu apakah hasil penelitian mengacu pada kektmmsa peneliti dalam
mengumpulkan data, membentuk dan menggunakan k&ossep ketika
membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan. HReneonsisten kepada
pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebebunaggar tetap fokus

menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
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3. Kepastian Comfirmability)

Yaitu apakah hasil penelitian dapat dibuktikan ketvennya dimana hasil
penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkanddamtumkan dalam laporan
lapangan. Hal ini dilakukan dengan membicarakail paselitian dengan orang
yang tidak ikut dan tidak berkepentingan dalam [iége dengan tujuan agar

hasil dapat lebih objektif.
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BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Dan Situs Penelitian
1) Gambaran Umum Lokasi Penelitian
a. Kondisi Geografis
Wilayah daratan Kabupaten Banyuwangi terdiri a@tsrn tinggi berupa
pegunungan yang merupakan daerah penghasil proghkleljunan dan dataran
rendah dengan berbagai produk hasil pertanian.sBrterdinat Kabupaten
Banyuwangi 7°43’-8°46’ Lintang Selatan dan 113°6B4° 38’ Bujur Timur.
Pembagian wilayah tersebut adalah sebagai berikut :
* Persawahan 1 722, 84 km?
» Perkebunan 1471, 41 km?

« Kawasan hutan : 1. 875, 15 km?

Dengan demikian secara umum wilayah Kabupaten Baaygi
didominasi oleh daerah daratan, sedangkan luaslukesan Kabupaten
Banyuwangi adalah sekitar 5.782,52 km? yang terthri 24 Kecamatan. Batas-

batas Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

e Sebelah Utara : Kabupaten Situbondo
+ Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
*  Sebelah Timur : Selat Bali

e Sebelah Barat : Kabupaten Jember dan Bondowoso
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Gambar 2. Peta Kabupaten Banyuwangi
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b. Ekonomi

Tumbuh dan berkembangnya suatu kota akan banyaaghpuhi oleh
faktor-faktor internal dan eksternal, yang salahtursga adalah faktor
perekonomian. Kegiatan ekonomi ini baik secaradang maupun tidak langsung
dapat memperlihatkan cepat dan lambatnya pros&smbangan kota. Selain itu
dapat juga memperlihatkan kecenderungan perkembaekganomi kota. Bagi
kota-kota kecamatan di Indonesia, kehidupan ekonkwtanya masih banyak
ditunjang oleh kegiatan pertanian, baik pertanianaman pangan maupun
holtikultura. Gambaran tersebut memperlihatkan tzaparekonomian Kabupaten
Banyuwangi masih dipengaruhi oleh kegiatan pertania

c. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi sampai detejam 2012
adalah 1.554.997 jiwa. Dengan luas wilayah Kabupdaanyuwangi sekitar
5.782,52 km? yang didiami oleh 1.554.997 orang makarata tingkat kepadatan
penduduk Kabupaten Banyuwangi adalah sebanyak 26@&goper km
Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan pdokinya adalah Kecamatan
Banyuwangi yakni sebanyak 3.522 orang pef &enlangkan yang paling rendah

adalah Kecamatan Tegaldlimo yakni sebanyak 46 qoangnf.
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2) Gambaran Umum Puskesmas Sobo

Puskesmas Sobo merupakan pusat pengembangan, pambon
pelayanan kesehatan yang sekaligus pos terdepam geimbangunan kesehatan
masyarakat di 7 ( tujuh ) kelurahan kecamatan Baaygi dengan luas 18,18
km2, Pemberian pelayanan kesehatan tersebut, detgaharQuality Assurance
dari WHO, pembiayaan gratis (dijamin oleh Pemehn@aerah Kabupaten
Banyuwangi) dengan tenaga yang profesional. Agamncgmaian pelayanan
kesehatan terjangkau luas diseluruh wilayah kemgka ditumbuhkan peran serta
aktif masyarakat dengan pembentukan posyandu, pearbi UKS sekolah,
pelatihan kader aktif secara berkala serta pelatibatang deteksi dini terhadap

penyakit yang berpotensi wabah.

a. Motto, Visi dan Misi

* Motto
Kepuasan Saudara adalah Kebahagiaan Bagi Kami.

e Visi
Masyarakat Mandiri untuk Hidup Sehat.

e Misi
v Pelayanan Prima bagi Setiap Pengunjung.
v' Meningkatkan dan  Memperluas Jangkauan Pelayanan

Promotive dan Preventive.
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b. Lokasi Puskesmas Sobo

Puskesmas Sobo merupakan salah satu lembaga Paimeamimari Dinas

Kesehatan yang berlokasi di daerah Kelurahan SoboyW®Bvangi, yang

beralamatkan di JI. Laksda Adi Sucipto No. 137.

1. Keadaan Geografi

1)

2)

Letak Geografi

Wilayah kerja Puskesmas Sobo terletak di Keluréwimo, merupakan
Puskesmas Jalan Raya di Kabupaten Banyuwangi.

Wilayah Cakupan Pelayanan Puskesmas

1. Kelurahan Sobo

2. Kelurahan Penganjuran

3. Kelurahan Taman Baru

4. Kelurahan Tukang Kayu

5. Kelurahan Kebalenan

6. Kelurahan Pakis

7. Kelurahan Sumberejo



2. Data Penduduk Tiap Kelurahan
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Tabel 1. Jumlah Penduduk Di Dalam Wilayah PuskesmaSobo

No | Kelurahan | Lingkungan RW RT | Jumlah Penduduk

1 | Sobo 3 9 32 6915

2 | Penganjuran 3 9 32 5603

3 | Taman Baru 2 9 32 6812

4 | Tukang Kayu 3 11 | 39 8291

5 | Kebalenan 2 7 24 6917

6 | Pakis 3 7 22 4744

7 | Sumberejo 2 5 21 4712
Jumlah 18 57 | 202 43955

Sumber: Dokumentasi Puskesmas Sobo 2012
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No Mata Pencaharian Prosentase
1 | Pegawai Negeri Sipil 20,34 %
2 | TNI 1,56 %

3 | Petani 8,57 %

4 | Pengusaha 2,22 %
5 | Pedagang 8,38 %
6 Karyawan Swasta 49,15 %
7 | Buruh Tani 6,40 %
8 | Nelayan 2,18 %
9 | Peternakan 2,31 %

10 | Karyawan Industri 0,06 %

11 | Pensiunan 4,80 %
12 | Jasa 9,13 %
13 | Lain-lain 3,18 %

Sumber: Dokumentasi Puskesmas Sobo 2012
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Sumber: Puskesmas Sobo 2012

Gambar 3. Puskesmas Sobo Kabupaten Banyuwangi

c. Ketenagaan dan Personalia
Unsur ketenagaan sangat dibutuhkan untuk memparlaa&tivitas
pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan administtatausahaan Puskesmas.
Adapun karyawan/karyawati yang dimiliki oleh Puskas Sobo berjumlah 33
orang, dengan rincian sebagai berikut :
1. Dokter Umum 1 orang

2. Dokter Gigi : 1 orang
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3. Bidan . 6 orang
4. Perawat : 8 orang
5. Asisten Apoteker : 1 orang
6. Epidemiologi : 4 orang
7. Analis Medis : 1 orang
8. Administrasi kantor/TU : 8 orang
9. Penyuluh KB : 1 orang
10.Penyuluh Kesehatan : 1 orang
11. Sanitarian : 1 orang

d. Job Description
Adapun tugas pokok, tanggung jawab dan wewenandiadpstiap bidang
kerja dapat disimpulkan dan diuraikan sebagai bérik
1. Kepala Puskesmas (dr. Liastutik)

a. Mengkoordinir ~ penyusunan perencanaan tingkat Puoskes
berdasarkan data program Kepala Dinas Kesehataraisdengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Memberikan tugas kepada staf dan unit-unit serteské&amas
Pembantu sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepadaf stgar
pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan yangokiaa.

d. Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pertimaan dalam

peningkatan karier.
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e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Puskesmas béwaiasaalisasi
program kerja dan ketentuan perundang-undangan yaartaku
sebagai bahan dalam menyusun program kerja beygutn

f.. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai baftamasi dan
pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Kesehatan.

2. Wakil Kepala Puskesmas (Hanipan, SKM)

a. Membantu Kepala Puskesmas dalam penyusunan pesamcéingkat
Puskesmas berdasarkan data program Kepala Dinahd#tas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangarbgaiagu.

b. Membantu Kepala Puskesmas dalam sistem evaluagigonopokok
wajib dan pengembangan pelayanan Puskesmas.

c. Membantu Kepala Puskesmas dalam merumuskan kedomja&s
operasional dalam bidang pelayanan kesehatan naasyati wilayah
kerja berdasarkan peraturan perundang-undanganbgatadu.

d. Membantu Kepala Puskesmas dalam koordinasi lintagram dan
sektoral di wilayah kerja sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

e. Menerima konsultasi dan pelayanan medis di Poli wmuIA
Puskesmas Induk, Pustu dan Poskes di wilayah Regkesmas.

f.. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Dokter Gigi (Drg. Tri Rudiyati)
a. Membantu Kepala Puskesmas dalam penyusunan peaamcéngkat

Puskesmas.
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Membantu Kepala Puskesmas dalam merumuskan kedomja&s
operasional dalam bidang pelayanan kesehatan.

Menyusun rencana kegiatan Pelayanan Kesehatan daigi Mulut
berdasarkan data Program Puskesmas dan ketentuaturge

perundang-undangan yang berlaku sebagai pedomjan ker

. ‘Melaksanakan dan koordinasi kegiatan Pelayananh&ése Gigi dan

Mulut serta koordinasi lintas program terkait sesiengan prosedur
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yaladser
Mengevaluasi hasil kegiatan Pelayanan Kesehatam daig Mulut
secara keseluruhan.

Koordinator dalam jaminan mutu pelayanan kesehateskesmas.

4. Perawat (M. Khoirul Anam, Amd. Kep)

a.

C.

Memberikan asuhan keperawatan secara individuakgd kelompok
dan masyarakat.

Membantu dokter Puskesmas dalam pemeriksaan dagolpean
dasar penderita sakit di Puskesmas Induk.

Memberikan penyuluhan kesehatan pada individu nraéplompok.

5. Perawat (Heni Kristiana)

a.

Memberikan asuhan keperawatan secara individuakgd kelompok
dan masyarakat.
Membantu dokter Puskesmas dalam pemeriksaan dagolpean

dasar penderita sakit di Puskesmas Induk.
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c. Mengevaluasi hasil kegiatan pelayanan pengobatesardaecara
keseluruhan.

6. Perawat (Anis Banuwiyati, Amd. Kep)

a. Memberikan asuhan keperawatan secara individuakgd, kelompok
dan masyarakat.

b. Melaksanakan pemeriksaan dan pengobatan dasarrpenskkit di
Puskesmas pembantu Tukang Kayu.

c. Pencatatan dan pelaporan di Puskesmas PembantngTikiasu.

7. Perawat Gigi (Ni Ketut Srinadi)

a. Memberikan asuhan keperawatan gigi secara indivkelyarga,
kelompok dan masyarakat.

b. Membantu dokter gigi Puskesmas dalam pemeriksaarpeagobatan
dasar penderita sakit gigi di Puskesmas Induk.

c. Pencatatan dan pelaporan program kesehatan gigndian.

8. Epidemiologi (Siti Trinoviorini, SE)

a. Menyusun rencana kegiatan Surveilans di Keluralodoo $erdasarkan
data Program Puskesmas dan ketentuan peraturamdpagiundangan
yang berlaku sebagai pedoman kerja.

b. Melaksanakan kegiatan Surveilans meliputi penguarpuldata
penyakit, penyelidikan epidemiologi, penanganan Kia® koordinasi
lintas program terkait sesuai dengan prosedur eétankuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

c. Mengevaluasi hasil kegiatan Surveilans di KeluraBaho.
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d. Pengelola dana Bantuan Operasional Kesehatan (B@d)kesmas
dan Jampersal.

e. Sebagai bendahara gaji.

9. Epidemiologi (Yulia Dewati)

a. Menyusun rencana kegiatan Surveilans di Kelurahamah Baru
berdasarkan data Program Puskesmas dan ketentuaturge
perundang-undangan yang berlaku sebagai pedomjan ker

b. Melaksanakan kegiatan Surveilans meliputi penguarpuldata
penyakit, penyelidikan epidemiologi, penanganan Kla® koordinasi
lintas program terkait sesuai dengan prosedur eétankuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

c. Mengevaluasi hasil kegiatan Surveilans di Kelurahaman Baru.

10. Epidemiologi (Endang Yulistyoningsih, SE)

a. Menyusun rencana kegiatan Surveilans di Kelurahakaig Kayu,
Kebalenan dan Taman Baru berdasarkan data Prograke$mas dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkdagai
pedoman kerja.

b. Melaksanakan kegiatan Surveilans meliputi penguarpuldata
penyakit, penyelidikan epidemiologi, penanganan Kia® koordinasi
lintas program terkait sesuai dengan prosedur etenkuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

c. Mengevaluasi hasil kegiatan Surveilans di Kelurafhakang Kayu,

Kebalenan dan Taman Baru.
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11. Epidemiologi (Wiyatni)

a.

Menyusun rencana kegiatan Surveilans di Kelurahami®rejo dan
Pakis berdasarkan data Program Puskesmas danueeteoeraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagai pedomjan ker
Melaksanakan = kegiatan Surveilans meliputi penguearpuldata
penyakit, penyelidikan epidemiologi, penanganan Kia® koordinasi
lintas program terkait sesuai dengan prosedur étgnkuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Mengevaluasi hasil kegiatan Surveilans di KeluraBamberejo dan

Pakis.

12.Bidan (Sudarsiningsih, Amd. Keb)

e.

f.

Melakukan asuhan kebidanan kepada ibu hahmte Natal Carge
Melakukan asuhan persalinan fisiologis kepada ileusdlin Post
Natal Care.

Menyelenggarakan pelayanan terhadap bayi baru Ighuinjungan
neanatal).

Melaksanakan pelayanan Keluarga Berencana (KB)deepwanita
usia subur (WUS).

Pembinaan Posyandu di Kelurahan Pakis.

Koordinator program Kesehatan Lansia.

13.Bidan (Asmawiyah, Amd. Keb)

a. Melakukan asuhan kebidanan kepada ibu hahmte Natal Carg
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b. Melakukan asuhan persalinan fisiologis kepada iewosdlin Post
Natal Care.

c. Menyelenggarakan pelayanan terhadap bayi baru [&oinjungan
neanatal).

d. Melaksanakan pelayanan Keluarga Berencana (KB) deepganita
usia subur (WUS).

e. Melaksanakan kegiatan imunisasi.

f. Melaksanakan mekanisme pencatatan dan pelapopaudtepelayanan
Puskesmas.

14.Bidan (Misriani Aurellia, Amd. Keb)

a. Melakukan asuhan kebidanan kepada ibu hahmte Natal Carg

b. Melakukan asuhan persalinan fisiologis kepada ieusdlin Post
Natal Care.

c. Menyelenggarakan pelayanan terhadap bayi baru [@oinjungan
neanatal).

d. Melaksanakan pelayanan Keluarga Berencana (KB)deep@anita
usia subur (WUS).

e. Pembinaan Posyandu di Kelurahan Kebalenan.

f. Koordinator imunisasi.

15.Bidan (lda Fatimatuz Zuhro, Amd. Keb)
a. Melakukan asuhan kebidanan kepada ibu hahmte Natal Carg
b. Melakukan asuhan persalinan fisiologis kepada ieusdlin Post

Natal Care.
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Menyelenggarakan pelayanan terhadap bayi baru Ighuinjungan

neanatal).

. Melaksanakan pelayanan Keluarga Berencana (KB) deepeanita

usia subur (WUS).
Pembinaan Posyandu di Kelurahan Tukang Kayu.

Koordinator program KIA.

16.Bidan (Dewi Indah Setyowati, Amd. Keb)

e.

Melakukan asuhan kebidanan kepada ibu hahmtg Natal Carg
Melakukan asuhan persalinan fisiologis kepada ileusdlin Post
Natal Care.

Menyelenggarakan pelayanan terhadap bayi baru K&unjungan

neanatal).

. Melaksanakan pelayanan Keluarga Berencana (KB) deepeanita

usia subur (WUS).

Pembinaan Posyandu di Kelurahan Penganjuran.

17.Bidan (Shinta Permata Hati, Amd. Keb)

a.

b.

Melakukan asuhan kebidanan kepada ibu hahmitg Natal Carge
Melakukan asuhan persalinan fisiologis kepada ileusdlin Post
Natal Care.

Menyelenggarakan pelayanan terhadap bayi baru Ighuinjungan

neanatal).

. Melaksanakan pelayanan Keluarga Berencana (KB) deepeanita

usia subur (WUS).
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Melaksanakan pelayanan kesehatan lbu dan AnakkPolPuskesmas

Induk.

18.Bidan (Ika Wulandari, Amd. Keb)

a.

b.

Melakukan asuhan kebidanan kepada ibu hahmte Natal Carge
Melakukan asuhan persalinan fisiologis kepada ileusdlin Post
Natal Care.

Menyelenggarakan pelayanan terhadap bayi baru Ighoinjungan

neonatal).

. Melaksanakan pelayanan Keluarga Berencana (KB) deepeanita

usia subur (WUS).
Pembinaan Posyandu di Kelurahan Taman Baru.

Koordinator program KB.

19.Bidan (Endang Ratna S, Amd. Keb)

Melakukan asuhan kebidanan kepada ibu hahmte Natal Care
Melakukan asuhan persalinan fisiologis kepada ileusdlin Post
Natal Care.

Menyelenggarakan pelayanan terhadap bayi baru Kuoinjungan

neonatal).

. Melaksanakan pelayanan Keluarga Berencana (KB) deepeanita

usia subur (WUS).
Pembinaan Posyandu di Kelurahan Sumberejo.

Koordinator promosi kesehatan.
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20.Bidan (Reny Sispraningtyas, Amd. Keb)

e.

Melakukan asuhan kebidanan kepada ibu hahmte Natal Carge
Melakukan asuhan persalinan fisiologis kepada ileusdlin Post
Natal Care.

Menyelenggarakan pelayanan terhadap bayi baru Ighuinjungan

neonatal).

. Melaksanakan pelayanan Keluarga Berencana (KB) deepeanita

usia subur (WUS).

Pembinaan Posyandu di Kelurahan Sobo.

21.Analis Medis (Koeshartiningsih)

a.

Menyusun rencana kegiatan Pelayanan LaboratoriurderBana
berdasarkan data program Puskesmas.
Melaksanakan kegiatan Pelayanan Laboratorium = Sadarh
berdasarkan data program Puskesmas.
Mengevaluasi hasil kegiatan Pelayanan Laboratori8ederhana

secara keseluruhan.

22.TU dan Kepegawaian (Muji Kariyati)

a.

Menyusun rencana kegiatan kepegawaian berdasaanpdogram
Puskesmas.
Melaksanakan pengelolaan kepegawaian sesuai dengsedur.

Mengevaluasi hasil kegiatan kepegawaian secardukeban.

. 'Mengarsipkan dan menyimpan surat, baik yang masupom keluar.
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23. Asisten Apoteker (Dwi Lilis Sriyanti)

a.

d.

e.

Menyusun rencana kegiatan Pelayanan Obat di Apote#asarkan
data program Puskesmas.

Melaksanakan kegiatan Pelayanan Obat di Apotekabkarélan data
program Puskesmas.

Mengevaluasi hasil kegiatan Pelayanan Obat di Apatecara
keseluruhan.

Gudang farmasi.

Bagian logistic.

24.Petugas Loket (Eko Juni Harson dan Joko Ismawan)

a.

Menyusun rencana kegiatan pelayanan di Loket barkias program
Puskesmas.
Melaksanakan kegiatan pelayanan di Loket berdasagkagram
Puskesmas.

Mengevaluasi hasil kegiatan Pelayanan di Loketradaaseluruhan.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Mis di

Puskesmas Sobo melalui Jamkesmas

a. Jenis Pelayanan Kesehatan yang Dilayani di Puskessi&obo melalui

Jamkesmas

Ruang lingkup pelayanan kesehatan Program Jamkedim@eskesmas

dan Jaringannya pada Tahun 2012 pada prinsipnya simgan tahun-tahun
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sebelumnya. Ruang lingkup kegiatan ini antara kdalah jenis kegiatannya
diutamakan pada upaya pelayanan kesehatan perorgpgamotif, preventif,
kuratif dan rehabilitatif) yang berupa rawat jalaaywat inap dan pertolongan
persalinan bagi peserta program Jamkesmas, disgmppaya pelayanan
kesehatan masyarakat yang terbatas pada upayagpbBace yang bersifat
sekunder yaitu: diagnosis awal kemungkinan berkeginga suatu penyakit
(early diagnostiz dan tindakan yang tepat untuk mengurangi fakesiko
ancaman penyakit tersebut terhadap masyargkampt treatment melalui
berbagai upaya pelayanan kesehatan program Janikesraacakup semua
kelompok umur, semua jenis pelayanan kesehatanr dgmag tersedia di
Puskesmas, dengan standar, pedoman yang samaehagi reasyarakat sesuai
indikasi medis. Ruang Lingkup Program Jamkesmapedeman pada Juknis
Jamkesmas Depkes RI, 2009:6. Hal ini sesuai delngsihwawancara dengan dr.
Liastutik selaku Kepala Puskesmas Sobo. Beliau mekan :
“Jika berbicara tentang ruang lingkup Jamkesmaskdamas Sobo sama
dengan Puskesmas-Puskesmas lain pada umumnydeggedoman pada
Juknis Jamkesmas Depkes RI Tahun 2009 vyaitu raalah jprimer,
pelayanan kesehatan rawat inap tingkat primerolpergan persalinan,
pelayanan rujukan, dan pelayanan kesehatan yamd tiijamin dan
dibatasi Jamkesmas” (Hasil wawancara tanggal 2 20b2 pukul 11.00
WIB di ruang Kepala Puskesmas Sobo).
Ruang lingkup Program Jamkesmas di Puskesmas Selyoutn (Juknis
Jamkesmas Depkes RI, 2009:6) :
1) Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Primer

Pelayanan rawat jalan tingkat primer yang dimakaddlah pelayanan

kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas di wileyakbut yang mencakup:
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a) Pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan.
b) Pelayanan Pengobatan Umum.

c) Pelayanan Gigi termasuk cabut dan tambal.

d) Penanganan gawat darurat.

e) Pelayanan gizi buruk.

f)  Tindakan medis/operasi kecil.

g) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.

h) Pelayanan Imunisasi wajib bagi bayi dan ibu hamil.
1) Pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah.

j) Pelayanan Keluarga Berencana.

k) Pelayanan Laboratorium dan penunjang diagnostiayai.
l) Pemberian obat.

m) Rujukan.

Tempat pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat dPriersebut dapat

dilakukan di Puskesmas dan Jaringannya baik bekggatan pelayanan

kesehatan di dalam gedung maupun kegiatan pelayas@hatan di luar gedung

yang meliputi :

a) Puskesmas perawatan.

b) Puskesmas.

c) Puskesmas keliling.

d) Puskesmas Pembantu.

e) Pos Kesehatan Desa.

f) Posyandu, Pos Obat Desa dan lainnya).
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g) Atau sarana lainnya yang tersedia di wilayah tersssmasuk rumah
penduduk.

2) Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Tingkat Primer

Pada kondisi pasien rawat jalan perlu dilakukampatan maka sebagai
alternatif untuk perawatan lanjutan adalah dilakukawat inap di Puskesmas.
Perawatan sesuai dengan kemampuan sarana yaniidepibila tidak memiliki
kemampuan perawatan lanjutan harus dilakukan rojuka PPK (Pemberi
Pelayanan Kesehatan) lanjutan yang memberikan qredayprogram Jamkesmas.
Jenis pelayanan pada Puskesmas perawatan teraghut y

a) Penanganan Gawat Darurat.

b) Perawatan pasien rawat inap termasuk perawatarbgigk dan gizi

kurang.

c) Perawatan Persalinan.

d) Perawatan satu haorfe day carg

e) Tindakan medis yang diperlukan.

f) Pemberian obat.

g) Pemeriksaan Laboratorium dan penunjang medis lainny

h) Rujukan.
3) Pelayanan Pertolongan Persalinan

Pelayanan pertolongan persalinan normal dapatuk#ak di Puskesmas
dan Jaringannya termasuk Posdekes, Bidan dan Ddktaktek sedangkan

pertolongan persalinan pervaginam dengan penyapaidilakukan di Puskesmas



81

dengan fasilitas PONED sesuai kompetensinya. Pedaypertolongan persalinan
tersebut mencakup :

a) Observasi proses persalinan.

b) Pertolongan persalinan normal.

c) Pertolongan persalinan pervaginam dengan penyliiskesmas

dengan fasilitas PONED).

d) Pelayanan gawat darurat persalinan.

e) Perawatan nifas (Ibu dan neonatus).

f) Pemeriksaan Laboratorium dan penunjang diagnaastik |

g) Pemberian obat.

h) Akomodasi dan makan pasien.

i) Rujukan.

Tempat pelayanan pertolongan persalinan dapat utidéak di sarana
pelayanan kesehatan yaitu Puskesmas dan jaringaRogdekes, Bidan, Dokter
Praktek, Rumah Bersalin, maupun di rumah pendutkiktenaga kesehatan yang
berkompeten. Untuk bayi baru lahir peserta Jamkesseaara otomatis menjadi
peserta Jamkesmas, apabila bayi baru lahir menagrlpkrtolongan lanjutan di
PPK (Pemberian Pelayanan Kesehatan) rujukan d@p&tkian dari Puskesmas
dan jaringannya tanpa harus diterbitkan kartu Jamke baru, cukup kartu dari
pihak orang tua dan keterangan rujukan dari Puskgesm
4) Pelayanan Rujukan

Rujukan pelayanan kesehatan yang dimaksud adadslegprujukan kasus

maupun rujukan spisemen/penunjang diagnostik yapgtdberasal dari Posdekes,
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Pustu ke Puskesmas/Puskesmas perawatan, antasfaskeéan dari Puskesmas
ke PPK rujukan (RS, BBKPM, BKMM) atau sarana peangj medis lainnya.
Prosedur rujukan dilaksanakan secara berjenjangtel@truktur. Pelaksanaan
rujukan harus didasarkan pada indikasi medis sghinfuskesmas dapat
melakukan filtrasi rujukan (kasus yang dapat ditamgPuskesmas sesuai
kompetensi dan tidak memerlukan rujukan harus gaan di Puskesmas).
Prosedur rujukan harus disertai dengan surat rojuRangendalian rujukan oleh
Puskesmas tersebut akan sangat berdampak padangelye biaya karena dana
Jamkesmas yang ada di Puskesmas termasuk di daaadajah dana untuk
transportasi rujukan. Pada kondisi gawat darurases rujukan dapat langsung
dari Puskesmas Pembantu, Posdekes ke PPK rujukiekae Pelayanan rujukan
di atas adalah berupa penyediaan biaya transpddeadgPustu, Posdekes/Polindes
ke Puskesmas atau dari Puskesmas Pembantu, PqosBeiskesmas ke PPK
rujukan dan biaya rujukan pemeriksaan specimenfgang medis.
5) Jenis Pelayanan Kesehatan Perorangan Primer yabgtaBi dan Tidak
Dijamin oleh Jamkesmas :
a) Jenis Pelayanan Kesehatan yang Dibatasi

Pelayanan yang bersifat spesialistik di Puskesmagehuntuk rawat

jalan sedangkan perlu dibatasi berbagai tindakamatiy rawat inap

oleh Dokter Spesialis dengan  pertimbangan ketexaadisarana,

prasarana, kompetensi, dan ketersediaan dana.

b) Jenis Pelayanan Kesehatan yang Tidak Dijamin

a) Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan.
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b) Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk ktkee

c) General check up

d) Prosthesis gigi tiruan.

e) Pengobatan alternatif (antara lain akupuntur, peagm
tradisional) dan pengobatan lain yang belum teitagdara ilmiah.

f) Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakamdafmya
mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan peatemob
impotensi.

g) Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurahaetamn.

h) Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiakairsbaial.

b. Prosedur Pelayanan Kesehatan melalui Jamkesmas diuBkesmas
Sobo
1) Manajemen Jamkesmas
Penyelenggaraan program Jamkesmas di Puskesmggidgannya perlu
di dukung dengan pelaksanaan manajemen Jamkesmd&is#iesmas yang
menerima dana. Manajemen Jamkesmas yang dimaksaldhadhanajemen
Puskesmas yang terdiri dari perencanaan TingkakeBoss, Penggerakan
Pelaksanaan (minilokakarya) dan Evaluasi kerja.aMelprogram Jamkesmas
yang alokasi dana setiap Puskesmas sudah hamastiégmn tersedia untuk masa
satu tahun maka dengan anggaran tersebut berbagatdn Jamkesmas di

Puskesmas sudah dapat disusun lebih awal selamtakan.
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Penyelenggaraan Program Jamkesmas berpedoman pakiais J
Jamkesmas 2008:8. Hal ini sesuai dengan hasil weasardengan dr. Liastutik
selaku Kepala Puskesmas. Beliau menuturkan :

“Manajemen Jamkesmas di Puskesmas Sobo ini jugzedteman pada
Juknis Jamkesmas Tahun 2008.Karena segala sesrgjubgrhubungan
dengan Jamkesmas sudah diatur di dalamnya, jaali dabagai pihak
pelaksana hanya bisa melaksanakan sesuai dengaruReteknis yang
ada. Manajemen tersebut meliputi perencanaan tindgkaskesmas,
penggerakan pelaksanaan dan terakhir yaitu eval(tdasil wawancara
tanggal 7 Juni 2012 pukul 11.30 WIB di ruang Kepgilskesmas Sobo)

Unsur manajemen pengelolaan tersebut meliputi (Jukiamkesmas
2008:8):

a) Perencanaan Tingkat Puskesmas

Kegiatan perencanaan tersebut adalah penyudlaanof

Action (POA) baik berupa POA tahunan pada awal kegiatanpum

POA bulanan/tribulanan untuk pelaksanaan Jamkesméeh

Puskesmas. Langkah-langkah penyusunan POA adalah :

e Pada tahap awal disusun POA tahunan yang merupakan
perencanaan kegiatan selama satu tahunan dengaanfaetkan
dana yang diterima setiap Puskesmas. Dinas Kesehata
Kabupaten/Kota melakukan pertemuan dengan Puskesniak
menetapkan rencana kegiatan dalam satu tahun ddagget-
target sasaran Jamkesmas yang harus dicapai. @ejanjsetiap
Puskesmas menyusun POA tahunan berupa kegiataat&egiang

menjadi ruang lingkup Jamkesmas dan membagi anggaag

tersedia untuk pembiayaan setiap kegiatan yanly tiesasun.
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» Tahap berikutnya adalah menyusun POA bulanan/aiitaun sesuai
kondisi daerah yang diambil dari POA tahunan unditkahas
dalam minilokarya bulanan/tribulanan yang selanjataliajukan
kepada kepala Dinas Kesehatan untuk mendapat (jeset
kegiatan dan pencairan uang.

b) Penggerakan Pelaksanaan (Mini Lokakarya)

Tahapan setelah POA bulanan dibahas dalam forum
minilokakarya Puskesmas dan mendapat persetujuan Tan
Pengelola serta slip pengajuan uang telah diseblghi Kepala Dinas
Kabupaten/Kota maka Tim Puskesmas melakukan kegjatag telah
direncanakan baik kegiatan di dalam gedung (raslahj rawat inap,
persalinan dan pelayanan lain) maupun kegiatanudr Qedung
(Puskesmas Keliling, Posyandu, survey-survey, @pabila dalam
pelaksanaan kegiatan terdapat masalah atau kelurdngya karena
bertambahnya sasaran maka Kepala Puskesmas dapeta se
menyelesaikan dan apabila dipandang perlu angdanabahan maka
dapat mengajukan usulan tambahan dana untuk kegi¢pada
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Pada proses penggerakan pelaksanaan, Kepala Paskesm
atau penanggung jawab wilayah dapat melakukan ororgg
supervisi terhadap kegiatan-kegiatan yang sedatekuitean oleh

petugas Puskesmas termasuk Bidan Poskesdes dark&aeleatan.
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Pada akhir atau awal bulan berikutnya sebelum njekaa
POA untuk bulan berikutnya, Puskesmas melakukarapigkasi
pencatatan dan menyusun laporan serta melakukdnasv#@laporan
kegiatan). Hasil evaluasi kegiatan dibahas dalammilokiakarya
Puskesmas untuk menilai keberhasilan kegiatan, etehgi berbagai
permasalahan dan mencari solusi serta menyusuat&erdPOA) pada
bulan berikutnya.

Minilokakarya diharapkan dapat dilaksanakan secara
periodik bulanan atau tribulanan sesuai kondisirataglan peserta,
diharapkan dari lintas program dan lintas sektarakeatan dan juga
dihadiri oleh Tim Pengelola Jamkesmas Kabupatea/Kd?ada
minilokakarya yang dibahas sekaligus kegiatan Famsks lainnya non
Jamkesmas.

Monitoring dan Evaluasi

Hasil kegiatan bulanan yang telah dicatat dalamsteg
pencatatan dilakukan rekapitulasi untuk dibuat lapcsesuai dengan
format yang ada yang selanjutnya dikirim ke Tim dreala
Jamkesmas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Apabila selama satu bulan pelaksanaan pelayanan
kesehatan oleh Puskesmas ada keluhan atau pengadisyarakat
terhadap pelayanan Jamkesmas, Kepala Puskesmasra sege
menindaklanjuti dan apabila tidak bisa diselesaidanjuk ke Tim

Pengelola Jamkesmas.



87

2) Standar Pelayanan Publik Pelayanan Kesehatan padauBkesmas
Sobo Kabupaten Banyuwangi
Untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, Puakesobo memiliki
Standar Pelayanan Publik Pelayanan Kesehatan die$taas. Hal ini sesuai
dengan hasil wawancara dengan Bapak Eko Juni Haedaku petugas loket di
Puskesmas Sobo. Beliau menuturkan :
“Standar pelayanan publik kesehatan di Puskesm&® 80 meliputi
syarat mendapatkan pelayanan di Puskesmas, laragapah, hari dan
jam buka Puskesmas, biayanya dan juga alur pelaggaa dll. Untuk
lebih jelasnya, mbak saya kasih buku pedomannya gaj (Hasil
wawancara tanggal 8 Juni 2012 pukul 10.00 WIB dangu Loket
Puskesmas Sobo).
“Standar Pelayanan Publik Pelayanan Kesehatan skeBmas Sobo”
yaitu :
1) Syarat mendapatkan pelayanan di Puskesmas :

a. Membawa kartu identitas (KTP/SIM/ Foto copy Kartel#arga)
atau menyebutkan alamat dengan jelas serta norpgi bribadi
agar mudah dihubungi jika ada suatu masalah.

b. Bagi peserta baru, registrasi dahulu di ruang adtnasi.

c. Membawa kartu berobat Puskesmas atau Kartu Aslees Kartu
Jamkesmas.

d. Membayar biaya pelayanan sesuai tarif Perda Buyatnor 16

Tahun 2002 (kecuali pasien pemegang kartu Askes ata

Jamkesmas).
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Hari dan jam buka pelayanan Puskesmas :

a. Hari dan jam buka loket
Senin s/d Kamis : 07.00-11.00 WIB
Jum’at :07.00-10.00 WIB
Sabtu : 07.00-11.00 WIB

b. ‘Hari dan jam buka pelayanan kesehatan

Senin s/d Kamis : 08.00-14.00 WIB

Jum’at : 08.00-10.30 WIB
Sabtu : 07.00-12.00 WIB
Lama pelayanan tiap pasien :
a. Pendaftaran di Loket : max 10 menit
b. Pelayanan di Poli Umum : Pemeriksaan medis : maxdiiit
Tindakan medis : max 60 menit
c. Pelayanan di Poli gigi : max 30 menit
d. Pelayanan Imunisasi : max 10 menit
e. Pelayanan kesehatan Ibu dan Anak : max 15 menit
f. Pelayanan KB ' max 15 menit
g. Pemeriksaan Laboratorium : max 60 menit
h. Pelayanan apotek/obat : Obat racikan : max 3titme
Obat non racikan » max 15 menit
Biaya atau tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas

Sesuai dengan Perda Bupati Nomor 16 Tahun 2002ngmRetribusi

Pelayanan Kesehatan, yaitu :



Pemeriksaan untuk mendapat Surat Keterangan BeriSeteat
Rp 2.500,-
Pemeriksaan Catin ( Calon Pengantin ) Rp. 5.000,-

Pemeriksaan Haji Rp. 30.000,-

. Pemeriksaan spesialistik

-Pap Smear perorangan Rp. 65.000,-

-Pap Smear Kolektive ( minimal 10 orang) Rp. 60,000
Pelayanan Tindakan bertujuan untuk kosmetik RE®ED-
Protese gigi tiruan, korset, alat kontrasepsi.

Circumsisi ( khitan ) Rp 250.000,- , Tindik Rp 1800-

. Pelayanan yang tak sesuai prosedur ketentuan R0

Laboratorium :

- Glukosa darah Rp. 11.000,-

- Uric Acid Rp. 11.000,-

- Kolesterol Rp. 25.000,-

- Trigliserida Rp. 25.000,-

- HDL Rp. 25.000,-

- LDL Rp. 20.000,-

- Gol. Darah Rp. 5.000,-

- Thrombosit Rp. 5.000,-

- Darah Lengkap Rp. 20.000,-

- PP test Rp. 10.000,-

89
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5) Alur pelayanan pasien
a. Pasien datang ke Puskesmas, mendaftar di loketfiarah :

» Pasien baru membawa identitas diri, pasien lama baem
kartu berobat;

» Pasien mengutarakan Poliklinik yang akan dituju akkp
petugas loket pendaftaran;

e Pasien umum membayar retribusi biaya pelayananhkise
pasien Askes/Jamkesmas menunjukkan kartu Askesédanals;

« Pasien menunggu di ruang tunggu sebelum dibawaketau
pelayanan yang dituju.

b. Pelayanan :

Pasien dipanggil ke tempat pelayanan :

a. Poli Umum/Poli Gigi/Pelayanan Imunisasi/Pelayandf/KB.

b. Pelayanan di Poli Umum dengan kemungkinan :
a) Perlu pemeriksaan Laboratorium
b) Perlu konsultasi antar Poliklinik
c) Perlu tindakan medis
d) Pelayanan apotek/obat untuk memperoleh obat
e) Perlu pengobatan/dirujuk ke RS

Alur pelayanan dapat di tunjukkan melalui gambagamaberikut

ini:



Pengunjung
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Bagan 1. Alur Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sobo

Tahun 2012

BP-Anamnesa
-Pemeriksaan |
-Px. Penunjang |
-Diagnosa
-Tindakan

Loket Pendaftararn

Poli Gigi

-Anamnesa
-Pemeriksaan

RuangTunggu -Px. Penunjang | K. Obat
-Diagnosa

-Tindakar

I\

Poli KIA- Rujukan
Anamnesa - R.S
Pemeriksaan A

Px. Penunjang [*
-Diagnosa
-Tindakar

LaboratoriumPe
P> meriksaan |«
Spesime

Konsultasi KB,
KKR & Pojok
Gizi

A
A

Sumber: Dokumentasi Puskesmas Sobo 2012
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Alur pelayanan di Puskesmas Sobo cukup di mengsein pasien-
pasiennya. Tidak ada perbedaan alur antara pasiemulan pasien khusus. Hal
ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Nuhid&h selaku pasien
Jamkesmas Puskesmas Sobo. Beliau menuturkan :

“Pelayanan untuk pasien Jamkesmas yaitu waktu sadipkoket dia

langsung menyerahkan kartu Jamkesmas, lalu merndapanap yang
selanjutnya di bawa ke poli yang akan dituju. Pateyn yang di dapatkan
sama dengan pasien lain, yaitu harus mengantrirtsgpesien-pasien
lainnya. Setelah mengantri nanti di panggil namamyeh petugas
Pukesmas untuk mendapatkan pelayanan” (Hasil wawartanggal 12
Juni 2012 pukul 09.00 WIB di ruang tunggu PuskesSw).

Hal senada juga diungkapkan oleh pasien Jamkesangsbgernama Bapak
Momon. Beliau menuturkan :

Pelayanannya ya sama saja mbak untuk pasien Jamkesaupun umum.
Bedanya ya cuma gratis dan tidaknya itu. Kalaugpedamkesmas seperti
saya ya gratis, kalau pasien umum ya bayar waktulokiét itu.
Persamaannya ya sama-sama mengantri mbak” (Has@hweara tanggal
12 Juni 2012 pukul 09.00 WIB di ruang tunggu Pusies Sobo).

Sedangkan berikut hasil wawancara dengan Bapakddtdselaku pasien
umum Puskesmas Sobo. Beliau menuturkan :

“Untuk pasien umum seperti saya, alur pelayanaryayaama saja mbak
walaupun kita membayar alias tidak gratisan tefsmdayanannya sama
saja dengan pasien Jamkesmas, juga harus mendalatrijumlah
pasiennya banyak” (Hasil wawancara tanggal 12 2042 pukul 09.15
WIB di ruang tunggu Puskesmas Sobo).

Hal serupa juga diungkapkan oleh pasien Umum yargama Bapak
Sabar. Beliau menuturkan :

“Setahu saya pelayanan pada pasien umum dan Jaakesma mbak,

perbedaannya hanya terletak pada gratis dan tidaktglau pelayanan

yang lain-lain sama” (Hasil wawancara tanggal 12 2012 pukul 09.15
WIB di ruang tunggu Puskesmas Sobo).
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6) Hak pengguna layanan

a. Memperoleh informasi tentang pelayanan kesehatag hparlaku

f.

di Puskesmas;
Mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan staridgamen;

Menerima konsultasi medis;

. Mendapatkan informasi atas penyakit yang dideritagdakan

medis yang dilakukan, kemungkinan penyulit sebaghkibat
tindakan medis dan cara mengatasinya;

Menyetujui atau menolak atas tindakan medis yan@nak
dilakukan, kecuali untuk Kasus Kejadian Luar Bi@saB);

Menyampaikan keluhan, kritik atau saran.

7) Kewajiban pengguna layanan

a. Membawa identitas diri untuk pasien baru, pasiemalanembawa

kartu berobat (layanan umum), kartu ASKES (layaASKES)
dan kartu Jamkesmas (layanan masyarakat miskin);
Membayar biaya pelayanan sesuai tarif Perda Buyatnor 16
Tahun 2002 untuk pasien umum;

Mengikuti alur pelayanan di Puskesmas;

. Mentaati peraturan pelayanan sesuai standar pelayadi

Puskesmas.

8) Kewajiban penyedia layanan (Puskesmas)

a. Memberikan informasi tentang pelayanan kesehatag yerlaku

di Puskesmas;
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b. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelgyana

c. Menegur pengguna layanan yang tidak mentaati ketant
pelayanan.

9) Hak penyedia layanan (Puskesmas)

a. Menarik retribusi pelayanan sesuai dengan PerdatBNmor 16
Tahun 2002;

b. Membuat peraturan yang berlaku di Puskesmas sesiika
profesi, standar profesi dan standar pelayanarhkése

c. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakayastu
sesuai profesinya.

10)Pelayanan informasi dan pengaduan

Apabila pelayanan kurang memuaskan, pengguna |ayatapat

menyampaikan keluhan, kritik atau saran dengan eréakan

identitas jelas, yaitu :

Nama

Umur

Alamat

Ditujukan kepada :

a. Puskesmas tempat pasien yang bersangkutan menraapatk
pelayanan;

b. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Jl. Letkakladt 45

Banyuwangi.
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2. Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan ditRBkesmas

Sobo melalui Jamkesmas

a. Kualitas Pelayanan Dilihat dari 5 Indikator
1) Tangible (fasilitas fisik), seperti petugas pemberi pelayaan kesehatan
serta sarana dan prasarana untuk melayani masyarakamiskin.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ndstitayah Sobo,
Puskesmas Sobo memiliki sarana dan prasarana yapat dnenunjang
pelaksanaan pelayanan kesehatan. Sarana dan peasgaag ada dalam
penggunaannya tidak ada perbedaan antara pasidin ndisn pasien umum.
Semua pasien berhak mendapatkan fasilitas ini, ehgmgrbedaannya pada
pengguna Jamkesmas tidak mengeluarkan biaya sadmh sedangkan pasien
umum harus membayar sesuai dengan tarif yang shelddku. Daftar tarifnya
yaitu sebagai berikut (Perda Bupati Nomor 16 Ta2QR) :

1. Pemeriksaan untuk mendapat Surat Keterangan Berlseteat

Rp 2.500,-

2. Pemeriksaan Catin ( Calon Pengantin ) Rp. 5.000,-

3. Pemeriksaan Haji Rp. 30.000,-

4. Pemeriksaan spesialistik

-Pap Smear perorangan Rp. 65.000,-
-Pap Smear Kolektive ( minimal 10 orang) Rp. 60,000

5. Pelayanan Tindakan bertujuan untuk kosmetik RD-

6. Protese gigi tiruan, korset, alat kontrasepsi.

7. Circumsisi ( khitan ) Rp 250.000,- , Tindik Rp 1G00-
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8. Pelayanan yang tak sesuai prosedur ketentuan RjQ.0
9. Laboratorium :
- Glukosa darah Rp. 11.000,-
- Uric Acid Rp. 11.000,-
- Kolesterol Rp. 25.000,-
- Trigliserida Rp. 25.000,-
- HDL Rp. 25.000,-
- LDL Rp. 20.000,-
- Gol. Darah Rp. 5.000,-
- Thrombosit Rp. 5.000,-
- Darah Lengkap Rp. 20.000,-
- PP test Rp. 10.000,-
Daftar sarana dan prasarana di Puskesmas Sobaithelip
1. Loket
Pendaftaran pengunjung dengan sistem komputer@asgie pada
semua pelayanan memungkinkan pelayanan cepat, depatkurat.
Untuk mendapatkan pelayanan dengan membawa karjurigan atau
identitas.
2. Ruang Balai Pengobatan dengan Peralatannya
Pelayanan yang professional dan pengobatan rasienglan standart
Qualiti Assurancealari WHO, melayani pengobatan, kegawat daruratan

dan konseling kesehatan.
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. Poli Gigi dengan peralatan modern

Perawatan gigi secara teratur, kunjungan pelaygitarsetiap 6 bulan
sekali akan mengurangi resiko gangguan pada gigimddut. Poli gigi

melayani pemeriksaan, pencabutan, tambal gigi sewse& tetap,
pembersihan karang gigi serta konseling kesehaggn g

. 'Ruang SDIDTK

Layanan SDIDTK merupakan layanan terbaru dari Fameks Sobo,
yang melayani anak-anak sehat dalam mendeteksidamilntervensi
Tumbuh Kembangnya. Layanan ini diresmikan oleh Bupati Hj.

Dani Azwar Anas pada tanggal 25 Juli 2011.

. Ruang Tunggu

Pemeriksaan yang teliti dan akurat, membutuhkantwaRuang
tunggu yang luas dengan aneka bunga disetiap sudogan serta
taman dengan pancuran airnya mengurangi kejenularernp saat

menunggu giliran pengobatan.

. Pustu dan Poskes

Perluasan pelayanan kesehatan yang merata, PuskeSwoio

menyediakan Puskesmas Pembantu yang buka setiapldrarpos

kesehatan pada setiap kelurahan dengan pelayapadue

. Tanaman Toga

Mengusahakan kesembuhan penyakit lewat pengobataalis m
memang bukan suatu yang luar biasa, tapi menjagataguh tetap

sehat dengan obat-obatan peninggalan nenek moyary diperoleh
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dari berbagai tanaman disekeliling kita. Disampmgnunggu antrian,
Saudara bisa belajar pengobatan dengan meliham&madoga di
sekeliling Puskesmas.

8. Parkir

Lahan parkir yang luas, bersih dan aman dengargaetparkirnya,
memberikan rasa aman dan nyaman saat pelayanan.

9. Kamar Obat

Obat generic memiliki khasiat sama dengan obataobdtermerk.
Puskesmas Sobo menyediakan obat-obatan dasar kasuls-kasus
penyakit.

Puskesmas Sobo terus melakukan peningkatan kugdéks/anannya,
tidak hanya pada masyarakat umum melainkan jugi@dep masyarakat miskin.
Berdasarkan hasil wawancara kepada dr. LiastutiskseKepala Puskesmas
Sobo, menyatakan bahwa :

“Pelayanan bagi masyarakat miskin melalui prograamkksmas di
Puskesmas Sobo tidak ada perbedaan fasilitas, sgmugatis tanpa
terkecuali sesuai dengan penyakit yang telah tendgng bisa ditangani
dengan program Jamkesmas. Puskesmas Sobo sebdajai ssdu
Puskesmas yang memiliki fasilitas cukup lengkapekar memiliki
Laboratorium sendiri untuk mendeteksi:

» Kadar Protein

» DL (Darah lengkap/darah rutin yang meliputi gukrah, asam urat,
kolesterol)

Urine lengkap

Pemeriksaan kehamilan

Pemeriksaan golongan darah

Pemeriksaan HB

X-Ray (Radiologi)” (Hasil wawancara tanggal 18 J@012 pukul
11.30 WIB di ruang Kepala Puskesmas Sobo).
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Fasilitas yang ada tidak hanya dirasakan oleh pasieum saja, pasien
miskin berhak mendapatkan fasilitas tersebut talipadakan sama sekali dalam
penggunaannya. Hal ini dapat didukung berdasarkasil wawancara pada
beberapa pasien yang sebagian besar menyatakannmratapatkan fasilitas
tersebut.

Hasil wawancara tanggal 18 Juni 2012 pada seorasigmp bernama lbu
Khusnul Khotimah menyatakan bahwa pelayanan yamgdadPuskesmas Sobo
menurut beliau cukup lengkap. Beliau tidak perltadg ke Rumah Sakit untuk
sekedar memeriksakan kesehatan rutin terutama Yemmgubungan dengan
Laboratorium karena disini sudah cukup lengkapudpet yang ada di Puskesmas
Sobo juga baik menurut penuturan lbu Khusnul. Bejiaga bercerita mengenai
Posyandu dan Puskesmas Keliling yang sering d&arn@mpung beliau. Beliau
mengatakan :

“Ada petugas dari Puskesmas yang datang ke temipggat saya,

biasanya ada yang datang ke rumah-rumah untuk nfengiasikan

pelayanan KB juga Posyandu” (Hasil wawancara tan@g8aJuni 2012

pukul 10.00 WIB di ruang tunggu Puskesmas Sobo).

Bukti-bukti atau wujud nyata dari pelayanan yangupe fasilitas fisik
seperti adanya petugas yang melayani pelanggamdadé ini pasien miskin,
telah mendapatkan fasilitas tersebut. Tidak tangddnya perbedaan dari cara
petugas melayani pasien umum dan pasien miskiapiTttrkadang untuk pasien
miskin ada yang belum mengerti bahwa dia berhakdaqgatkan fasilitas tersebut.
Disini ada peran petugas untuk mensosialisasikbw#dasilitas tersebut ada dan

berhak dimanfaatkan tanpa harus pasien miskin berddd Rumah Sakit hanya
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untuk sekedar pengecekan rutin darah di Laboratoriiarena di Puskesmas
Sobo fasilitas tersebut sudah bisa dikatakan cigagkap.

Sarana dan Prasarana yang ada di Puskesmas Sabamprgalami
peningkatan seperti adanya ruang tunggu yang nyahanini sesuai dengan
hasil wawancara dengan Bapak Busri selaku pasieikelamas di Puskesmas
Sobo. Beliau menuturkan :

“Yang paling nyaman itu ruang tunggunya mbak, ldas bersih, ada TV

nya juga jadi para pasien tidak jenuh walaupun raetrglama” (Hasil

wawancara tanggal 18 Juni 2012 pukul 10.15 WIB whng tunggu

Puskesmas Sobo).

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Fatonah sgbakien Umum di
Puskesmas Sobo. Beliau menuturkan :

“Sarana dan prasarana di Puskesmas Sobo ini sudalp dengkap.

Apalagi sekarang ruang tunggunya semakin dipedaaguga disekeliling

ditambah tanaman-tanaman obat. Jadi tidak teraskumn @ kita

mengantri sampai berjam-jam” (Hasil wawancara tahd@ Juni 2012

pukul 10.30 WIB di ruang tunggu Puskesmas Sobo).

2) Realiability (Keandalan), seperti kemampuan petugas dan kete st
waktu dalam memberikan pelayanan, dan mampu membekan
informasi.

Ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan kesehkaada pasien
merupakan kewajiban bagi petugas pemberi pelayditak terkecuali bagi
masyarakat miskin, mereka juga memiliki hak untuknoapatkan pelayanan
kesehatan yang sama seperti pasien umum lainnyaurMtestandar pelayanan

publik untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas Smdlaksanaan pelayanan

berdasarkan waktu yaitu :



e Hari dan jam buka pelayanan Puskesmas :
a. Hari dan jam buka loket
Senin s/d Kamis : 07.00-11.00 WIB
Jum’at :07.00-10.00 WIB
Sabtu : 07.00-11.00 WIB
b. ‘Hari dan jam buka pelayanan kesehatan
Senin s/d Kamis : 08.00-14.00 WIB
Jum’at : 08.00-10.30 WIB
Sabtu : 07.00-12.00 WIB
e Lama pelayanan tiap pasien :
a. Pendaftaran di Loket
b. Pelayanan di Poli Umum : Pemeriksaan medis
Tindakan medis
c. Pelayanan di Poli gigi
d. Pelayanan Imunisasi
e. Pelayanan kesehatan Ibu dan Anak
f. Pelayanan KB
g. Pemeriksaan Laboratorium
h. Pelayanan apotek/obat : Obat racikan

Olpain racikan
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: max 10 menit

. nBaxdnit

: max 60 menit

: max 30 menit

: max 10 menit

: max 15 menit

:'max 15 menit

> max 60 menit

: max &dim

: max 15 menit

Untuk memaksimalkan pelayanan, misalnya 15 mergisei masih belum

bisa sesuai karena banyaknya pasien yang menggymnan Puskesmas



102

sedangkan batas waktu selesai pelayanan terbashsniHsesuai dengan hasil
wawancara dengan Bapak Joko Ismawan selaku pdblgasli Puskesmas Sobo.

Beliau menuturkan bahwa :

“Puskesmas sendiri untuk melakukan pelayanan sé@bhaga standar
waktu yang telah ada sedikit sulit, karena Puskesseadiri setiap harinya
melayani banyak pasien dari 7 kelurahan yang edtadatang perharinya
mencapai 200 pasien, malah pernah suatu hari 8300 pasien. Jadi
petugas Puskesmas juga selain mengejar waktu kdrates selesai
pelayanan hanya sampai pukul 14.00 siang pasiars lsmiesai dilayani
semua, belum lagi ketika pasien tidak sabar menggka petugas lama
memeriksa, pasien yang lain akan protes karen& segera dilayani”
(Hasil wawancara tanggal 20 Juni 2012 pukul 10.38 W ruang Loket
Puskesmas Sobo).

Hal ini senada dengan penuturan dari dr. Liastigédtaku Kepala
Puskesmas Sobo dan penanggung jawab Jamkesmas, yait
“Puskesmas memiliki batas waktu pelayanan sampkulpl4.00 siang,
kecuali Jum’at hanya sampai pukul 10.30 dan Sahikulp 12.00
siang.Karena setelah melakukan pelayanan di Puslsgsmetugas
Puskesmas juga harus melayani Posyandu (Pos Patayéerpadu)
sampai Puskesmas keliling di wilayah-wilayah operssnya. Sehingga
pihak Puskesmas juga harus dituntut menyelesailkdaygnan kepada
pasien disisi lain harus memenuhi standar pelayanatuk waktu
pelayanan, memang berat, tetapi untuk Puskesmae Bobmemiliki
fasilitas rawat inap dan ada dokter jaga. KetikakBamas sudah harus
tutup, pasien dapat berobat di bagian rawat inafésil wawancara
tanggal 20 Juni 2012 pukul 09.30 WIB di ruang Kegdaliskesmas Sobo).
Berdasarkan data hasil wawancara dapat dilihat &atandar pelayanan
kesehatan dalam hal ini masalah ketepatan waktihrhakim maksimal, namun
dari hasil pengamatan, petugas Puskesmas terimasdha dengan keras untuk
memberikan pelayanan kesehatan dengan maksimahuplal masyarakat sering
protes untuk segera diberi pelayanan, petugas s@sia merta meninggalkan
pasien lain. Mereka tetap bertanggung jawab untekyelesaikan pelayanan.

Konsistensi dari kinerja petugas tetap dipertahanklan menjaga saling
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ketergantungan antara petugas dan pasien miskinkagarcayaan dapat selalu
terjaga.

Petugas di Puskesmas Sobo sudah cukup memenukikiasaldi bidang
kesehatan. Mereka terdiri dari Dokter Umum (1 ojampkter Gigi (1 orang),
Perawat (7 orang), Perawat Gigi (1 orang), Bidaoréhg), Asisten Apoteker (1
orang), dan Analis Medis 1 orang. Petugas medi®wikesmas Sobo selalu
berusaha untuk memaksimalkan pelayanannya kepadmasegasien tanpa
terkecuali. Walaupun dirasa tugas yang di embahdtat karena disamping harus
melayani di Puskesmas, petugas medis harus seeasgantian memberikan
pelayanan kesehatan di Posyandu di wilayah-wilagdémpat.

Petugas di Puskesmas Sobo yang berjumlah 33 asadgh termasuk staf
dan tim medis) melayani pasien di wilayah KeluraBabo dan mampu menerima
pasien dari wilayah selain Kelurahan Sobo. Terbgastim medis tidak
mengurangi semangat petugas untuk memberikan pelayaalaupun memang
terkadang merasa perlu tenaga tambahan.

3) Responsiveness (daya tanggap), rasa tanggung jawab terhadap
kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kecepatan
dalam menanggapi masalah, tidak berbelit-belit.

Daya tanggap dari petugas pelayanan, yang melgmlayanan sesuai
dengan urutan waktunya, menghubungi pelanggan agnep apabila terjadi
sesuatu yang perlu segera diberitahukan. Kesedmhapelayanan merupakan

salah satu daya tanggap yang dimiliki oleh pihakyptenggara pelayanan, dalam
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hal ini Puskesmas Sobo. Dimana pelayanan yang ikliiperdiselenggarakan
dengan mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-balit dipahami oleh pasien.

Berdasarkan hasil pengamatan selama penelitianskeBmas Sobo, alur
pelayanan di Puskesmas Sobo cukup sederhana dahmiphami oleh pasien
serta tidak berbelit-belit. Pasien dalam hal inalad pasien umum dan pasien
Jamkesmas. Alur pelayanan sebagaimana telah dickatudalam gambar “Alur
Pelayanan Kesehatan” di Puskesmas Sobo. Tidak ed#sdaan dalam alur
pelayanan terhadap masyarakat miskin yang menggun&lrtu Jamkesmas.
Yang membedakan hanya ketika memasuki loket, paskamkesmas
menyerahkan kartu lalu mendapatkan map sesuaiyBolj akan dituju tetapi
untuk pasien umum ketika memasuki loket, membayayabretribusi terlebih
dahulu.

Kesederhanaan prosedur pelayanan juga didukunghbalkarapa pasien
yang berhasil di wawancara. Ketika diajukan peramymengenai kemudahan
dalam memahami alur pelayanan, mulai dari pasiedamsampai tua mengerti
prosedur namun terkadang ada beberapa orang ydaig iengerti dan tidak
malu untuk bertanya bagaimana alur pelayanannyab@eaalur pelayanan dapat
dilihat dengan jelas di salah satu sudut dindingwskesmas Sobo.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara denganepasamkesmas yang
bernama Ibu Nur Wahidah. Beliau menuturkan :

“Pelayanan untuk pasien Jamkesmas yaitu waktu sSadipkoket dia

langsung menyerahkan kartu Jamkesmas, lalu merdapabap yang

selanjutnya di bawa ke poli yang akan dituju. Pateyn yang di dapatkan

sama dengan pasien lain, yaitu harus mengantrirtsgpesien-pasien
lainnya. Setelah mengantri nanti di panggil namamyeh petugas
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Pukesmas untuk mendapatkan pelayanan” (Hasil wawanenggal 12
Juni 2012 pukul 09.00 WIB di ruang tunggu PuskesSai).

Daya tanggap pihak Puskesmas juga nampak ketidlap@at pasien yang
meminta rujukan ke Rumah Sakit. Pasien yang ingiojuk memang harus
melewati prosedur yang ada, sebenarnya proseduk oreéminta rujukan tidaklah
rumit asalkan mengerti mengenai alurnya yaitu melgihak Puskesmas terlebih
dahulu sebelum ke Rumah Sakit.

Cukup mudahnya rujukan dapat diketahui melaluillveswancara dengan
salah seorang pasien yang pernah memanfaatkatatasiljukan. Yaitu Ibu Titik
dimana sang anak juga ikut dalam kepesertaan Jamkedan sudah pernah
mempergunakan kartu Jamkesmas ketika sang anak rRagnah Sakit karena
infeksi lambung, rujukan dari Puskesmas Sobo. Behanuturkan :

“Waktu itu keadaan anak saya sudah sangat gawigtifadangsung saja

ke Rumah Sakit karena kita tidak sempat memintatsurjukan ke

Puskesmas. Saat pihak Rumah Sakit meminta sungtamnj baru saya

meminta ke pihak Puskesmas. Prosedurnya mudah rdbaak tidak

dipersulit oleh pihak Puskesmas” (Hasil wawancarggal 26 Juni 2012

pukul 08.30 WIB di ruang tunggu Puskesmas Sobo).

Sebenarnya prosedurnya cukup mudah, namun tidakunghni ketika
pasien dalam keadaan darurat maka langsung dibawRuknah Sakit tanpa
meminta rujukan terlebih dahulu dari pihak Puskesratika pihak Rumah Sakit
meminta surat rujukan, keluarga pasien baru memuptikan kepada Puskesmas.
Hal ini sebenarnya merupakan masalah karena tidaigikuti prosedur yang ada,

namun pihak Puskesmas memaklumi dan segera membesglrat rujukan

kepada keluarga pasien karena pasien dalam kegedeaeat darurat.
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4) Assurance (Jaminan), seperti profesionalitas petugas yang
berpengalaman, memiliki pengetahuan dan keterampila dalam
bidangnya.

Dalam hal ini petugas pelayanan harus memiliki kapan, yaitu para
petugas pelayanan harus menguasai keterampilan pgaigetahuan yang
dibutuhkan dalam melayani pelanggan. Keterampikm gkengetahuan dalam hal
ini sebagai jaminan bahwa petugas tersebut mampayam pelanggan serta
memberikan rasa percaya kepada pelanggan atasapafayyang diberikan.
Pelanggan akan merasa aman, tidak ada keragu-ratprarpelanggan dalam
menerima pelayanan. Dalam hal ini adalah pelaydtesehatan yang rentan
sekali terhadap resiko mengenai bahaya suatu pingaka dampak yang
ditimbulkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dr. Liastutikks Kepala Rumah
Sakit Puskesmas Sobo, beliau menuturkan :

“Dalam memberikan pelayanan kesehatan pada papingas wajib

memberikan informasi mengenai penyakit yang didetihdakan medis

yang akan diterima oleh pasien serta kemungkinaryybé yang akan
timbul dari tindakan medis tersebut.Penyulit mekapa efek yang
mungkin timbul akibat dari tindakan medis, misalisgga ketika seorang
pasien telah menjalani operasi usus buntu, paseasipmungkin pasien
akan merasakan gejala-gejala lain yang mungkin uiinb(Hasil

wawancara tanggal 26 Juni 2012 pukul 10.00 WIB uhng Kepala

Puskesmas Sobo).

Petugas di Puskesmas Sobo terdiri dari 33 orangg yaasing-masing

memiliki keterampilan di bidangnya. Jika dilihatridgumlah tenaga kerja di

Puskesmas Sobo khusus untuk tenaga medis yaitu :
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Tabel 3. Tingkat Pendidikan Tenaga Medis di Puskesas Sobo

Tahun 2012
No Nama Jabatan Pendidikan
Akhir

1 Dr. Liastutik Dokter Umum S1, Kedokteran

2 Drg. Tri Rudiati Dokter Gigi S1, Kedokteran

< Ni Ketut Srinadi Perawat Gigi SPRG

4 | Koeshartiningsih Analis Medis D3, Analis Medis
5 Hj.Endang Setyowati Bidan Sek Bidan

6 Sudarsiningsih,Amd Keb Bidan D3, Kebidanan
7 | Asmawiyah, Amd Keb Bidan D3, Kebidanan

8 Ika Wulandari, Amd Keb Bidan D3, Kebidanan

9 | Shinta Permata,Amd keb Bidan D3, Kebidanan
10 | Endang Ratna Bidan D3, Kebidanan
11 | Hj. Zunaidah, Amd Kep Perawat D3, Keperawatan
12 | Hanipan, SKM Perawat S2

13 | M Khoirul Anam, Amd Kep Perawat D3, Keperawatan
14 | Sri Andayani Perawat Akper, D3

15 | Heni Kristiana Perawat SPK

16 | Djudjuk Budi Karjanti Perawat SPK

17 | Ach. Dimyati Perawat SPK
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18 | Dwi Lilis Sriyani Asisten Apoteker | SMF

Sumber: Dokumentasi Puskesmas Sobo 2012

Terlihat pada tabel diatas mengenai petugas Puslees$obo khusus
tenaga medis, telah memenuhi pengetahuan dan ikgiidaia di bidangnya. Dapat
dilihat dari tingkat pendidikan terakhir yang semye dari pendidikan di bidang
kesehatan. Hanya saja Puskesmas Sobo belum mebdkier Spesialis serta
Apoteker, selama ini masih Asisten Apoteker. Urterkis meningkatkan kualitas
pelayanan, maka pihak Dinas Kesehatan KabupatepuBamgi berupaya untuk
mengadakan pelatihan-pelatihan bagi petugas Puskegang juga bermanfaat
untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan paetugas dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Profesionalitas para petugas medis sangat dirasal@m para pasien.
Sesuai dengan wawancara dengan Ibu Faika selakienpdamkesmas di
Puskesmas Sobo. Beliau menuturkan :

“‘Dokter, Bidan dan Perawatnya sudah cukup profedidok mbak. 6

bulan yang lalu saya melahirkan disini, saya mermaupenyakit asma

dan Dokter menyarankan saya untuk melahirkan dndtu Sakit saja
karena takut berakibat fatal karena penyakit yaagasderita. Tetapi
karena saya tidak punya cukup biaya untuk melahidkaRumah Sakit,
akhirnya saya nekat saja tetap melahirkan di PuskesTernyata hasilnya
bagus mbak, saya dan anak saya selamat, Ibu Bidgugg sabar mbak,
ramah juga. Alhamdulillah sampai sekarang saya ateak saya sehat.

Hari ini saya datang kesini hanya untuk imunisasikasaya” (Hasil

wawancara tanggal 26 Juni 2012 pukul 10.45 WIB whng tunggu

Puskesmas Sobo)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Eka Sari sel@sien Umum di

Puskesmas Sobo. Beliau menuturkan :
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“Pelayanannya bagus mbak, Bu Dokternya sudah poofds kok.
Seminggu yang lalu anak saya sakit infeksi sallencting, hanya cukup
satu kali kesini anak saya sudah semindgk perlu balik kesini lagi”
(Hasil wawancara tanggal 26 Juni 2012 pukul 10.38 ¥/ ruang tunggu
Puskesmas Sobo).

Selain dengan adanya para petugas medis yang ipragspeningkatan
assurancedi Puskesmas Sobo: ditunjukkan dengan adanya bldédio generic
yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan wawancareggah Ibu Rohayati selaku
pasien Jamkesmas di Puskesmas Sobo. Beliau meaniturk

“Obat-obatan di Puskesmas ini termasuk generipitéidak kalah bagus

dengan obat-obatan mahal yang ada di apotek. Buaksiaya dan keluarga

saya cocok berobat disini dan Alhamdulillah semldehgan meminum
obat-obatan generic yang ada disini” (Hasil wawemdanggal 26 Juni

2012 pukul 10.45 WIB di ruang tunggu Puskesmas Sobo

5) Emphaty, yaitu perhatian kepada pelanggan, komunikasi yandaik
kepada pelanggannya.

Perhatian kepada pelanggan dapat ditunjukkan deke@ekatan petugas
dengan pelanggan. Kedekatan dapat ditimbulkan dekgeamahan, kesabaran,
perhatian dan persahabatan. Komunikasi yang bailgade pelanggan sangat
dibutuhkan, dalam hal ini pelanggan berhak memphbroiformasi dari pemberi
layanan dengan bahasa yang mereka mengerti. Jikhammengenai bahasa,
berdasarkan hasil pengamatan selama penelitiaragiaebbesar pasien miskin
dengan kartu Jamkesmas menggunakan bahasa Jaw&a kegdang
berkomunikasi. Rata-rata yang menggunakan bahaga datuk mereka yang
usianya sudah lanjut, tetapi untuk yang masih mumdugas menggunakan
bahasa Indonesia.

Saat melakukan wawancara pun peneliti terkadanggguerakan bahasa

Jawa ketika berkomunikasi. Seperti saat mengajugartanyaan mengenai
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pelayanan yang dirasakan oleh pasien, salah ssienpaenjawab dengan bahasa
Jawa, berikut merupakan penuturan dari Ibu Sudamemnigenai pelayanan yang
dia rasakan di Puskesmas Sobo :
“Kulo sampun dangu prikso wonten Puskesmas, biasgeeek kolesterol
niku. Prikso dateng Puskesmas niki pun lengkap reedapun mboten
usah dateng Rumah Sakit. Kulo biasane kaleh anék kulo namung
antri mangke dipanggil kaleh petugas. Biasane nikonten petugas
Puskesmas dateng RT kulo, Posyandu niku kaleh (K%il wawancara
tanggal 28 Juni 2012 pukul 08.15 WIB di ruang tunggiskesmas Sobo).
Menurut penuturan Ibu Sudarmi, beliau sudah sariagikmati pelayanan
di Puskesmas Sobo, biasanya sekedar cek kesebétaataupun berobat ketika
sakit. Kebetulan beliau selalu diantar oleh anakkeika pergi ke Puskesmas.
Kemudian Ibu Sudarmi mengantri dan menunggu dipangghanya. Beliau juga
mengatakan bahwa petugas Puskesmas sering datangil&gah tempat
tinggalnya untuk pelayanan Posyandu dan KB.
Peneliti juga mengamati ketika petugas Puskesmaso Snemeriksa
seorang pasien, mereka berkomunikasi dengan meakguonbahasa Jawa.
Petugas menanyakan gejala penyakit, penyakit yaeyith serta pemeriksaan

sampai pantangan yang harus dihindari kepada pategan menggunakan

bahasa Jawa.

b. Cakupan Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Pelagnan

Kesehatan

Menurut SK Menteri Kesehatan Rl No. 125/Menkes/8R008, cakupan
masyarakat yang berhak mendapatkan pelayanan kasanalalui Jamkesmas,

yaitu :
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9.
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Keluarga tersebut untuk memenuhi kebutuhan makhariskari
berat atau makan sehari-hari 1 sampai dengan 2 Jdedlari
sehingga kondisi tidak layak gizi.

Luas lantai bangunan tempat tinggal <8 m#/orang.

Jenis lantai bangunan tempat tinggal terluas daat/bambu/kayu
murahan.

Jenis dinding terluas dari bambu/rumbia/kayu yamegkimelitas
rendah/tembok tanpa plester.

Tidak punya WC sendiri.

Penerangan bukan listrik.

. Air minum berasal dari sumur/mata air tak terlingisangai/hujan.

Bahan bakar memasak dari kayu/arang/minyak tanah.

Beli pakaian baru hanya 1 stel/tahun.

10.Jika sakit, tidak bisa bayar obat ke PuskesmasiiPaki.

11.Pekerjaan buruh dengan penghasilan rendah ataapesad

< Rp. 600.000/bulan.

12.Tidak mempunyai aset minimal Rp. 500.000 seperti :

» Sepeda motor;
* Ternak;

» Perhiasan;

e TV,

* Tabungan.
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13.Bayi baru lahir dari keluarga miskin otomatis masd&lam
kepesertaan orang tua/janda. Dan selagi memilikiakga yang
mapan tidak masuk dalam kepesertaan.
14.Kriteria tambahan pengguna SKTM untuk bisa masulanda
kepesertaan Jamkesmas :
* Penderita penyakit kronis (gagal ginjal, kankerkitsgiwa,
kelainan darah, stroke, AIDS, TB Paru).
* Bukan dari keluarga yang mampu.
* Yang masuk kepesertaan hanya penderita penyakitbet,
anggota yang lain tidak termasuk.
* Pendapatan sedikit di atas miskin (antara Rp 600.Gampai
Rp 800.000,-).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala PuskeSoias yaitu dr.
Liastutik :
“Mulai tahun 2010 SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampidak bisa
digunakan lagi untuk memperoleh pelayanan keselgptdis, masyarakat
miskin harus terdaftar pada Jamkesmas. Ini diselvakérena sebelumnya
banyak yang menggunakan SKTM tetapi tidak terdgftata Jamkesmas
yang mendapatkan pelayanan gratis, padahal dagesyalah dilimpahkan
pada Puskesmas terbatas sesuai dengan kuota ymigagia. Oleh karena
itu peserta yang memenuhi kriteria miskin harudagar terlebih dahulu
dalam Jamkesmas, alurnya mulai dari RT/RW, Keluraten Kecamatan
untuk mendapatkan SKTM selanjutnya peserta didatdasarkan kriteria
miskin. Jadi diharapkan dengan adanya alur sepertnasyarakat yang
terdaftar benar-benar masyarakat yang berhak maticap pelayanan
kesehatan dengan program Jamkesmas” (Hasil waveateaggal 2 Juli
2012 pukul 11.00 WIB di ruang Kepala Puskesmas Fobo

Data cakupan kepesertaan Program Jamkesmas dhpat dalam tabel

berikut ini :
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Tabel 4. Data peserta Jamkesmas di Dalam Wilayah Bkesmas Sobo

Tahun 2008-2011

Jumlah Peserta Jamkesmas

No Kelurahan 2008 2009 2010 2011

Jiwa) | (Jiwa) (Jiwa) (Jiwa)

1 | Sobo 1050 1536 1608 1716
2 | Penganjuran 982 1143 1289 1554
3 | Taman Baru 976 1098 1445 1956
4 | Tukang Kayu | 1217 1765 1898 2012
5 | Kebalenan 1090 1890 1978 2257
6 | Pakis 1654 1891 2090 2276
7 | Sumberejo 991 1009 1213 1489

Jumlah 8.160 10.332| 11.521 13.260

Sumber :DokumentasiPuskesmas Sobo tahun 2012

Berdasarkan hasil wawancara dengan dr. Liastutilakse Kepala

Puskesmas dan penanggung jawab Program JamkesRzskdsmas Sobo :

“Cakupan pelayanan kesehatan untuk Program Jamkesmediputi 7
Kelurahan yaitu Kelurahan Sobo, Penganjuran, Tamaru, Tukang
Kayu, Kebalenan, Pakis dan Sumberejo. Akhir tahemdin jumlah
peserta Jamkesmas berjumlah 13.260 jiwa. Cakupsmdarogram
Jamkesmas ini sudah lumayan berjalan dengan |&acana setiap tahun
pasien Jamkesmas bertambah, ini berarti cakupayanast miskin yang
seharusnya memperoleh pelayanan Jamkesmas sudahmetata” (Hasil
wawancara tanggal 2 Juli 2012 pukul 11.00 WIB dang Kepala

Puskesmas Sobo).
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3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pelayanand§ehatan
melalui Jamkesmas
Kendala-kendala yang dihadapi oleh Puskesmas Sajimt dibagi
menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor ekséér.
a. Kendala Faktor Internal
Kendala serta tantangan yang berasal dari faktermal yaitu kendala
yang berasal dari dalam organisasi institusi terséd®ndalanya adalah :
1) Masalah SDM (Sumber Daya Manusia)
Menurut penuturan Bapak Hanipan salah seorang pérdan juga
selaku Wakil Kepala Puskesmas Sobo :
“Tenaga kerja di Puskesmas Sobo yang berjumlahr&Bgoini
tenaganya kurang mencukupi untuk pelayanan. PusieeSobo
merupakan Puskesmas yang membawahi 7 Kelurahas, jik
dibilang kurang untuk tenaga medis ya memang Kuratapi
harus menyesuaikan memang. Pihak Puskesmas jugah sud
mengajukan kepada Dinkes (Dinas Kesehatan) untté&mbah
tenaga medis, namun biasanya tenaga yang dikirga pidak
sesuai dengan permintaan. Misalnya Puskesmas mgnhkiaut 5
tenaga medis tetapi hanya dikirim 3 tenaga medibshan” (Hasil
wawancara tanggal 2 Juli 2012 pukul 09.00 WIB ding Wakil
Kepala Puskesmas Sobo).
Banyaknya pelayanan yang harus dilakukan oleh fmaraga medis
dengan jumlah yang kurang juga membuat pelayanarangu
maksimal.  Menurut penuturan Bapak Hanipan di atagpat
digambarkan bahwa selama ini petugas medis yantalunya hanya
belasan harus melayani banyaknya pasien dari 7r&eda dan belum

lagi melayani Posyandu ke Kelurahan-Kelurahan gesatu bulan

sekali.
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b. Kendala Faktor Eksternal
Kendala faktor eksternal yaitu kendala yang bereaail lingkungan luar
instansi atau organisasi. Kendala eksternal yahgddipi oleh Puskesmas Sobo
yaitu :
1) Dengan Pasien Miskin (dalam sistem rujukan)

Masalah rujukan memang menjadi salah satu masaddéumd
pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakan.nMasyarakat
sering tidak mengerti alur administrasi pada sistejukan. Pasien
yang meminta rujukan seringkali sudah dibawa ke &unSakit
terlebih dahulu baru meminta surat rujukan darikesshas. Padahal
alurnya harus melalui Puskesmas dahulu baru ke R8akit. Tetapi
jika penyakit pasien masih bisa diatasi di rawapiPuskesmas Sobo,
pasien tidak perlu dirujuk ke Rumah Sakit. Disisiinl antara
Puskesmas dengan Rumah Sakit hanya ingin patuhgtadan yang
berlaku namun terkadang alur sistem rujukan tidekuai dimana
masyarakat yang tidak mematuhi alur, maka tanparajd&an dari
Puskesmas Sobo, pasien juga tidak bisa dilayanRuwihah Sakit
tersebut. Sesuai dengan hasil wawancara dengdnadtutik, beliau
menuturkan :

“Di Puskesmas Sobo ini masalah yang ditemui seakhgkada

sistem rujukan. Pasien yang meminta rujukan seaingsudah

datang ke Rumah Sakit terlebih dahulu tanpa menniptkan ke

Puskesmas. Padahal alurnya harus melalui Puskefahati baru

kemudian ke Rumah Sakit. Tetapi jika penyakit pasmasih bisa

diatasi di rawat inap Puskesmas Sobo, pasien pddla dirujuk ke

Rumah Sakit” (Hasil wawancara tanggal 2 Juli 20LRub 11.30
WIB di ruang Kepala Puskesmas Sobo).
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Seharusnya pihak Rumah Sakit tidak menerima pdsrsebut tanpa
ada rujukan dari pihak Puskesmas, kecuali pasi¢gamd&eadaan
darurat. Karena Puskesmas juga bertanggung javeabpasien yang
bersangkutan. Pihak Puskesmas juga memiliki keamajiluntuk
merawat pasien di wilayahnya, namun ketika penypiigien dirasa
tidak mampu bagi pihak Puskesmas untuk menangammafa boleh
dirujuk. Tetapi pihak Puskesmas juga tidak menanikgikaungkinan
bahwa saat keadaan panik, pihak pasien juga tidghikir masalah
administrasi atau prosedur yang ada sehingga Puskefangsung

memberikan surat rujukan.

C. Analisis dan Interpretasi Data

Dari penyajian data yang telah dipaparkan di atapat dilihat mengenai
pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas Sobo nyalfuti jenis-jenis
pelayanan serta prosedur pelayanan yang ada. Pgngh bertujuan untuk
menggambarkan peningkatan kualitas pelayanan keseh&husus bagi
masyarakat miskin di Puskesmas Sobo melalui addaykesmas serta kendala
apa saja yang dihadapi Puskesmas Sobo dalam peggataan pelayanan
kesehatan khusus bagi masyarakat miskin tersebut.

Sesuai konteks pelayanan publik di daerah, kehjad@sentralisasi dan
otonomi daerah ditunjukkan untuk meningkatkan Kkasli penyelenggaraan
Pemerintah Daerah, kesejahteraan rakyat dan peayaend masyarakat. Karena

itu Pemerintah Daerah harus menyediakan pelayanéiikp Jenis pelayanan



117

publik dalam hal ini adalah dalam bidang kesehatatalui program Jamkesmas.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwagrela kesehatan adalah hak
setiap lapisan masyarakat tanpa terkecuali makaksdihakanlah program
Jamkesmas. Keberhasilan program Jamkesmas di eskedan Jaringannya
perlu didukung dengan pelaksanaan manajemen pdageloagar cakupan
program dan pengendalian biaya berjalan dengan yeaiky meliputi :
1. Perencanaan
Kegiatan perencanaan pengelolaan tersebut adaausqeanPlan Of
Action (POA) (Juknis Jamkesmas 2008:8) baik berupa P@Anan pada
awal kegiatan maupun POA bulanan/tribulanan sebagaicana
pelaksanaan kegiatan bulanan/tribulanan. POA mkampa unsur
perencanaan yang wajib dibuat oleh Puskesmas dars lmaendapat
persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotakupencairan
anggaran Jamkesmas.
2. Penggerakan Pelaksanaan
Kegiatan penggerakan pelaksanaan meliputi prosegoRakarya untuk
membahas hasil kegiatan bulan lalu, hambatan/ntasia penyusunan
POA bulanan/tribulanan untuk kegiatan bulan yaranakatang. Pada saat
minilokakarya di Puskesmas diharapkan dihadiri olem Pengelola
Jamkesmas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pada pesggerakan
pelaksanaan ini juga dilakukan kegiatan pembinagefsisi baik di

dalam gedung maupun di luar gedung.
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3. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring ditujukan pada pemantauan pala&an kegiatan
sehari-hari termasuk penyelesaian pengaduan méaayatian kegiatan
evaluasi berupa kegiatan pencatatan dan pelapoesil kegiatan
dilakukan kinerja, berikutnya laporan hasil kegmatdilakukan analisis
hasil kegiatan. Monitoring dan evaluasi dilakukatasa berkala, baik
bulanan, tribulanan, semester maupun tahunan olemn Hengelola
Jamkesmas Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. btormgtdan evaluasi
telah dilakukan melalui :

» Pertemuan dan koordinasi

* Pengelolaan Pelaporan Program (pengolahan darsiahali

* Kunjungan lapangan dan supervisi

* Penelitian langsung
Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota dalam hBimas Kesehatan
Kabupaten Banyuwangi melakukan pemantauan dan asraterhadap
seluruh PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan) di Wilaga yang
bekerjasama dalam penyelenggaraan Jamkesmas, u&rmesmnastikan
berjalannya proses verifikasi pertanggungjawabanK PHEPemberi
Pelayanan Kesehatan) oleh tenaga pelaksana vtoifikidasil laporan
kemudian di laporkan ke Tim Pengelola Jamkesmassiridio untuk
dianalisa lebih lanjut dan hasilnya di umpan balikike Tim Pengelola
Jamkesmas Kabupaten/Kota. Selain itu hasil analisa Pengelola

Jamkesmas Provinsi seterusnya dilaporkan ke Tingdtela Jamkesmas
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Pusat. Untuk monitoring dan evaluasi di tingkat #@dten Banyuwangi
dilakukan per semester yaitu bulan Januari dan dalnun jika terjadi
masalah mengenai pelaksanaannya dapat dilakukdm dieloi dua kali
dalam setahun.

Menurut PP. Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsenttasi Tugas
Pembantuan menyatakan bahwa Pemerintah menyelakggasebagian urusan
yang menjadi kewenangannya di Daerah berdasarkanDekonsentrasi dan asas
Tugas Pembantuan. Dalam hal ini program Jamkesmesipakan program
nasional dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakawcarae nasional,
pelaksanaannya diserahkan kepada Daerah. MenurutN L&008:21)
Desentralisasi dapat berupa Tugas Pembantuaeddgbewind yang berarti
sebagai pembantu penyelenggaraan kepentingan-kegeemtdari pusat atau
daerah-daerah yang tingkatnya lebih atas oleh Bkeatibaerah yang lebih bawah
dimana sumber keuangan dari APBN, wewenang admasisya oleh Perangkat
Daerah Otonom, wewenang politik oleh Pusat.

Dari penyelenggaraan tugas pembantuan tersebutripréaheKabupaten
Banyuwangi membuat Keputusan Bupati Kabupaten Baaggi Nomor 28
Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Program Jamlsesmag telah terlampir
sasaran pelaksana program adalah Puskesmas damgadasgia. Sasaran
programnya adalah Masyarakat miskin yang memiligtk Jamkesmas yang
telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Banyuwaragipun masyarakat miskin
berdasarkan data Puskesmas atau berdasarkan Sateaarijan Miskin (SKM)

dari Kelurahan dan Kecamatan.
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1. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Mis di

Puskesmas Sobo melalui Jamkesmas

Berdasarkan data yang telah diperoleh sebelumnyat digketahui bahwa
jenis pelayanan kesehatan bagi masyarakat misliuskesmas Sobo diutamakan
pada upaya pelayanan kesehatan perorangan (propretientif, dan kuratif).

a. Jenis Pelayanan Kesehatan yang Dilayani di PuskesmsiaSobo

melalui Jamkesmas

Berdasarkan jenis-jenis pelayanan kesehatan dieBosls Sobo yang
sudah tersaji sebelumnya dalam penyajian datat dapaalisis bahwa pelayanan
kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas Solio febsifat Kuratif
(penyembuhan), Promotif (peningkatan), serta Ptdvépencegahan) karena
memang untuk upaya tindakan medis diserahkan padkePmas selaku UPT
(Unit Pelaksana Teknis) dari Dinas Kesehatan Katemp®anyuwangi. Untuk
upaya Rehabilitatif (pemulihan) banyak dilakukaehopihak Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyuwangi, biasanya dalam bentuk pehgunldan sosialisasi.

Berdasarkan sifat-sifat dari jenis pelayanan kesehdersebut hanya
menyebutkan mengenai promotif, preventif, kurat#ndrehabilitatif. Hal ini
sejalan dengan pendapat dari Effendi (1998:18)whatuang lingkup praktek
perawatan kesehatan masyarakat meliputi upaya-uparggbut. Namun ada
penambahan berupa Resosialitatif pada pemikiraenBiftersebut. Yaitu adalah
upaya untuk mengembalikan individu, keluarga, dalorkpok-kelompok khusus

ke dalam pergaulan masyarakat, diantaranya adalampok-kelompok yang di
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asingkan oleh masyarakat karena menderita suagakiemisalnya kusta, AIDS
atau kelompok-kelompok khusus seperti tunawisma.

Karena Puskesmas dalam hal ini merupakan salahusetupelayanan
kesehatan yang di anggap paling dekat dengan naksyadiharapkan memiliki
sifat resosialitatif karena dengan adanya upay#®uskesmas sebagai pelaksana
praktek perawatan kesehatan masyarakat dapat aergkalam meyakinkan
masyarakat untuk menerima kembali kelompok-kelomp@akg mempunyai
masalah tersebut, dan menjelaskan secara benalam&ssehatan yang mereka
derita tidak berbahaya terhadap kesehatan secselukeéhan.

Sifat resosialitatif ini dapat mencerminkan upayetugas Puskesmas
untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat pelayanan kesehatan.
Walaupun penyakit-penyakit untuk tingkat berat sgpa&lDS, Kanker, atau
penyakit berat lainnya tersebut tidak ditanggunggde Jamkesmas namun tetap
ada kewajiban petugas sesuai dengan tew Public Servicgebahwa pelayanan
publik harus responsif terhadap berbagai kepentirzan nilai-nilai publik yang
ada. Tugas Pemerintah Daerah dalam hal ini UPT Disvas Kesehatan yaitu
Puskesmas adalah melakukan negosiasi dan mengmaberbagai kepentingan
masyarakat dan kelompok komunitas. Dalam upaya ngkatkan akses dan
pemerataan pelayanan bagi peserta Jamkesmas, maskemn jaringannya
melakukan kegiatan proaktif mendekatkan kepadaraaseelalui kegiatan
Puskesmas keliling secara periodik dan berkesinagdu

Disamping itu pelayanan publik harus bersifat n@kaiminatif

sebagaimana dimaksud dasar teoritis yang digungddin teori demokrasi yang
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menjamin adanya persamaan warga negara tanpa maibeedkan asal usul,
kesukuan, ras, etnik, agama, dan latar belakangrteegn. Ini berarti setiap warga
negara diperlakukan secara sama ketika berhad&paal birokrasi publik untuk
menerima pelayanan sepanjang syarat-syarat yangutkan terpenuhi.

b. Prosedur Pelayanan Kesehatan melalui Jamkesmas dufkesmas

Sobo

Sesuai dengan “Standar Pelayanan Publik Pelayamsehdtan” yang
berlaku dimana standar pelayanan publik merupaleah ssatu upaya untuk
mencapai kualitas pelayanan. Menurut LAN (2008:4#@anfaat yang dapat
diperoleh dengan adanya standar pelayanan ania@di@ah :

1) Memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa merekalapat
pelayanan dalam kualitas yang dapat dipertanggwadjean,
memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan, megnjat
komunikasi antara pelanggan dengan penyedia peaydalam
upaya meningkatkan pelayanan, menjadi alat untukgoieur
kinerja pelayanan serta menjadi alat monitoring daluasi
kinerja pelayanan.

2) Melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik. Pi&grakinerja
pelayanan publik mutlak harus dilakukan, dikarenaldalam
kehidupan bernegara pelayanan publik ~menyangkutekasp
kehidupan yang sangat luas. Hal ini disebabkanstuigan fungsi
utama Pemerintah adalah memberikan dan memfassitiéabagai

pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat.



123

3) Meningkatkan mutu pelayanan. Adanya standar petayatapat
membantu unit-unit penyedia jasa pelayanan untulpatda
memberikan  pelayanan yang terbaik bagi masyarakat
pelanggannya. Dalam standar pelayanan ini dap#taiedengan
jelas dasar hukum, persyaratan pelayanan, prosgelayanan,
waktu pelayanan, biaya serta proses pengaduamgsehpetugas
pelayanan memahami apa yang seharusnya merekatakiakam
memberikan pelayanan.

Dari standar pelayanan kesehatan yang ada di RFnakeSobo membantu
petugas dalam penyelenggaraan pelayanan, stamdabue menjadi acuan bagi
petugas dalam memberikan pelayanan dan juga baggnp@uskesmas dapat
menilai pelayanan yang diberikan oleh petugas Pumsés. Berkaitan dengan
kualitas pelayanan, diyakini bahwa harapan pelamggempunyai peranan yang
besar dalam menentukan kualitas barang dan jasan&gada dasarnya ada
hubungan yang erat antara penentuan kualitas dguakan pelanggan
(Tangkilisan, 2005:213). Karena pelanggan dalam imal adalah pasien
Puskesmas yang menerima hasil pekerjaan petugdsedmums, maka hanya
pasien lah yang dapat menentukan kualitasnya separdan menyampaikan apa
kebutuhan mereka.

Dalam prosedur pelayanan kesehatan di Puskesmas dbdmlana selalu
disebutkan bahwa sesuai dengan Standar Pelayamdik Palayanan Kesehatan
yang berlaku. Mengenai prosedur alur pelayananasarédan hasil pengamatan

selama penelitian di Puskesmas Sobo, alur pelaydinBaskesmas Sobo cukup
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sederhana dan mudah dipahami oleh pasien. Padmm tial ini adalah pasien
umum dan pasien Jamkesmas.

Alur pelayanan sebagaimana telah dicantumkan dajambar “Alur
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sobo Tahun 20dd8k, ada perbedaan
dalam alur pelayanan terhadap masyarakat miskirg yaenggunakan kartu
Jamkesmas. Yang membedakan hanya ketika memageki pasien Jamkesmas
menyerahkan kartu lalu mendapatkan map sesuaiypoly akan dituju tetapi
untuk pasien umum ketika memasuki loket, harus nagmanb biaya retribusi
terlebih dahulu.

Kesederhanaan prosedur pelayanan juga di dukumgbaleerapa pasien
yang berhasil di wawancara. Ketika diajukan peramymengenai kemudahan
dalam memahami alur pelayanan, mulai dari pasiedangampai pasien tua
mengerti prosedur namun terkadang ada beberapg ypaay tidak mengerti dan
tidak malu untuk bertanya bagaimana alur pelayaysmn@ambar alur pelayanan

juga terpampang dengan jelas di salah satu suddiingi di Puskesmas Sobo.

2. Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan bagvlasyarakat

Miskin di Puskesmas Sobo melalui Jamkesmas.

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang Harhgan dengan
produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yaemenuhi atau melebihi
harapan (Goetsch & Davis dalam LAN, 2008:465). Kaalmengandung elemen-
elemen yang meliputi usaha memenuhi atau melelarapan pelanggan, yang

mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkyregrta merupakan kondisi



125

yang selalu berubah. Dari hasil penelitian yangabudikemukakan sebelumnya
dapat diketahui bahwa peningkatan kualitas pelay&eaehatan bagi masyarakat
miskin melalui Jamkesmas dapat dilihat dari 5 iatbk menurut Zeithaml dalam
LAN 2008 yaituTangibles, Reliability, Responsiveness, Assuraaoesnphaty.

Disamping itu karena program Jamkesmas merupakaaygman
kesehatan bagi masyarakat miskin yang berhubungagati cakupan pelayanan
kesehatan. Maka penilaian peningkatan kualitasypeln kesehatan ini juga
dilihat pada cakupan pelayanan kesehatan pada rakayamiskin. Cakupan
disini meliputi seberapa maksimalkah pelayanan hatsen dirasakan oleh
masyarakat miskin di wilayah tersebut, jumlah mesla miskin yang
mendapatkan pelayanan kesehatan apakah sudahaditaieh pihak Puskesmas
Sabo.
a. Kualitas Pelayanan Dilihat dari 5 Indikator

1) Tangibles.

Merupakan fasilitas fisik yang ada di PuskesmasoS@&esuai dengan
LAN (2008:472) bahwa kenyataan dalam pelayananpuotelbukti-bukti atau
wujud nyata dari pelayanan, berupa fasilitas fiaitanya petugas yang melayani
pelanggan, peralatan yang digunakan dalam memberp@ayanan, kartu
pengenal dan fasilitas penunjang lainnya. Dalam begikan pelayanan kepada
masyarakat miskin, Puskesmas Sobo memiliki saranmapdasarana yang dapat
menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan. Saaanaralsarana yang ada
dalam penggunaannya tidak ada perbedaan antaranpasskin dan pasien

umum. Semua pasien berhak mendapatkan fasiliteesbiet; hanya perbedaannya
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pada pengguna Jamkesmas tidak mengeluarkan biaya sekali sedangkan
pasien umum harus membayar sesuai ketentuan yatakiubeHal ini sejalan
dengan teorNew Public Servicelari Denhardt and Denhardt (2003:27), bahwa
pelayanan publik berlandaskan teori demokrasi yaweggajarkan egaliter dan
persamaan hak diantara warga negara.

Puskesmas Sobo terus melakukan peningkatan kugdéks/anannya,
tidak hanya pada masyarakat umum melainkan juga paasyarakat miskin.
Pelayanan bagi masyarakat miskin melalui programkéamas di Puskesmas
Sobo tidak ada perbedaan fasilitas, semuanya ¢gaaps terkecuali sesuai dengan
penyakit yang telah terdaftar yang bisa ditangamgdn program Jamkesmas.
Puskesmas Sobo sebagai salah satu Puskesmas yamitikinfasilitas cukup
lengkap karena memiliki Laboratorium sendiri unto&ndeteksi :

« Kadar Protein

* DL (Darah lengkap/darah rutin yang meliputi gulaiatie asam
urat, kolesteral)

» Urine lengkap

* Pemeriksaan kehamilan

* Pemeriksaan golongan darah

* Pemeriksaan HB

» X-Ray (Radiologi)

Fasilitas Radiologi merupakan fasilitas baru yarapad dimanfaatkan
mulai tahun 2009, jadi peningkatan fasilitas hampatta penambahan sarana dan
prasarana pada Laboratorium.

2) Reliability
Reliability merupakan keandalan yakni kemampuan begikan

pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akunaat t®aktu, dan memuaskan.
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Hal senada juga terdapat pada LAN (2008:471) bahesabilitas meliputi
konsistensi dari kinerja yang tetap dipertahankaan dmenjaga saling
ketergantungan antara pelanggan dengan pihak penyelayanan, seperti
menjaga keakuratan perhitungan keuangan, telitandlapencatatan dan tepat
waktu. Ketepatan waktu dalam memberikan pelayammehatan kepada pasien
merupakan kewajiban bagi petugas pemberi pelayardak terkecuali bagi
masyarakat miskin, mereka juga memiliki hak untuknoapatkan pelayanan
kesehatan yang sama seperti pasien umum lainnyaurMtestandar pelayanan
publik untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas Smwdlaksanaan pelayanan
berdasarkan waktu telah sesuai dengan standamlpelayublik.

Untuk memaksimalkan pelayanan misalnya 15 mengsdirmasih belum
bisa sesuai karena banyaknya pasien yang meng@ayanan Puskesmas,
sedangkan batas waktu selesai pelayanan terbat@s&edas sendiri untuk
melakukan pelayanan sebagaimana standar waktu tgdetty ada sedikit sulit,
karena Puskesmas sendiri setiap harinya melayagakaasien dari 7 Kelurahan
yang rata-rata perharinya mencapai 200 pasienhnpalianah suatu hari lebih dari
300 pasien. Jadi petugas Puskesmas juga selainejaengaktu karena batas
selesai pelayanan hanya sampai pukul 14.00 siasigrpaarus selesai dilayani
semua, apalagi jika hari Jum’at hanya sampai pL@180 dan Sabtu pukul 12.00,
belum lagi ketika pasien tidak sabar mengantria pltugas lama memeriksa,
pasien yang lain akan protes karena tidak segkyzadi.

Puskesmas memiliki batas waktu pelayanan sampaul gl 00 siang

kecuali Jum’at hanya sampai pukul 10.30 siang dabtuSpukul 12.00 siang,
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karena setelah melakukan pelayanan di Puskesmagjagguga harus melayani
Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) sampai Puskesefiisgkdi wilayah-
wilayah operasionalnya. Sehingga pihak Puskesmag jdituntut untuk
menyelesaikan pelayanan kepada pasien, disisi Hamis memenuhi standar
pelayanan untuk waktu pelayanan, memang beratpiT@askesmas memiliki
dokter jaga untuk fasilitas rawat inap, sehinggikkePuskesmas sudah harus
tutup, pasien dapat berobat di bagian rawat inap.

Berdasarkan data dan hasil wawancara dapat diliadiwa standar
pelayanan kesehatan dalam hal ini masalah ketepatdtu masih belum
maksimal, namun dari hasil pengamatan, petugaseBoms terlihat berusaha
dengan keras untuk memberikan pelayanan kesehetarasmaksimal. Walaupun
masyarakat sering komplain untuk segera diberiypelan, petugas tidak serta
merta meninggalkan pasien lain. Mereka tetap beggiamgjawab untuk
menyelesaikan pelayanan. Konsistensi dari kinegaugas tetap dipertahankan
dan menjaga saling ketergantungan antara petugaspdsien miskin agar
kepercayaan dapat selalu terjaga. Disisi PuskeSwols dituntut untuk memiliki
kualitas pelayanan yang prima, salah satunya himsdi suatu kondisional,
yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan rk@oan pemberi dan
penerima pelayanan dengan tetap berpegang paddppeiisiensi dan efektivitas
(Sinambela, 2006).

3) Responsiveness.
Sejalan dengan dasar teoritis pelayanan publik ydegl menurutNew

Public Servicalari Denhardt and Denhardt (2003:77) yaitu pelagygoublik yang
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harus responsif terhadap berbagai kepentingan damrniai publik yang ada.
Tugas Pemerintah Daerah dalam hal ini Puskesmas &alam melaksanakan
pelayanan kesehatan adalah melakukan negosiasméagolaborasi berbagai
kepentingan masyarakat dan kelompok komunitasnhalengandung pengertian
bahwa karakter dan nilai yang terkandung dalamypekn publik tersebut harus
berisi preferensi nilai-nilai yang ada di dalam paaakat.

Responsivenessyang ditandai dengan keinginan melayani konsumen
dengan cepat (Sinambela, 2006:10), kecepatan apaggyang dilakukan oleh
petugas terhadap keutuhan pengguna jasa, yang tialamm adalah masyarakat
yang membutuhkan pelayanan sebagaimana diatur dpkEmmdangan yang
berlaku. Responsivenesguga berkaitan dengan tanggungjawab dari petugas
pelayanan, yang meliputi pelayanan sesuai dengaatarur waktunya,
menghubungi pelanggan secepatnya apabila terjadiage yang perlu segera
diberitahukan. Kesederhanaan pelayanan merupakah satu tanggungjawab
yang dimiliki oleh pihak penyelenggara pelayanaiamahal ini Puskesmas Sobo.
Dimana pelayanan yang diberikan diselenggarakagatemudah, lancar, cepat,
tidak berbelit-belit dan dipahami oleh pasien. Htal mendukung pandangan
Denhardt and Denhardt tentahggw Public Servic€2003:46) bahwa birokrasi
garis depan seharusnya memusatkan perhatiannyatgagigungjawab melayani
dan memberdayakan masyarakat dalam pelayanan publik

Daya tanggap petugas hampak pada masalah yang Inemitama adalah
pada sistem rujukan. Pasien seringkali memintakaujuketika sudah berada di

Rumah Sakit, padahal seharusnya sebelum pergi keaRBakit, pasien harus
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terlebih dahulu di periksa di Puskesmas dan apdhiskesmas tidak sanggup
untuk menangani penyakit pasien, baru setelahngat dhrujuk. Rujukan adalah
proses pelimpahan kewenangan pelayanan kepadaasdaan yang lebih
berkompeten (Depkes RI, 2009:36). Dalam hal inikap bisa dilakukan apabila
penyakit pasien tidak dapat ditangani oleh pihalskBesmas. Namun pihak
Puskesmas juga tidak menampik bahwa seringkalepagng harus dibawa ke
Rumah Sakit sudah dalam keadaan gawat sehinggl kélaarga pasien juga
panik dan langsung membawa ke Rumah Sakit tanpa ragd&an. Pihak
Puskesmas juga tidak memperumit rujukan ketikaaalgsmsien dalam keadaan
gawat, mereka langsung memberikan rujukan kepaslarpgang bersangkutan.

Pihak petugas Puskesmas selalu berupaya untuk saekkan tugasnya
sesuai dengan petunjuk yang ada. Mereka juga Berusantuk selalu
meningkatkan pelayanannya. Melalui kegiatan pehkdididan pelatihan yang
diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan KabupatenuBamgi.

4) Assurance

Dalam hal ini petugas pelayanan harus memiliki feaniyang mencakup
pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dppetaya. Kemampuan atau
kecakapan, dimana para petugas pelayanan harusuasangketerampilan dan
pengetahuan yang dibutuhkan dalam melayani pelanggaterampilan dan
pengetahuan dalam hal ini sebagai jaminan bahwagaettersebut mampu
melayani pelanggan serta memberikan rasa percapad&epelanggan atas
pelayanan yang diberikan. Pelanggan akan merasa, diaek ada keragu-raguan

dalam menerima pelayanan. Sesuai dengan LAN (2028:dahwa keamanan
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yaitu usaha memberikan rasa aman dan bebas daydatesiko dan keragu-
raguan dimana jaminan keamanan yang diberikan dsgrapa keamanan fisik,
finansial dan kepercayaan pada diri sendiri. Dalaah ini adalah pelayanan
kesehatan yang rentan sekali terhadap resiko mandgamaya suatu penyakit
serta dampak yang ditimbulkan.

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh dr. Likshdahwa pihak
Puskesmas wajib menginformasikan mengenai penyakigy diderita, tindakan
medis yang akan diterima oleh pasien serta kemuoagkpenyulit yang akan
timbul dari tindakan medis tersebut. Penyulit mekgn efek yang mungkin
timbul akibat dari tindakan medis, sehingga padi@pat merasa aman atas
tindakan medis yang dilakukan. Hal ini sejalan @angemikiranNew Public
Servicedari Denhardt and Denhardt (2003:53) dimana pasdigam hal ini
sebagai pihak yang dilayani dipandang sebaijaens(warga negara), pelayanan
yang diberikan oleh petugas harus dipertanggundjkavakepada pasien. Dalam
teori New Public Servicenenyebutkan bahwa birokrat harus bertanggungjawab
kepadacitizens(warga negara) dalam hal ini pasien. Dengan mémgirasikan
penyakit yang diderita pasien serta kemungkinaryydéryang akan timbul maka
pasien merasa mendapat jaminan atas pelayanannsenjadi tanggungjawab
dari petugas atas pelayanan kepada setiap pasie®magmen akan menilai
bagaimana petugas akan memberikan penanganan tegdidap penyakit yang
dideritanya.

Petugas di Puskesmas Sobo terdiri dari 33 orang yaasing-masing

memiliki keterampilan di bidangnya. Jika dilihatridgumlah tenaga kerja di



132

Puskesmas Sobo khusus untuk tenaga medis terdapatadga medis dan sisanya
adalah staf Puskesmas. Jika di analisis dari pixasidenaga medis di Puskesmas
Sobo telah memenuhi pengetahuan dan keterampilbidangnya. Dapat dilihat
dari tingkat pendidikan terakhir yang semuanya dandidikan di bidang
kesehatan. Hanya saja Puskesmas Sobo belum mebDdkier Spesialis serta
Apoteker, selama ini masih asisten apoteker. Utduks meningkatkan kualitas
pelayanan, maka pihak Dinas Kesehatan KabupatepuBeamgi berupaya untuk
mengadakan pelatihan-pelatihan bagi petugas Puskegang juga bermanfaat
untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan paetugas dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5) Emphaty

Perhatian pada pelanggan dapat ditunjukkan dengdekktan petugas
dengan pelanggan. Kedekatan dapat ditimbulkan dekgeamahan, kesabaran,
perhatian, dan persahabatan. Jika melihat mendetasa, berdasarkan hasil
pengamatan selama penelitian, sebagian besar pasghin dengan kartu
Jamkesmas menggunakan bahasa Jawa ketika berkasiunifata-rata yang
menggunakan bahasa Jawa untuk mereka yang usadgh lanjut, tetapi untuk
yang masih muda petugas menggunakan bahasa InaloHesiini sesuai dengan
LAN (2008:472) bahwa komunikasi yang baik dengaramggan sangat
dibutuhkan, dalam hal ini pelanggan berhak memphroiformasi dari pemberi
pelayanan dengan bahasa yang mereka mengertiarselahgan konsepew
Public Servicedari Denhardt and Denhardt (2003:4%erve citizens, not

customers’
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Dengan komunikasi dengan bahasa yang dimengehipmdsien, hal ini
dimaksudkan agar terjalin kedekatan dengan pasida kepercayaan. Menurut
salah satu pasien Jamkesmas mengatakan bahwa serdah untuk melakukan
pelayanan kesehatan di Puskesmas Sobo, biasangdasaiek kesehatan rutin
ataupun berobat ketika merasakan sakit. Beliau jogagatakan bahwa petugas
Puskesmas sering datang ke wilayah tempat tinggalntuk pelayanan Posyandu
dan KB.

Peneliti mengamati ketika petugas Puskesmas Soboernksa seorang
pasien Jamkesmas, dan petugas tersebut menggubakasa Jawa. Petugas
menanyakan gejala penyakit, penyakit yang dideetalah pemeriksaan sampai
pantangan yang harus dihindari kepada pasien meaggn bahasa Jawa.

Mengerti harapan pelanggan sesuai dengan LAN (20@3: dapat
dilakukan dengan berusaha mengerti apa saja yabgtutikan pelanggan.
Mengerti apa yang diinginkan pelanggan sebenarigaklah sukar. Dapat
dimulai dengan mempelajari kebutuhan-kebutuhan wdhugang diinginkan
pelanggan dan memberikan perhatian secara pers®ralekatan secara personal
dilakukan oleh petugas Puskesmas terutama padanpgang sudah berumur,
walaupun begitu tidak berarti mengabaikan pasiergyain. Tetapi pasien yang
termasuk Lansia memang membutuhkan perhatian khusus

b. Cakupan Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Pelayana

Kesehatan

Kemiskinan di definisikan sebagai standar hidup gyaendah, yaitu

adanya suatu tingkat kekurangan materi dibandingleargan standar kehidupan
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yang umum berlaku pada masyarakat yang bersangkitatekberdayaan

penduduk -miskin menurut Mubyarto dalam Murjana @8@), disebabkan

mereka tidak memiliki aset sebagai sumber pendapadg karena struktur sosial

ekonomi tidak membuka peluang orang miskin ke ldakri lingkungan

kemiskinan yang tak berujung pangkal. Kemiskinalakilagi dipahami hanya

sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegaga¢menuhan hak-hak

dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang eltalorspok orang dalam

menjalani kehidupan secara bermartabat (Murjan®8:37). Dari pendapat

tersebut turut mendukung bahwa masyarakat miskihakeatas hak-hak dasar

seperti pelayanan kesehatan.

Menurut SK Menteri Kesehatan RI No. 125/Menkes/8R008, cakupan

masyarakat yang berhak mendapatkan pelayanan kasehalalui Jamkesmas di

Puskesmas Sobo, yaitu :

1.

Keluarga tersebut untuk memenuhi kebutuhan makbariskari
berat atau makan sehari-hari 1 sampai dengan 2 Jdedlari
sehingga kondisi tidak layak gizi.

Luas lantai bangunan tempat tinggal <8 m?/orang.

Jenis lantai bangunan tempat tinggal terluas daat/bambu/kayu
murahan.

Jenis dinding terluas dari bambu/rumbia/kayu yamegkimelitas
rendah/tembok tanpa plester.

Tidak punya WC sendiri.

Penerangan bukan listrik.
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7. Air minum berasal dari sumur/mata air tak terlingisangai/hujan.
8. Bahan bakar memasak dari kayu/arang/minyak tanah.
9. Beli pakaian baru hanya 1 stel/tahun.
10.Jika sakit, tidak bisa bayar obat ke PuskesmasiiPaki.
11.Pekerjaan buruh dengan penghasilan rendah ataapead
< Rp. 600.000/bulan.
12.Tidak mempunyai aset minimal Rp. 500.000 seperti :
* Sepeda motor;
* Ternak;
» Perhiasan;
e TV,
« Tabungan.
13.Bayi baru lahir dari keluarga miskin otomatis masd&lam
kepesertaan orang tua/janda. Dan selagi memilikiakga yang
mapan tidak masuk dalam kepesertaan.
14.Kriteria tambahan pengguna SKTM untuk bisa masulamla
kepesertaan Jamkesmas :
* Penderita penyakit kronis (gagal ginjal, kankerkitsgiwa,
kelainan darah, stroke, AIDS, TB Paru).
* Bukan dari keluarga yang mampu.
* Yang masuk kepesertaan hanya penderita penyakitbiet,

anggota yang lain tidak termasuk.
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* Pendapatan sedikit di atas miskin (antara Rp 600-€@mpai
Rp 800.000,-).

Jika berbicara mengenai cakupan pelayanan kesettiaParskesmas Sobo
melalui Jamkesmas, khusus bagi masyarakat mislkeningkatan cakupan jika
dilihat dari jumlahnya saja tahun 2008-2011 kepaser meningkat yaitu dari
tahun 2008 sebanyak 8.160 pasien, tahun 2009 sabdfy332 pasien, tahun
2010 sebanyak 11.521 pasien dan pada tahun terghitir tahun 2011 yaitu
sebanyak 13.260 pasien. Selain jumlah yang mening&sien yang dilayani juga
maksimal dengan adanya sarana dan prasarana yanmjareg pula. Dari hasil
wawancara dengan petugas Puskesmas Sobo menydiakem peningkatan
kualitas pelayanan pasti ada. Awalnya masyarakag yadak mampu belum
mendapat pelayanan, namun sekarang sudah mendajpetieganan kesehatan.
Cakupan dalam program Jamkesmas ini sudah lumaggaldn dengan lancar
karena setiap tahun pasien Jamkesmas bertambdigranti cakupan masyarakat

miskin yang seharusnya memperoleh pelayanan Jarakesidah mulai merata.

3. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pelayanandsehatan melalui
Jamkesmas
Kendala-kendala yang dihadapi oleh Puskesmas Salpat ddibagi
menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksébr.
a. Kendala Faktor Internal
Kendala serta tantangan yang berasal dari intexdalah kendala yang

berasal dari dalam organisasi institusi terselrrgdkla tersebut adalah :
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1) Masalah SDM (Sumber Daya Manusia)

Manusia adalah unsur terpenting dalam keberhasilatu organisasi.
Seperti yang diungkapkan oleh Susanto dalam Tasghki(2005:189) bahwa aset
organisasi yang paling penting dan harus diperaatiglen manajemen adalah
manusia (sumber daya manusia). Hal ini bermuara kadyataan bahwa manusia
merupakan elemen yang selalu ada dalam setiap isagan Berdasarkan
penelitian selama di Puskesmas Sobo yang berjuBgalrang ini tenaganya
kurang mencukupi untuk pelayanan. Banyaknya petaygang harus dilakukan
oleh para tenaga medis dengan jumlah petugas yarand juga membuat
pelayanan kurang maksimal. Menurut penuturan Bapakipan diatas dapat
digambarkan bahwa selama ini bahwa petugas medig panlahnya hanya
puluhan harus melayani pasien dari 7 Kelurahan yalag Tak hanya itu, petugas
Puskesmas juga harus melayani Posyandu di Keluldiarahan setiap satu
bulan sekali.

b. Kendala Faktor Eksternal

Kendala serta tantangan eksternal yang dihadapi Bleskesmas Sobo
dalam pelaksanaan peningkatan pelayanannya yaihgade pasien miskin
(masalah rujukan):

1) Dengan Pasien Miskin (dalam sistem rujukan)

Sistem rujukan selalu bermasalah. Masyarakat daingdak paham alur
administrasi pada sistem rujukan. Pasien yang ntamijukan seringkali sudah
dibawa ke Rumah Sakit terlebih dahulu baru meminjakan dari Puskesmas.

Secara tidak langsung ketika ada permasalahan wlepgsien dalam sistem
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rujukan ini akan menghambat pelaksanaan pelayaagirphasien tersebut. Karena
pelayanan yang seharusnya dilakukan kepada pagdanltisa dilakukan dengan
segera.

Dari sini dapat dianalisis mengenai kesenjangam yarjadi antara pihak
Puskesmas dengan pasien berdasarkativery Quality Service(Zeithaml, et al
dalam LAN 2008:466) :

1. Kesenjangan antara komunikasi eksternal pada pgdangksternal

Communication to Custom@rdengan proses penyampaian pelayanan
(Service Delivery Penyebab kesenjangan ini adalah tidak adanya
komunikasi horizontal dalam organisasi.

2. Kesenjangan antara pelayanan yang diharapkan pelangxpected

Servicg dengan pelayanan yang dirasakan oleh pelandgemcdived
Servicg. Kesenjangan ini menunjukkan dan menggambarkamank
dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinergaypnan

organisasi.
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat diambil kesamabagai berikut :

1. Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh PuskeSwiao lebih
bersifat Kuratif (penyembuhan), Promotif (peningkgi serta Preventif
(pencegahan) karena memang untuk upaya tindakarms ndeserahkan
pada Puskesmas selaku UPT (Unit Pelaksana Tekras) Binas
Kesehatan Kabupaten Banyuwangi. Untuk Rehabilitggémulihan)
banyak dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupateryiaangi, biasanya
dalam benyuk penyuluhan dan sosialisasi.

Prosedur pemberian pelayanan kesehatan di PuskeSwolas sesuali

dengan “Standar Pelayanan Publik Pelayanan Kesghgamg berlaku,

dimana standar pelayanan publik merupakan salaln gpaya untuk

mencapai kualitas pelayanan. Dalam hal ini haragselanggan

mempunyai peranan yang sangat besar dalam menerku&htas barang

dan jasa, karena pada dasarnya ada hubungan yatngnéara penentuan
kualitas dan kepuasan pelanggan.

Mengenai prosedur alur pelayanan berdasarkan pasdamatan selama
penelitian di Puskesmas Sobo, alur pelayanan diéBosas Sobo cukup
sederhana dan mudah dipahami oleh pasien. Pademm #al ini adalah

pasien umum dan pasien Jamkesmas.
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2. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakkinnaiis Puskesmas
Sobo melalui Jamkesmas dapat dilihat dari peniagkdualitas yang
berdasarkan 5 indikator yait@angibles, Reliability, Responsiveness,
Assurance serta Emphatari indikator Tangiblespeningkatan kualitas
ditunjukkan dengan fasilitas nyata pada Puskesnas Sang dapat
dirasakan oleh pasien umum dan pasien Jamkesntzk dda perbedaan
penggunaan fasilitas antara pasien umum dan pdsimkesmas karena
pelayanan publik berlandaskan teori demokrasi yangngajarkan
persamaan hak diantara warga negara.

Dari indikator Reliability merupakan keandalan yakni kemampuan
memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segktaat, tepat waktu
dan memuaskan. Berdasarkan data serta hasil warsadepat dilihat
bahwa standar pelayanan kesehatan dalam hal ialahasetepatan waktu
masih belum maksimal, namun dari hasil pengamaigtaigas Puskesmas
terlihat berusaha keras untuk memberikan pelay&esehatan dengan
maksimal.

Responsivenesserupakan daya tanggap terhadap masalah yang muncu
Masalah yang seringkali muncul adalah dalam sistejukan. Pasien
seringkali meminta rujukan ketika sudah berada amBh Sakit. Pihak
Puskesmas juga tidak memperumit rujukan ketikaaalgsasien dalam
keadaan gawat, mereka langsung memberikan rujuiaadia pasien yang

bersangkutan.
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Assurancemerupakan jaminan, keterampilan dan pengetahu@mdaal
ini sebagai jaminan bahwa petugas tersebut mampayame pelanggan
serta memberikan rasa percaya kepada pelanggarpel@aganan yang
diberikan. Dalam hal ini adalah pelayanan kesehgtary rentan sekali
terhadap resiko mengenai bahaya suatu penyakiad skmnpak yang
ditimbulkan. Pihak Puskesmas selalu menginformasikaengenai
penyakit yang diderita, tindakan medis yang akéaeridha oleh pasien
serta kemungkinan penyulit yang akan timbul danddkan medis
tersebut.

Emphaty perhatian pada pelanggan dapat ditunjukkan dekgdakatan
petugas dengan pelanggan. Kedekatan dapat ditiarbuldengan
keramahan, kesabaran, perhatian, dan persahalize¢adekatan secara
personal dilakukan petugas Puskesmas terutamapaesien yang sudah
berumur, walaupun begitu tidak berarti mengabaigasien yang lain.
Tetapi pasien yang termasuk Lansia memang membanuiplerhatian
Khusus.

Selain indikator kualitas pelayanan, peningkatatayaman kesehatan
dapat dilihat dari cakupan masyarakat miskin yarempeapat pelayanan
kesehatan. Peningkatan cakupan tidak hanya selkadaumlahnya saja
tetapi masyarakat yang terlayani juga maksimal dersglanya sarana dan

prasarana yang menunjang pula.
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3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaayg®n kesehatan
melalui Jamkesmas oleh Puskesmas Sobo dapat ditesgadi dua yaitu
faktor internal dan faktor eksternal. Kendala fakitdernal meliputi :

a. Sumber Daya Manusia, hal ini bermuara pada kenyatzhwa
manusia merupakan elemen yang selalu ada dalamnisaga
Berdasarkan penelitian selama di Puskesmas Soliaggse yang
jumlahnya hanya 33 orang ini tenaganya kurang miemmuuntuk
pelayanan.

b. Kendala eksternal, yaitu kendala yang berasal litagkungan luar
instansi atau organisasi. Kendala eksternal yanugadaipi oleh

Puskesmas Sobo yaitu dengan pasien miskin, yaisalatarujukan.

B. SARAN

Dari uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumsgm@an yang disampaikan

adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan niegyarakat
miskin, pihak Puskesmas ikut terlibat dalam upagtzabilitative karena
Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Kesehatan yalingy plekat
dengan masyarakat.

2. Diharapkan pembinaan oleh Dinas Kesehatan dilakgesara periodik
dan berkesinambungan.

3. Dengan adanya program Jamkesmas ini diharapkanatddmsehatan

masyarakat miskin meningkat. Namun bukan berartigde adanya
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program ini masyarakat menjadi tidak memperhatikasehatannya
karena mereka menganggap bahwa jika sakit akanmidijaoleh
Pemerintah. Masyarakat harus lebih menjaga kesehaa dengan
memperhatikan ‘lingkungan sekitar karena mencedaih leaik daripada
mengobati.

Aparat pelaksana pelayanan dalam hal ini diharaplkgrat memberikan
pelayanan dengan melihat pasien dari Kiew Public ServiceDimana
pasien dalam hal ini termasuk dala@itizens(warga negara) diposisikan
sebagai pemilik Pemerintaharowners of governmentdan mampu
bertindak secara bersama-sama mencapai sesuatu lghitg baik.
Perspektif New Public Service menghendaki peranimdirator publik
untuk melibatkan masyarakat dalam Pemerintahan bdatugas untuk

melayani masyarakat.
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Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara dengan Kepala Puskesmas Sobovnangy :

g

8.

9.

Mulai sejak kapan Puskesmas Sobo melaksanakarapnabgmkesmas?
Puskesmas Sobo dalam melaksanakan pelayanan leesemeiputi
daerah mana saja?

Siapa penanggung jawab Jamkesmas di Puskesmas&bdbo

Apa ada perbedaan pelayanan untuk pasien umumadamesmas?

. Apa ada perbedaan sebelum dan sesudah pelaksarakestas ini di

laksanakan?

Apa saja masalah yang timbul dalam pelaksanaarygpela kesehatan
dalam program Jamkesmas ini?

Bagaimana cara Puskesmas menentukan masyarakai 1yesig berhak
masuk dalam kepesertaan Jamkesmas?

Fasilitas gratis apa saja yang diperoleh oleh peeSamkesmas?

Bagaimanakah manajemen Jamkesmas yang ada di Pask8sbo ini?

10.Apa saja ruang lingkup program Jamkesmas yang iadastkesmas Sobo

ini?

Pedoman wawancara dengan pegawai Unit-unit PuslkeSotz Banyuwangi :

1.

Apa ada permasalahan yang timbul dalan pelaksarm@gayanan

kesehatan bagi masyarakat miskin dalam programesmads?
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Apa ada peningkatan kualitas pelayanan setelalpampgam Jamkesmas
ini?

Apakah pihak Puskesmas tidak ingin menambah temagies lagi?

Apa saja standar pelayanan publik pelayanan kemehgdng ada di

Puskesmas Sobo?

Pedoman wawancara dengan pasien Jamkesmas :

1.

Bagaimana anda tahu ada kartu Jamkesmas yang igigaakian untuk
berobat gratis di Puskesmas ini?

Apakah anda mendapatkan kemudahan dalam menggukeitarnni?
Apakah anda sudah merasa mendapatkan pelayanamgésgnal?
Apakah anda mendapatkan kartu ini dengan prosealuy gukup rumit
atau mudah?

Apakah anda sudah memahami alur pelayanan kesebaginpasien
Jamkesmas?

Menurut anda, apakah sarana dan prasarana di Puskas sudah cukup

lengkap?
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PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS KESEHATAN
Jalan Letkol Istiglah No 42 telp 0333-424794
BANYUWANGI

Banyuwangi, 25 Mei 2012

Nomor T 441.7/548/ 429.114/2012 Kepada
Lampiran = : - Yth : Kepala Puskesmas Sobo
Perihal : Rekomendasi Jjin Survey di

Data Awal Penelitian BANYUWANGI

Menunjuk  Surat  Kepala  Kesatuan Bangsa  Dan  Politik
Nomor : 072/418/REKOM/429.204/2012 tanggal 24 Mei 2012 Perihal Ijin
Survey Data Awal Penelitian, pada dasarnya kami tidak keberatan memberikan ijin
untuk pengambilan data kepada :

Nama :  INDY PRATIWI
Nim ;0810313105
Judul : Upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

masyarakat miskin melalui JAMKESMAS (Jaminan
Kesehatan Masyarakat) (Studi pada Puskesmas Sobo

Waktu Penelitian : Kabupaten Banyuwangi)
Tempat : 24 Mei s/d 24 Juni 2012
Puskesmas Sobo

Kepada peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan
setelah selesai melaksanakan penelitian, dimohon kepada yang bersangkutan untuk
memberikan laporan  hasil penelitian dimaksud kepada Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyuwangi.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Tembusan Kepada Yth:
Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya Malang



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan KH.Agus Salim No 109 Telp.0333 — 425119
BANYUWANGI 68425

Banyuwangi, 24 Mei 2012

Nomor : 072,4/5/REKOM/429.204/2012 Kepada Yth.

Lampiran HEP 1. Kepala Dinas Kesehatan

Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian 2. Kepala Puskesmas Sobo
Kabupaten Banyuwangi
di-

BANYUWANGI

Menunjuk Surat . Dekan Fakultas llmu Administrasi
Universitas Brawijaya Malang

Tanggal : 16 Mei 2012

Nomor . 4836/UN10.3/PG/2012

Bersama ini diberitahukan

Nama . INDY PRATIWI

NIM : 0810313105

Bermaksud melaksanakan penelitian:

Judul Upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
miskin melalui JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat)
(Studi pada Puskesmas Sobo Kabupaten Banyuwangi)

Tempat 1 Puskesmas Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi

Waktu ¢ 24 Mei s.d. 24 Juni 2012

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan
yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk memberikan bantuan berupa
tempat,data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan kepada peserta:

1. Wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Instansi setempat.
2. Melaporkan hasil Penelitian dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Banyuwangi.
Demikian harap menjadi maklum.

An..KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUWANGI

»eipalé Bidang Bina Ideologi,Pembauran dan
Viwasan Kebangsaan

‘Drs;SUKIMIN
Tembusan : Pembina Tingkat |
Kepada Yth. NIP. 19561025 198003 1 011
Sdr. Dekan Fakultas llmu Administrasi

Universitas Brawijaya Malang
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 Fax. +62-341-558227

E-mail: fia@ub.ac.id website: http:/fia.ub.ac.id

Program studi: * Sarjana: - llmu Administrasi Publik — Administrasi Pemerintahan — Perencanaan Pembangunan — Iimu Perpustakaan
— Ilmu Administrasi Bisnis — Perpajakan — Bisnis internasional — Hospitaly dan Pariwisata

* Magister Ilmu Administrasi Publik — Ilmu Administrasi Bisnis * Doktor [Imu Administrasi

Nomor : 493L /UN.10.3/PG/2012

Lampiran t-

Hal : Riset

Kepada : Yth. Kepala Puskesmas Sobo
Kabupaten Banyuwangi

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang memohon
dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan
melakukan riset atau survey bagi mahasiswa :

Nama : Indy Pratiwi

Alamat : J1. Ikan Cumi-Cumi no. 06 Sobo Banyuwangi

NIM : 0810313105

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Tema : Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Miskin Melalui JAMKESMAS (Jaminan
Kesehatan Masyarakat) (Studi Pada Puskesmas Sobo

Kabupaten Banyuwangi)
Lamanya : 1 (satu) bulan
Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu /Saudara, kami ucapkan
terima kasih.




PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS SOBO
JL Adi Sucipto 137 Telp ( 0333 ) 421779 / 085236654777

BANYUWANGI
E— S ]
Banyuwangi , 2 Juni 2012
Nomor 445/ 84 | 429.114.08 /2012 Kepada
Sifat Penting Yth. Sdr Dekan Fakultas Iimu
Lampiran = Administrasi Universitas Brawijaya
Perihal R i Ijin Penelitian Malang
Di -

MALAN

Menunjuk surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik tanggal 25 Mei
2012 nomor : 072/418/REKOM/429.204/2012 perihal rekomendasi ijin Penelitian
maka dengan ini disampaikan dengan hormat bahwa pada dasarnya kami tidak
keberatan di Puskesmas Sobo Kecamatan Banyuwangi dijadikan penelitian di atas

Nama : INDY PRATIWI

NIM : 0810313105

Prodi : S1 Ilmu Administrasi

Proposal Penelitian : Upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

masyarakat miskin melalui JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat)di
Puskesmas Sobo Banyuwangi tahun 2012.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

UPTD PUSKESMAS \ _a
w SOBO
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